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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: KPG/Kep.182-BKPSDM /2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih
diorientasikan pada peningkatan kinerja unit organisasi
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan serta memberikan pelayanan publik, oleh
karena itu perlu diatur sistem dan prosedur kerja
sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan
penunjang tertib administrasi di Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa sistem dan prosedur kerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

c. bahwa untuk optimalisasi sistem dan prosedur kerja di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, perlu di susun Standar Operasional
Prosedur;

d. bahwa berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten yang di susun pada tanggal 7 Juli
2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan



Mengingat

2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan
penyesuaian dan perbaikan terkait adanya perubahan

kebijakan dan regulasi yang berlaku.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Undonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Mana-jemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;

e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur di Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia meliputi :

BIDANG PENGADAAN:

1. Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
2 Pengusulan Permohonan Data Pegawai;

3. Rekonsiliasi Data Simpeg BKPSDM ;

4. Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil

Negara.

o

Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana;

7. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan
Pelaksana;

8. Penerbitan Keputusan Perpanjangan Pegawai Tidak

Tetap (PTT);



9. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Pegawai Tidak
Tetap (PTT);

10. Pengusulan Kenaikan Pangkat;

11. Penyesuaian Masa Kerja;

12. Pengusulan Mutasi Keluar Kabupaten Purwakarta;

13. Pengusulan Mutasi Masuk dari Kabupaten/Kota
dalam Provinsi;

14. Pengusulan Mutasi Masuk dari Kabupaten/Kota antar
Provinsi;

15. Pengusulan Mutasi Masuk dari Provinsi/Instansi
Pusat;

16. Pengusulan Mutasi Jabatan Pelaksana antar
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta;

17. Pengusulan Pencantuman Gelar;

18. Perbaikan Dokumen Kepegawaian Layanan Bidang
Pengadaan;

19. Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen

Kepegawaian,;

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

20. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil;

21. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional (PKN);

22. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA);

23. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas (PKP);

24. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis;

25. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional;

26. Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

27. Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat di
Perangkat Daerah:;

28. Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS;

29. Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;



30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42,
43.
44,
45.

Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian ljazah
(UPI);

Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1;
Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2;
Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional,;
Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional;
Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui
Penyesuaian/ Inpassing;

Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui
Perpindahan;

Pemberhentian Jabatan Fungsional;

Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional;
Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Kategori
Keterampilan ke Kategori Keahlian;

Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional ;

Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar;
Pengusulan Tugas Belajar;

Penerbitan Surat Keterangan Belajar;

Perbaikan Surat Keputusan/Perintah;

Penggantian Surat Keputusan/Perintah Jabatan

Fungsional,;

BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

46.
47.
48.

49.

50.
51,
92.
53.
54.

55.
56.

Verifikasi Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai;
Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi PNS;
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi
Anggota Partai Politik (usulan/permohonan);
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi
Anggota Partai Politik (temuan);

Penerbitan Surat Keputusan Izin Perceraian Bagi PNS;
Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya;
Penerbitan Surat Keterangan Keluarga;

Penerbitan Keputusan Pensiun yang Mencapai Batas
Usia Pensiun (BUP);

Penerbitan Keputusan Pensiun Janda/Duda;
Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Diberhentikan

Dengan Hormat);



BY:

58.

59.
60.

Penerbitan Keputusan Pensiun Meninggal Dunia Aktif
(MDA-Tewas);

Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Cukup Masa
Pensiun);

Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Uzur / Sakit);
Penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat
Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS;

61. Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP);

62. Pengajuan Keputusan Petikan Ke 2/3 (Keputusan
Pensiun Hilang);

63. Penghargaan Pegawai Berprestasi;

64. Pemberian Bantuan kepada Pegawai;

SEKRETARIAT

65. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP;

66. Penyusunan Laporan Keuangan;

67. Pengajuan Pencairan Anggaran,;

68. Pengelolaan Surat Masuk;

69. Pengelolaan Surat Keluar;

70. Legalisir Dokumen;

71. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Pemeliharaan;

72. Pelaporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa;

73. Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

74. Penempatan Pegawai di BKPSDM;

75. Pengajuan Surat Perintah (SP) dan  Surat
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD);

76. Pengajuan Cuti;

77. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja;

78. Penerbitan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala;

79. Pengelolaan Arsip Aktif;

80. Pengelolaan Arsip Inaktif;

81. Pengajuan Peminjaman Arsip;

82. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

83. Pengukuran Kinerja;

84. Pengumpulan Data Capaian Kinerja;



85.

Pengajuan Data Kehadiran dan Kinerja untuk

Pengajuan TPP;

86. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat;

87. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

88. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

89. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

90. Penyusunan Perjanjian Kinerja;

91. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah LPPD;

92. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan;

93. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran
(DPA);

94. Penerbitan SPP Dan SPM;

95. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;

96. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun
Berjalan;

97. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

98. Pengendalian Gratifikasi di Lingkup BKPSDM
Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta;
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

_AKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGBEM X AN.SUMBER DAYA MANUSIA

NIP. 196708291995031001



NOMOR SOP : 01/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023

TGL. REVISI : -

WIBAWA NARTA RAHARJA

% TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MASAAN ;mmm DATA PADA
NAMA SOP : sxs*rnu KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan perbaikan data kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS | 2. Mengetahui SOP peremajaan/perbaikan data pada system kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas | 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen office.
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 | 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
tentang Kenaikan Pangkat PNS 5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 | 6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Pengusulan Kenaikan pangkat; 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
-  SOP Pemberhentian Pegawai 2. ATK
- SOP Mutasi Keluar

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja | ENCRepegw St CLl )

pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya




PEREMAJAAN/PERBAIKAN DATA PADA SISTEM KEPEGAWAIAN
Nomor : 01/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat ala | Sekretaris Kabid Anggota Tim
Daerah nxgénn BEPSDM | Pengadann | KOt THE | - o e Sekretariat Parsysratan/ Enayapen Wkt Outpok
T- SUTHEL TETEEITTE OarT FETAlERar
Daerah
\ 2. Melengkapi data terkait
/ pemutakhiran/perbaikan data
kepegawaian
a. Golongan/KP
b. Pendidikan
¢. Pencantuman Gelar
d. PMK
e. Pengajuan PMK
f. Jabatan
5 R Surat usulan
Penyampaian usulan permchonan g. Diklat
1 |pamutakhiran/ perbaikan data olsh h. Angka kredit T B L
7 i pemutakhiran/
Perangkat Daerah i. Hukuman Disiplin perbuikan dats
j. Data Pribadi
k. CPNS/PNS
1. SKP
m. Orang tua
n. Pasangan
o. Anak
p. Penghargaan
q. Organisasi
r. Kinerja
s. Pemberhentian Sementara
Surat usulan
2 Penerimaan usulan permohonan ;i_-__ 71 |Surat usulan permohonan 1 hari permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data L pemutakhiran/ perbaikan data pemutakhiran/
nerhaikan data
R et —] la—1 < Surat usulan permohonan i
3 Mmd‘fﬁ‘:f“ka“ “s‘;::,’ll{ pe':'?h"“a” - o= pemutakhiran/ perbaikan data dan ] ha | gl
pemutakhiran/ per an data l Lembar disposisi pimpinan
Menyampaikan Google Form | > 3003113 Formh
4 |Perubahan/Perbaikan Data ' Disposisi pimpinan 1 han aen
Kepegawaian pel_'ubahanfper
baikan data
Mengisi Google Form iy Gopgle
5 |Perubahan/Perbaikan Data Coogts Fosin Hiolwn 1 hari ¥t Usulsn
perubahan/perbaikan data perubahan/ per

Kepegawaian

baikan data




Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat Kepala | Sekretaris Kabid Tim Ket
Deiodial BKPSDM BKPSDM Hetua Tim I & Persyaratan/ Kelengkapan Walktu Output
i &
Pemohon mengunggah dokumen Isian Google Form Usulan
6 persyaratan melalui aplikasi SIMPEG perubahan/perbaikan data dan T Unggahan
sesuai dengan keperluan data yang f' 1 dokumen yang akan dimutakhirkan dokumen
akan dimutakhirkan —5— [diperbaiki
¥ Usulan
Verifikator memeriksa keabsahan ] dokmL:JT::hi /
7 |dan kelengkapan data yang Unggahan dokumen 1 hari |P€ ; s
: ; perbaikan yang
dilampirkan
telah
diverifikasi
ERoreY pemut,?khllran}perbajkan Usulan dokumen Lot yaf‘lg Seals
8 data pada aplikasi ke SIASN oleh st /serbudion van etk 1 ek mutakhir/Data
petugas ADA dan/atau ke SIMPEG z?verifikasi FEREREyans yang telah
oleh operator SIMPEG diperbaiki
Penginformasian terkait progress
input data kepada kepada pengelola - . Informasi
9 |kepegawaian/ Petugas ADA di unit o 12?;: ’é?”gr;‘:i? Rk NI | § et [ Bemuitedibiivnn
kerja ybs oleh pengelola SIMPEG e : Perbaikan

BKPSDM




WIBAWA KARTA RAMAFRJA

R,
]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 02/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI 2w

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PENGUSULAN PERMOHONAN DATA PEGAWAI

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

4. Keputusan Bupati Purwakarta  Nomor 042.05/Kep.57-
Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 214 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Memahami aturan yang berkaitan dengan PPID;

Mengetahui SOP pemberian data kepegawaian;

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

Lk

oo

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

-  SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN




PENGUSULAN PERMOHONAN DATA PEGAWAI
Nomor :02/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Sekretaris Kabid Anggota Tim
Pemohon BKPSDM BKPSDM | P Aoa Ketua Tim Tim i ¢ Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output
1 Penyampmc.m ML Pt Surat Permohonan data 1 menit Sk o e
data oleh pihak eksternal permohonan data
e - .
, > Registrasi Surat usulan
Penerimaan usulan permchonan | Surat usulan permohonan =
E : 1 menit |permohonan data dan
data j data ; .
I Lembar disposisi
Mendispoisikan usulan permohonan |_t 1 !_ It Surat usulan permohonan ; I S
| | t |D
3 Laata 5 i | date:dan Lesnbar dispoaisd 30 menit |Dispoisi pimpinan
y
Menelaah usulan permohonan data ¥ = P .. |Disposisi pimpinan ke tim
] i 3
* | Sergan berdsaarian pezin PHD T Rispesial pluiosn DI | in
5 Memberikan data/informasi yang di T L1, DlsPoa1a1 pimpinan ke tim 60 st Data/informasi yang di
butuhkan d ¢ kerja butuhkan
Membuat surat penolakan I 1 . = .
6 |pemberian data/informasi yang di T f==) D]SPOSIS] Piapiei e tm 10 menit ane plenula.kan
; kerja pemberian data
ajukan
. Menyampaikan surat pemberian L 8 -‘FI Surat pemberian . | Datafinformasi yang i
7 |data atau surat penoclakan | data/penolakan pemberian 10 menit
: butuhkan
pemberian data - data




WiHAWA sARTA AAHARIA

o
———

NOMOR SOP

03/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN

01 Agustus 2023

TGL. REVISI ! -

TGL. EFEKTIF

\

an Kepegawaian dan
pRgembangan
ek Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA o
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ~196708291995031001
MANUSIA
NAMA SOP REKONSILIASI DATA SIMPEG BKPSDM
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan data pegawai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS | 2. Mengetahui SOP rekonsiliasi data SIMPEG;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas | 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

4.
5.
6

office.

Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

1.
2.

Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan seluruh data kepegawaian yang harus sangat di
perhatikan kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN




WIBAWA KARTA SAHARIA

..
S

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 04 /SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI .- .
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023 \
DISAHKAN OLEH
N <4

PENGHUSHBEAN FORMASI
NAMA SOP KEBUTUHAN APARATUR SIPIL

NEGARA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

o RN

Mengetahui SOP Penyusunan Formasi Pegawai

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN perencanaan

Mampu berkoordinasi dengan Kementerian dan perangkat daerah
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Pengadaan Aparatur Sipil Negara

1

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

Form penyusunan laporan

PERINGATAN:

- Memperhatikan prosedur pengisian data di Sl ASN supaya sesuai
dengan kebutuhan prangkat daerah;

- Memperhatikan verifikasi berkas persyaratan yang sesuai dengan
formasi yang di butuhkan
Melakukan verifikasi jumlah PNS dan jumlah usulan PNS yang di
ajukan oleh masing-masing perangkat daerah, harus sesuai dengan
jumlah standar PNS untuk Daerah

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Data tersinkronisasi dengan SI ASN, dan tersimpan di database BKN
Di lakukan update apabila ada perubahan data

Pengarsipan secara manual dan elektronik

Disusun tiap 5 tahun sekali dan di rincian per tahunnya

Di usulkan tiap tahun, dan bila ada perubahan usulan dilakukan pada
bulan April tahun sebelumnya




PENGUSULAN FORMASI KEBUTUHAN ASN

Nomor :04 /SOP BKPSDM /2023

Pelaksana MUTU BAKU
Kepala
No URAIAN KEGIATAN Perangkat pa Sekretaris | Kepala Ketua | Anggota Tim Tim Ket
Daerah r:.lltlm]', BKPSDM BEPSDM Tim Pengadsan Sakcebaiat Bupati BEN Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu OQutput
ngadaan
i 1. Surat daftar usulan
| Formasi Pegawai dari
1 Menyampaikan usulan A pemochon / Perangkat Daerah 1 hasi Usulan Formasi
formasi ke BKPSDM 2. Peta Jabatan Perangkat Daerah
3. Analisis Jabatan
4. Analisis Beban Kerja
Usulan formasi Dalam
2 Menerima usul formasi dan Usulan Formasi Perangkat 1 hasi Perangkat Daerah bentuk
Perangkat Daerah L Daerah dan Lembar Fisik dan
disposisi softcopy
1 e R Usulan formasi
" - . . i) < ;
3 Mendisposisi Usul Formasi | | _'{__—|4_ (I Usulan formasi Perangkat ¥ Bt Perangkat Daerah
dari Perangkat Daerah ‘ Daerah dan Lembar disposisi dan disposisi
1 pimpinan
T . 1 ; Usulan Formasi
" Memverifikasi dan menelaah B -9 l N . v E::::nh 2) d‘m Pm:aflgj(at 2 hari |Y208 sudah
usulan formasi : .na:'n Ppoanl diverifikasi dan
prnpS ditelaah
Bersama
¥ " Draft rencana
Menyusun rencana | e Usulan Formasi yang sudah " dengan
1] : tuhan tah
= kebutuhan tahunan i_._.___—|J diverifikasi 9. hart l;f]]m W it Perangkat
Daerah
Memproses penetapan — =1 e friom— Rencana Kebutuhan
6 |rencana kebutuhan ASN g Jl— > _,I_—"‘;_ - gl t[;r:lfl’tnzlcana keb!.:_\.llhan 5 hari |Tahunan N-1 yang
tahunan telah ditetapkan
Pengusulan usulan formasi Usulan Rencana
o berupa dokumen rencana [ i Rencana Kebutuhan Tahunan 1 hari Kebutuhan Tahun N-
kebutuhan ASN melalui link J N-1 vang telah ditetapkan 1 yang telah
pengusulan kebutuhan ditetapkan
. . | |Usulan Rencana Kebutuhan
8 Menerima usul formasi / | ratuman N-1 yang telah 1 hari Rencana Kebutuhan

tahun N-1

ditetapkan

Tahunan N-1
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP

05/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN

01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1.
2:

Nowsw

Memahami peraturan yang terkait

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Memahami aplikasi SI ASN dari Kemenpan & RB

Mengetahui SOP Pengadaan ASN

Mengetahui formasi PNS yang telah di tetapkan

Mampu berkoordinasi dengan kementerian dan perangkat daerah
Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAK /PERLENGHKAPAN:

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional
Kabupaten Purwakarta

- SOP Peremajaan /perbaikan data pada sistem kepegawaian

- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1.
2,

Form Surat Keputusan
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harus sesuai formasi jabatan
pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

Usulan pengadaan melalui SI ASN dari Kemenpan RB

Pengarsipan secara manual dan elektronik

Dilakukan setelah ada penetapan dari Kemenpan & RB mengenai jumlah
pengadaan CPNS tahun berjalan




PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Nomeor : 05/SOP BKPSDM /2023

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala |Tim Seleksi Anggota Kett
KPSD D ¥ P 1 Waktu Qutput
5 i Ketua Tim Tem Persyaratan/ Kelengkapan tpu
Membentuk panitia Pengadaan ASN dan D | | | ) = i SK Panitia
A Tim Penguji i _-l— Cudanghiy Duttac Hagie i PenerimaanCPNS

Membuat pengumuman secara terbuka

a. nama Jabatan;b. jumlah lowongan
Jabatan;c. unit kerja penempatan;d.

Pengumuman melalui

3
5 melalui website dan pada papan I:j kualifikasi pendidikan;e. alamat dan |maksimal b s i
pengumuman menindaklanjuti tempat lamaran ditujukan;f. jadwal 10 hari sineren
pengumuman dari panitia seleksi pusat tahapan seleksi; dan g syarat yang =
harus dipenuhi oleh setiap pelamar
3 Menerima dan memverifikasi berkas <> Persyaratan sesuai dengan Peraturan it Berkas Lamaran yang
lamaran; memisahkan yang MS dan TMS Pemerintah No. 11 Tahun 2017 BN Img
y
Memasukkan berkas lamaran yang MS Ij ’ Berkas lamaran masuk
é Lam MS 1 hari ;
» ke dalam database kepegawaian :l Feion e database kepegawaian
M d b I:"Ir Berita Acara Hasil
L i sgeeinean vagnt tontang heckas :] Berkas lamaran yang MS 1 hari Seleksi Administrasi
amaran (Tahap 1)
: g ; ; ; Pengumuman di
6 Mengumumkan hasil Seleksi Berita Acara Hasil Seleksi $ ontina [Webaite dun sivedi
Administrasi {Tahap [} Administrasi (Tahap I) BB iy
1
7 |Membagikan kartu ujian I——_':I Daftar Hasil Seleksi Tahap [ 1 hart |Kartu Upan
Melakukan kerjasama dengan BKN
8 untuk: st ’ Kartu Ujian; KTP 1 hari |Perjanjian Kerjasama
Penerimaan CPNS menggunakan sistem
CAT
4
Melaksanakan Seleksi Tahap II (Seleksi
; : 4 Uiian Seleksi
o |Kompetensi Dasar) dan Tahap 111 (Seleksi Karta Ujian; KTP Sk Hasil Ujian Seleksi

Kompetensi Bidang) bersama Tim Seleksi
Nasional

Kompetensi Dasar




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kepala Tim Seleksi Kabid Anggota Hett
i ) Waktu Output
BKPSDM o Ketua Tim Persyaratan/ Kelengkapan P
Mengumumkan Hasil Seleksi Kompetensi o :
4 ’ Hasil U Selek
10 | Dasar (Seleksi Tahap I1) dan Seleksi Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Dasar | 1 minggu |, o0 Selekst
L, e Kompetensi Dasar
Kompetensi Bidang (Tahap III)
1
Membuat Usulan Nomor Induk Pegawai
11 |dan Meminta Persetujuan Teknis dari Daftar Peserta yang lulus ujian seleksi 1 hari |Surat usulan NIP
BEN
Menerima Penetapan Nomer Induk
12 |Pegawai (NIP) dan menyampaikan kepada :ll I——bl ’ Surat usulan NIP - Surat Penetapan NIP
CPNS ybs
Melaksanakan masa percobaan bagi L
« tah
) I e e 1 SK CPNS 1tahun |SK CPNS
A
14 Mengajukan pengangkatan menjadi PNS Ej Telah lulus mengikuti Diklat Dasar 1 mi Surat Usulan menjadi
bagi CPNS ke BKN bagi CPNS; Sehat Jasmani dan Rohani| ~ 20" |pNS
. e h 4
15 o peneFapan CFRS et 8 Surat Usulan menjadi PNS 1 hari |[SK PNS
dan menyampaikan kepada ybs
16 |Mendokumentasi SK (j SK PNS 1hari |SKPNS
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP

06/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

TUSAN JABATAN
NAMA SOP PELAKSANA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS
Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi

6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 060/Kep.438-Org/2021
Tentang : Penetapan Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Kerja (ABK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
2021

NP WD

1. Memahami peraturan yang terkait jabatan pelaksana

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi

4. Mampu berkomunikasi dengan baik;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
- SOP Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Pelaksana
- Peta Jabatan

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harrus sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yvang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

- Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses
kompetensi.

uji

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN KEPUTUSAN JABATAN PELAKSANA
Nomor : 06/SOP BKPSDM /2023

URAIAN KEGIATAN

MUTU BAKU

Kepala

Kabid
Pengadaan

Ketua Tim

Tim

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

Menerima usulan penetapan jabatan pelaksana
dari perangkat daerah dan mendisposisi

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

Disposisi Surat

1 hari
2 Memverifikasi data jabatan pelaksana dan latar ) Surat usulan penetapan Rekomendasi penetapan
pendidikan pemangku jabatan pelaksana jabatan pelaksana jabatan pelaksana
v
3 Membuat surat penolakan penetapan jabatan [_J——-.l | Rekomendasi penetapan Surat Penolahan penetapan
pelaksana jabatan pelaksana jabatan pelaksana
1 hari
Membuat dan memproses petikan surat | Rekomendasi penetapan SK Penetapan Jabatan
4 P >
keputusan penetapan jabatan pelaksana == jabatan pelaksana Pelaksana
5 Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan |—JL‘__.| \ SK Penetapan Jabatan Daftar penyerahan
Pelaksana ke Perangkat Daerah Pelaksana dokumen
1 hari
A
SK Penetapan Jabatan SK Penetapan Jabatan
6 [Dolexmentasi Pelaksana Pelaksana

=]
{1
o
==

;
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NOMOR SOP 07/SOP BEPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF

K gawa.lan dan Pengembp
"ﬁ 3 Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA <
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
MANUSIA NAMA SOP JABATAN PELAKSANA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS

3. Permenpan No. 41 Thn 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

4. Keptusan Bupati Purwakarta No. 067 /Kep.554-Ortala/2020 tentang
Penetapan Hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja
(ABK) di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta Tahun 2020

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 1. Form Surat Keputusan

- Peta Jabatan 2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet
- SOP Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat kepada ASN

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harrus sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

- Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses uji
kompetensi.

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN JABATAN PELAKSANA
Nomor : 07/SOP BKPSDM /2023

MUTU BAKU
o S Kepala Eabid | potuaTim | ANROWR Butapsatny Waktu Output e
Pengadaan Tim Kelengkapan
Menerima usulan penetapan jabatan pelaksana ( )__,[_}_ Surat usulan penetapan ; .
; Dis si Surat
i dari perangkat daerah dan mendisposisi _"_—I ljabatan pelaksana wpam
1 hari
M ifikasi data jabatan pelak dan latar ) Surat usulan penetapan Relasneniil
emverifikasi data jabatan pelaksana dan la ura 3
: enetapan jabatan
% pendidikan pemangku jabatan pelaksana \ jabatan pelaksana Eelaics:na J
v
. ; Surat Penolahan
3 Membuat surat penolakan penetapan jabatan Rekomendasi penetapan penetapan jabatan
pelaksana ljabatan pelaksana pelakeana
1 hari
4 Membuat dan memproses petikan surat ol _]___.l I Rekomendasi penetapan SK Penetapan Jabatan
keputusan penetapan jabatan pelaksana g == ljabatan pelaksana Pelaksana
5 Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan |_,'_"|___I SK Penetapan Jabatan Daftar penyerahan
Pelaksana ke Perangkat Daerah Pelaksana dokumen
1 hari
y
6 IDok ; SK Penetapan Jabatan SK Penetapan Jabatan
olkumentasi Pelaksana Pelaksana
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 08/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI A

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PENERBITAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN

NAMA SOP PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian

2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Penerbitan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT)

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Memperhatikan catatan kedispilinan PTT APBN tahun sebelumnya
-  Penempatan honorer juga sesuai dengan formasi jabatan pelaksana

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data
Verifikasi berkas




PENERBITAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
Nomor : 08/SOP BKPSDM/2023

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN
Kepala Kabid Persyaratan/
BKPSDM P . Ketua Tim | Anggota Tim Kel fapan Waktu Output
Mengeluarkan Surat Edaran . 2
1 |Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke (D‘—D_-—Ui:]——.[ I Surat Edaran 3 hari Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten
semua perangkat daerah
Menerima surat dan merekapitulasi 3 : Rekapitulasi Data usulan
2 ; Surat Edaran terbit dari ; L
2 |usulan perpanjangan Kontrak pegawai BKPSDM Kabupaten 1 hari |perpanjangan Kontrak
honorer (PTT) P pegawai honorer (PTT)
Berkas usulan
Memverifikasi data usulan ‘L pengangkatan kembali dari
3 |perpanjangan Kontrak pegawai l i masing-masing PD dan 1 hari |Berkas sesuai persyaratan
honorer (PTT) daftar kekurangan
berkasnya
Memproses penetapan SK tentang | Draft SK tentang
: Wi d . .
4 |Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak :__IQ————l |1———{_Jﬂ—-‘—|_— D:rf;a;:i;ian;:n;e;;f:n 1 hari |Pengangkatan Kembali
Tetap (PTT ) i Ja0g - Pegawai Tidak Tetap ( PTT)
SK Pengangkatan Kembali
5 o B e o I Da
Penyerahan SK Ke perangkat daerah Pegawai Tidak Tetap (PTT) aftar penyerahan SK
1 hari
Y .
T — Ct) SK Pengangkatan Kembali —

Pegawai Tidak Tetap (PTT )
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP

09/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI 5 @ B

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH l‘\'@m
— =1k —

W

PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

NAMA SOP PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thn 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Thn 2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.

3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Memperhatikan batas usia pemberhentian pegawi honorer (PTT)

- Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
Nomor : 09/SOP BKPSDM /2023

No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid FE—

BEKPSDM Pengadaan Ketua Tim | Anggota Tim Kelengkapan Waktu Qutput

Mengeluarkan Surat Edaran
1 |Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke ( )——PI |———b| I——>|:| Surat Edaran Abnd

semua perangkat daerah

Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten

Menerima surat dan merekapitulasi 3 . ’ Rekapitulasi Data usulan
; Surat Edaran terbit dari 3 3
2 |usulan pemberhentian Kontrak BKPSDM Kabupaten 1 hari |pemberhentian Kontrak
pegawai honorer (PTT) P pegawai honorer (PTT)
Memverifikasi data usulan v Berkas usulan Rekapitulasi usulan
3 |pemberhentian Kontrak pegawai | ] pemberhentian dari 1 hari |pemberhentian kontrak
honorer (PTT) masing-masing PD pegawai honorer (PTT)
Memproses penetapan SK tentang v Draft SK tentang
i = Daftar Usulan PTT dengan . : .
4 |PemberhentianPegawai Tidak Tetap l___lq———{ |<——{ I4——+ | persyaratan yang lengkap 1 hari |PemberhentianPegawai Tidak
(PTT) Tetap ( PTT)
Penyerahan Keputusan Ke perangkat :I___ SK PemberhentianPegawai
> . Daft <
8 daerah _D Tidak Tetap (PTT ) Ar pengerahsn S
1 hari

SK PemberhentianPegawai

Dok i
Tidak Tetap (PTT ) okumentasi

9 |Dokumentasi
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 10/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF 28 Aggstus 2023 |

adan Kepegawaian da
Pengembangan

DISAHKAN OLEH

bs'u'l:mf;{n:nmn PANGKAT

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

5, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

1. Memahami aturan vang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS

2. Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN

5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

- Data kepegawaian di SI ASN




PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

Nomor : 10/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat Kepala | b etaris Kepala Ketua |Anggota Tim Tim Ket
Daerah N’“‘“‘I BKPSDM | BKPSDM | Tim | Pengadaan |Sekretariat| S°P*t [ BEN | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu S
. _ e i Penetapan Periode Usulan
Menerima surat pembentahuan ) ( . Kenaikan Pangkat periode Surat pemberitahuan
1 |pengusulan kenaikan pangkat dari ey berjalan dalam lingkup 1 hari |Kenaikan Pangkat ke
BKPSDM Pemerintah Kabupaten perangkat daerah
Purwakarta
1. Surat pemberitahuan it
Menelaah usul pegawai yang akan _l!' Kenaikan Pangkat ke Surat Usulan Ken
2 |diberikan Kenaikan Pangkat di [ H perangkat daerah § heri [Ponekat dan daftar
masing - masing Perangkat Daerah S T 2. Data Pegawai ROMIGAT. derl Ferangiost
3. Rekomendasi Pimpinan Pegiah
Mene‘rima dan mcncet'ak usulan Surat Usulan Kenaikan E:takan S:;lmt U S Dalam
3 Kena;l;an P;ingkat dari Perangkat l, Pangkat dan daftar nominatif | 1 hari dﬂ;:mmno‘m“‘a’*"‘mﬂém bentuk
Daerah melalui link google drive 2 i
dari Perangkat Daerah Perangkat Daersh softcopy
Cetakan Surat Usulan E:n " S;;;J;ué&:;l
F 7 aikan
4 |Menyiapkan administrasi disposisi L'L E| Kenalkan Pangket dan daftar | .0 lisner nominatit deri
] nominatif dari Perangkat
Daerah Pera.ngkat' Dae?’alh &
Lembar disposisi
Mendisposisi Surat Usulan el le b LW an Honation
5 |Kenaikan Pangkat dari Perangkat - |* R Pangkat dan daftar nominatif L bari IDi oy
Daerah | dari Perangkat Daerah & =i i e e e
1 Lembar disposisi
6 Menelaah pegawai yang akan T i 2 1 . i Daftr Pegawai yang
ditatiibng Kana Pangkat | | Disposisi pimpinan 5 hari |masuk input usul
aikan ] Y Kenaikan Pangkat
7 IMenginput usul Kenail Pangkat - Daftar Pegawai yang masuk 5 hari Usulan Kenaikan Pangkat
| input usul Kenaikan Pangkat melalui SIASN
8 Menginput berkas Kenaikan __+_l Usulan Kenaikan Pangkat . |Usulan Berkas Kenaikan
Pangkat oleh ADA [ i 10.hej
angkat oleh petugas ] melalui SIASN Pangkat melalui SIASN
[ Y Y
Memverifikasi berkas KP oleh T " "
9 |petugas Approval /Teken Usul - ] Usulan Berkes %{enmkﬂ.n 10 hari |Berkas Approval
Kenaikan Pangkat BKPSDM e Y Pangieat rovinhal SIASH
Memproses Penetapan Persetujuan T2 ]
10 Teknis Kenaikan Pangkat ____I Berkas Approval 10 hari |Persetujuan Teknis
Memproses Penetapan Keputusan 1 . . Draft Keputu
- Kenaikan Pangkat ¢ Teimetijunn Toheie S Kenajkunpupa::knat
12 Penetapan Keputusan Kenaikan El_ _._;_ | H IS . Draft Keputusan Kenaikan 3 hari Keputusan Kenaikan
Pangkat I g I I (g R .. Pangkat A% lpangkat
Pemeriksaan kembal.i hasil r Daftar Nama dan
13 penetapan dan penyiapan tanda { -+ Keputusan Kenaikan Pangkat 1 hari |Keputusan Kenaikan
terima penyerahan Keputusan '_' Pangkat
14 Menerima Keputusan Kenaikan ( Daftar Nama dan Keputusan A ;
Pangkat e Kenaikan Pangkat e




WIRAWA KARTA AAMARIA

]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 11/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENYESUAIAN MASA KERJA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS

Memahami aturan yang berkaitan dengan Penyesuaian Masa Kerja ASN
Mengetahui SOP Penyesuaian Masa Kerja ASN

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

LN

orih

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

-  SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
- SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyesuaian masa kerja berkaitan erat dengan kenaikan pangkat dan
| penyesuaian ijazah

- Data kepegawaian di SI ASN




PENYESUAIAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor : 011/SOP BEPSDM/2023

Pelaksana MUTU BAEU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat | ToPU2 | gepretaris | Kepala | Ketua | Anggota Tim Ket
Daersl Pum BEPSDM | BERPSDM Tim Tim Sekre ¢ | Bupati BEN Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
F - Penetapan Periode Usulan
Menerima surat pemberitahuan ( ) Penyesuaian Masa Kerja periode Surat pemberitahuan
1 |pengusulan Penyesuaian Masa R berjalan dalam lingkup 1 hari |Penyesuaian Masa Kerja ke
Kerja dari BKPSDM Pemerintah Kabupaten perangkat daerah
Purwakarta
Menelaah usul wai yang akan L, Surat qembenmhuap Surat Usulan Penyesuaian
pega ; Penyesuaian Masa Kerja ke ;
3 diberikan Penyesuaian Masa Kerja Y getangkat duerah 5 hari Masa Kerja dan daftar
di masing - masing Perangkat }_h o - 2. Data Pegawai nominatif dari Perangkat
X &
Brscali 1 3. Rekomendasi Pimpinan Rasrsh
Menenma_ fan menceu?k usl{lﬁn Y Surat Usulan Penyesuaian Masa Stk t‘?umt Usu]a‘n' Dalam
Penyesuaian Masa Kerja dari ] . o : . |Penyesuaian Masa Kerja dan
3 £ el | Kerja dan daftar nominatif dari 1 hani Sy E bentuk
Perangkat Daerah melalui link Par st Dasral daftar nominatif dari PP
google drive & Perangkat Daerah Py
Cetakan Surat Usulan L S‘urat Usulan‘
v ; " Penyesuaian Masa Kerja dan
4 P o o | Penyesuaian Masa Kerja dan - Foiis i
4 |Menyiapkan administrasi disposisi daftsr nominatif dari Peranglat 1 hari |daftar nominatif dari
o Perangkat Daerah & Lembar
Daerah ; oL
disposisi
i iy —— —_— Surat Usulan Penyesuaian Masa
Mendlapxajmsl Suras Us'fﬂan i | 1 |4““1 e y Kerja dan daftar nominatif dari y P i g
5 |Penyesuaian Masa Kerja dari T === Perangkat Daerah & Lembar 1 hari |Disposisi pimpinan
Berangiat Daseah { disposisi
P 3
; T Y Daftar Pegawai yang masuk
6 M.e“daah Pegawal ¥ E_mg o ; e = Disposisi pimpinan 5 hari |input usul Penyesuaian
diusulkan Penyesuaian Masa Kerja 1 Masa Kesia
v
" Menginput usul Penyesuaian Masa l Daftar Pegawai yvang masuk input 5 hari Usulan Penyesuaian Masa
Kerja I usul Penyesuaian Masa Kerja Kerja melalui SIASN
8 Menginput berkas Penyesuaian L | Usulan Penyesuaian Masa Kerja 10 hari Usulan Berkas Penyesuaian
Masa Kerja oleh petugas ADA | | - | meialui SIASN Masa Kerja melalui SIASN
A Y
Memverifikasi berkas KP oleh T 1
Usulan Berkas Penyesuaian Masa i
0 |petugas Approval/Teken Usul / Kerja melalui SIASN 10 hari |Berkas Approval
Penyesuaian Masa Kerja BKPSDM
T2
Memproses Penetapan Persetujuan - ; 4 "
- h k
10 Teknis Penyesuaian Masa Kerja ] Berkas Approval 10 hari |Persetujuan Teknis




NOMOR SOP 12/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI 4 o

WIHAWA XARTA RAHARIA

TGL. EFEKTIF : 28 -

K epegawaian dan Pengembhngan
@' S ¢, Daya Manusia

uf A

DISAHKAN OLEH o 1
*

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 40‘,? H oazg‘vllgggl::ggfml
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA =< P
MANUSIA PENGUS ASI KELUAR KABUPATEN
e PURWAKARTA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi ASN
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memahami menu layanan

mutasi pegawai

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP peremajaan /perbaikan data pada sistem kepegawaian

1. Form Surat Keputusan

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Mutasi keluar yang di ijinkan setelah menerima surat penerimaan dari
instansi penerima

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN




NOMOR SOP 13/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
WIBAWA MARTA RAHARIA TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA =

NAMA SOP PENGUSULAN MUTASI MASUK DARI
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

1. Memahami aturan yvang berkaitan dengan Mutasi ASN

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memahami menu layanan
mutasi pegawai

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP peremajaan /perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong.

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN




PENGUSULAN MUTASI KELUAR KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 12/SOP BKPSDM /2020

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Ketua | Anggota
Kepala Kabid 5 TSm Bupati Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
1 IMecnerims permohonan mutasi dari ybs ( . Surat permohonan; surat butuh Surat permohonan dan
pe ¥ g dari instansi penerima persyaratan mutasi
1 hari
3 |Mendisposisi surat permohonan mutasi N 3:::;;::::31?$;’;fm Disposisi pimpinan
4 |Menyusun surat penolakan mutasi ASN I J| ) "'i__ | Disposisi Pimpinan Ell;]a;f;s?urat penal
! - W Surat penolakan mutasi
Menetapkan surat penolakan mutasi ASN | |Draft Surat penolakan mutasi | hari |Y208 telah di tanda
‘ tangani
Menyusun surat rekomendasi persetujuan | | ‘ B . . Draft urat rekomendasi
> mutasi ASN r — ’I Pisposis Pinpioas persetujuan mutasi
Memproses surat keterangan tentang tidak _+ Draft surat keterangan tentang surat keterangan tentang
6 |mengalami hukuman disiplin dari tidak mengalami hukuman 1 hari |[tidak mengalami
inspektorat [ disiplin hukuman disiplin
g
_ ’ v ) ‘
Menetapkan surat tidak keberatan melepas | Draft surat tidak keberatan surat tidak keberatan
ASN I melepas ASN melepas ASN
| 1 hari
v '
7 Menyerahkan dokumen mutasi kepada ybs Surat rekomendasi dan surat Daftar penerimaan SK

melalui perangkat daerah

keterangan

Kenaikan Pangkat




WIBAWA WARTA RAHARIA

S
———

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 14 /SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI ¥ . s |

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH aupal \
“ o g
a5 S
SR IR 196
‘\-‘.—
T PENGUSULAN MUTASI MASUK DARI

KABUPATEN/KOTA ANTAR PROVINSI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

1

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi ASN

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memahami menu layanan
mutasi pegawai

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SO0P Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong.

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN




PENGUSULAN MUTASI MASUK DARI KABUPATEN/KOTA ANTAR PROVINSI
Nomor : 14/SOP BKPSDM /2023

melepas dari Kab/Kota Asal

mutasi masuk

masuk

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat | . oo Ketus | Anggota e Persyaratan/ Kett
ASN I;:mh BKPSDM Kabid Tim Tim Bupati | BKN Pusat Kelengka Waktu Output
; Yoot \ Surat permohonan mutasi drat perEhoRNE
1 Menga!ukan permonanan L} J masuk dan dokumen 1 hari it ;: S
mutasi = persyaratan e
i . Surat permohonan
9 Menelaah surat permohonan mutasi———— Surat permohenan mutasi 10 SRR
X ;
masuk | masu menit yang telah di telaah
|
|
Membuat surat tidak keberatan Y Surat permohonan mutasi 15 Surat tidak
3 |menerima atau surat menolak — masuk vang telah di _— keberatan
menerima ] telaah menerima ASN
Mendisposisi surat tidak keberatan | _._.f | Jell ‘ »! | St HAuM Lshevatan 10 Disposisi pimpinan
4 |menerima dari perangkat daerah 1 N =] . _ |untuk membuat
m o PECRRG i menerima ASN menit
vang di tuju surat lolos butuh
L| = = _r . s
! Disposisi pimpinan untuk 0! ldranguratiotos
5 |Membuat draft surat lelos butuh L membuat surat lolos menit |[butuh
butuh
r
- ! 15 |Surat Lolos Butuh
6 |Memaraf surat lolos butuh — — dealt st lolos Butuh menit |yang sudah di paraf
= Surat Lolos Butuh
.{ T 10 )
7 |Menetapkan surat lolos butuh 1 Disposisi Pimpinan ke vang sudah di
tetapkan
; ]
Menerima surat lolos butuh dan L ’4 Surat Lolos Butuh yang Dokur_nen )
8 |mengirimkan urat tidak keberatan | sudah di tetapkan 7 pengajuan mutas!
melepas dari Kab/Kota Asal masuk
' i | Dokumen
; i o I — Dok - ; .
9 Menerima surat tidak keberatan l : timen pengajuan 5 menit |pengajuan mutast




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Persyara
Kele ] Output
ngkapan
Dokumen
10 |Memverifikasi dokumen pendukung Dokumen pengajuan pengajuan mutasi

mutasi masuk

masuk yang telah di
verifikasi

Menginputkan dokumen mutasi ke Sl
ASN dan SIMUDAH Kemendagri

Persyaratan mutasi yang
telah terverifikasi

Data terunggah
dalam aplikasi SI
ASN

12

Memverifikasi dokumen mutasi

Data muasi dalam SI ASN

Mengeluarkan surat rekomendasi

Data mutasi dalam SI ASN

Data mutasi dalam
Sl ASN yang telah
terverifikasi

Surat rekomendasi

13 :
mutasi yang telah terverifikasi mutasi
Surat rekomendasi
14| Memverifikasi dokumen mutasi Surat rekomendasi mutasi mutasi yang
terverfikasi
Keputusan

15

Menerbitkan keputusan gubernur

tentang mutasi

Surat rekomendasi mutasi
yang terverfikasi

gubernur untuk
mutasi

16

Mengarsipkan dan menyerahkan

keputusan mutasi

Keputusan Mutasi

Daftar penyerahan
keputusan mutasi

Menerima
keputusan mutasi

Y

SK Mutasi

SK Mutasi




WIBAWA MARTA RAHARJA

R
]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 15/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

N MUTASI MASUK DARI

NANA SOR PROVINSI/INSTANSI PUSAT
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi ASN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS | 2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas office.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
4, Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN dan memahami menu layanan
mutasi pegawai

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong.

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN




PENGUSULAN MUTASI MASUK DARI PUSAT
Nomor : 15/SOP BKPSDM/2023

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat Kett
ASN Daerah Kepala | . pig Anggota | g neti i Persyaratan/ Waktu Output
3 BKPSDM Tim Regional Kelengkapan
i : Surat permohonan mutasi
M perm \ . |Surat permoh
1 engﬂ.!uka.n ohonan J masuk dan dokumen 1 hari e i
mutasi _ dan persyaratan
'| persyaratan
I 1
| i Surat permohonan
Menelaah surat permchonan mutasi Surat permohonan mutasi 10 ;
2 masuk masuk menit tstasl fiapk
vang telah di telaah
|
Membuat surat tidak keberatan o l_ Surat permohonan mutasi 15 Surat tidak
3 |menerima atau surat menolak L J__ masuk yang telah di e keberatan
menerima telaah M lmenerima ASN
Mendls.aposm: s‘.urat tidak keberatan | 1y || » Gy ek Riiuratan 10 isposisi pimpinan
4 |menerima dari perangkat daerah | B | —— : .. |untuk membuat
) e oy [ menerima ASN menit
yang di tuju | surat lolos butuh
i - Di T Kk
Seposl pimpimin udy 10 |draft surat lolos
5 |Membuat draft surat lolos butuh == membuat surat lolos P
menit |[butuh
butuh
—
i }4 Surat Lolos Butuh
6 |Memaraf surat lelos butuh | i draft surat lolos butuh 15. i
T menit |yang sudah di paraf
| £ i Surat Lolos Butuh
7 |Menetapkan surat lolos butuh = i i J Disposisi Pimpinan menit Y278 sudah di
| i tetapkan
|
3 |
Menerima surat lolos butuh dan . EE— — et e ] Dokumen

mengirimkan urat tidak keberatan
melepas dari Kab/Kota Asal

Surat Lolos Butuh yang
sudah di tetapkan

pengajuan mutasi
masuk

Menerima surat tidak keberatan
melepas dari Kab/Kota Asal

Dokumen pengajuan
mutasi masuk

Dokumen
pengajuan mutasi
masuk




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Perangkat | o ala Ketua | Anggota BKN Persyaratan/ Kett
ASN I:nlmh suvepn | EAHd ; o7y Bupati | oo ional Ealeaitiapin Waktu OQutput
? Dokumen
5 : Dokumen pengajuan ngajuan mutasi
10 | Memverifikasi dokumen pendukung mutasi mal:kaga] ia::‘lk vang telah
‘ di verifikasi
| Data terun
; s S I ; geah
Menginputkan dokumen mutasi ke — Persyaratan mutasi yang ; : .
| S I : n d L 1
i SI-ASN *_ i _’[ l | |telah terverifikasi Ll ;S.l;m splilcast 3
l_ Data mutasi dalam
12 | Memverifikasi dokumen mutasi * |Data muasi dalam SI ASN SI ASN yang telah
terverifikasi
, JE
13 Mengeluarkan surat rekomendasi ||_ _|Pata mutasi dalam S1 ASN 1 hari Surat rekomendasi
mutasi yang telah terverifikasi mutasi
Surat rekomendasi
14|Memverifikasi dokumen mutasi Surat rekomendasi mutasi mutasi yang
terverfikasi
; i i Keputusan
15 Menerbitkan keputusan gubernur Surat rekomendasi mutasi gubercrur-uniiik
tentang mutasi yang terverfikasi R
Mengarsipkan dan menyerahkan [ < . Daftar penyerahan
| Muta:
e keputusan mutasi i SEFEI R keputusan mutasi
i | R (e SK Mutasi SK Mutasi

keputusan mutasi




NOMOR SOP 16/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
WIBAWA KARTA BAHARJA TGL. REVISI
o TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SULAN MUTASI JABATAN PELAKSANA
NAMA SOP ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yvang berkaitan dengan Mutasi PNS

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan ASN

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Mutasi masuk harus memperhatikan formasi jabatan yang kosong.

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN




PENGUSULAN MUTASI JABATAN PELAKSANA ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 16/SOP BKPSDM /2023

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN PD PD Kepala Kabid Ketua | Anggota
ASN Kelengka aktu
tujuan | Asal | BKPSDM | Pengadaan | Tim Tim e pan - el
Mengajukan permohonan
; "\ h
1 |mutasi dengan melampirkan | Surat permohonan pribadi d Surat permohonan dan
i J persyaratan
dokumen pendukung A
2 |Menelaah permohonan mutasi Surat honan dan persyaratan . St peritohdaan dax
AL permonanen. dan g persyaratan yang telah di telaah
Mengeluarkan surat tidak Surat tidak keberatan
3 Surat permohonan dan persyaratan i
3 |keberatan menerima/surat | S 3 menerima/surat Keberatan
Keb ; yang telah di telaah .
eratan menerima menerima
Mengajukan permohonan mutasi +_— i S.urat . mu‘taSI d@ REmE surat permohonan dan
4 kepersngicat disetah geal tidak keberatan menerima dari Kelengkeapen dokiimen
R A perangkat daerah yang di tuju P
f di
5 |Menelaah permohonan mutasi surat permochonan dan kelengkapan Persyaratan mutasi yang telah di
dokumen telaah
Men, t tidak + -
i Persyaratan mutasi yang telah Surat tidak keberatan
G flecherstamn melepan i terverifikasi melepas/surat Keberatan melepas
Keberatan melepas o ERam p 2 P
T
|
Mengajukan permohonan v Surat permohonan mutasi dan Surat Surat permohonan mutasi dan
7|mutasi dengan dokumen | tidak keberatan menerima dari Surat tidak keberatan menerima
pendukung ! i perangkat daerah yang di tuju dari perangkat daerah yang di tuju
. . Surat permohonan mutasi dan Surat :
M ; A
O o H e et menrimadar |5 e[ S0 Pt st o
w | perangkat daerah yang di tuju po
E . L4 ; F
Memverifikasi dokumen Surat permohonan mutasi yagn telah 15 |Surat permohonan mutasi yagn
pendukung mutasi = —] di disposisi menit |telah di disposisiterverifikasi
Menerbitkan keputusan mutasi < > | Surat permohonan mutasi yagn telah . .
10]. | i W _ 1 h Kepu Muta:
jabatan pelaksana di disposisiterverifikasi Hrl [Reputusan. Mulan
|
v

Menerima keputusan mutasi

Keputusan Mutasi

Keputusan Mutasi




WIBAWA WARTA BAMARJA

]

NOMOR SOP 17/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

epegawaian dan Pengemtangan

A Daya Manusia
&7 \z
DISAHKAN OLEH 7
W
-\8 H WIBISONO
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 3 . et
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NAMA SOP PEN CANTUMAN GELAR
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Mutasi PNS

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

5. Mampu mengoperasikan aplikasi SITIBEL

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SOP Pengusulan Tugas Belajar
- SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
- Pencantuman gelar dapat di ajukan setelah lulus ujian penyesuaian Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN dan SITIBEL
ijazah

- Pencantuman Gelar hanya untuk PNS golongan III




PENCANTUMAN GELAR
Nomor : 17/SOP BKPSDM /2023

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid | Ketua Tim | Anggota BKN Kett
t Wakt tput
BKPSDM | Pengadaan | Pengadaan | Tim | Regional Persyarutan/ Kelenghupan " Oty
lzin/ Tugas Belajar; Surat Keterangan
Menerima surat pengajuan Belajar; ljazah, Transkrip; Prlab Dikti Surat pengajuan dan file
1 |pencantuman gelas dari vbs melalui s / dan Akreditasi, P2K selama 2 tahun persyaratan pencantuman
perangkat daerah terakhir; SK KP terakhir; dokumen gelar
| dalam format PDF
v 1 hari
2 |Mendisposisi surat | » = "I ..— = Surat pengajuan pencantuman gelar Disposisi pimpinan
3 Memverifikasi persyaratan —L {— = Fil it e alae Persyaratan pencantuman
pencantuman gelar dalam format PDF ] 1 J T PR PR ¥ gelar yang telah terverifikasi
.
Mengunggah Dokumen pendukung Data pencantuman gelar
- . 1 3
. dalam SI-ASN ‘ [ R el peacantiymen grins vang terinput dalam SI ASN
5 Memverifikasi Dokumen Usulan v Draft surat pengantar pengajuan Surat pengantar pengajuan
Pencantuman Gelar pada S| ASN ‘ pencantuman gelar pencantuman gelar
Hasil scan Surat pengantar
6 Menetapkan surat keterangan —Y Surat pengantar pengajuan 5 hari |PENgajuan pencantuman
pencantuman gelar | = pencantuman gelar gelar yang telah di
tandatangani
Mengunggah surat keterangan pada — % Surat pengantar pengajuan Tanda bukti pengiriman
i
SI-ASN pencantuman gelar berkas
i
Menginformasikan surat keterangan di | ‘ < File terunggah di aplikasi My
8 My ASN Ja . File persyaratan pencantuman gelar ASN
Mensi : + ;
enginformasikan kepada perangka =X R . Dvillis penieri Gt
daerah untuk ybs mengunduh surat ] surat keterangan persetujuan 2
9 / - keterangan persetujuan
keterangan pada pencantuman gelar Adaritiina. pelar
My ASN e 8




WIBAWA FARTA RARARIA

_
—————

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP

18/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN

01 Oktober 2023

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

POKUMEN KEPEGAWAIAN
LAYANAN BIDANG PENGADAAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

X

2.

3.
4,

Memahami aturan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian di
bidang pengadaan

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Tertib Administrasi dan Kearsipan

Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN

i
2.

Form Surat Keputusan
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Usulan Perbaikan dan penggantian SK kenaikan pangkat harus diperiksa
dengan teliti, untuk dokumen kepegawaian yang akan di perbaiki/dganti
sesuai dengan data-data pada dokumen yang asli

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN




PERBAIKAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN LAYANAN BIDANG PENGADAAN

Nomor : 18/SOP BKPSDM /2023

PELAKSANA MUTU BAEU
- T oy Ketua Tim £e B P tan/ Kelengl Waktu Output
BEKPSDM | Pengadaan Tim regional s ' i
. Menerima permohonan perbaikan ( i i?;::l r:l:ﬂ::ri:;f;p;gzwamn Surat pengajuan dan
dokumen layanan kepegawaian SRR ; kehiim‘]gan i kepolising dokumen persyaratan
| ¥
" ] T | | j A~ e
2 |Mendisposisi surat l J= | Ll o [ ::rr;:::r;gfuan dan dokumen 1 hari |Disposisi pimpinan
; , . Disposisi pimpinan; berkas Persyaratan perbaikan
. —
3 Mer::);r;ik::;ﬁ::skpersi:a_ L} » | persyaratan perbaikan dokumen dokumen kepegawaian
Rer epey —— kepegawaian yang telah terverifikasi
t
4 Menyusun draft surat pengantar 3 Persyaratan perbaikan dokumen Drfh;:;:ii];i:f:
perbaikan dokumen kepegawaian l"‘ > kepegawaian yang telah terverifikasi pe }
I | e ¥ kepegawaian
l 1 hari "
urat pengantar
5 iergr;sﬁggﬂ:ﬁﬁ::nwm [ | Drat surat pengantar perbaikandokumen
b waian oleh kepala BKPSDM | perbaikandokumen kepegawaian it:::gawmaniyang telah di
T
Mengirimkan surat pengantar dan v Surat pengantar perbaikan Bukti serah
6 |berkas persyaratan untuk perbaikan ke [ | dokumen kepegawaian yang telah 60 menit |terima/pengiriman
BKN Regional | di tandatangani dokumen
v, S Dokumen usulan
i i tan
7 Memv.e eifiknat Leckon RORRyEEs; | | | Dokumen usulan perbaikan perbaikan yang terlah di
perbaikan dokumen kepegawaian verifikasi
‘ 1 hari
Menerbitkan perbaikan dokumen # Dokumen usulan perbaikan yang 2
8 |kepegawaian [_ telah di verifikasi i
Menerima surat keterangan tentang — diirat giar ketera tertan surat surat keterangan
9 |perbaikan dokumen kepegawaian dari i g 5 & & tentang pengangkatan
! pengangkatan CPNS
BKN Regional | CPNS
! 1 hari
hka ket
Merijera T su.rat_surat erangan =, ~ surat keterangan tentang dokumen Bukti serah terima
10 |dokumen kepegawaian kepada ybs f \ S Holiien
melalui perangkat daerah Y\ kepega




WIBAWA WARTA RAHARJA

NOMOR SOP 19/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
TGL. REVISI : =

TGL. EFEKTIF

epegawaian dan Pengemb
iphx Daya Manusia

hrngan

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NAMA SOP KEHILANGAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian di
bidang pengadaan

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

4. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

-  Formasi jabatan Kabupaten Purwakarta
- Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
-  Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

- Portofolio PNS ybs

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Usulan Perbaikan dan penggantian dokumen kepegawaian di bidang
pengadaab harus diperiksa dengan teliti, untuk dokumen kepegawaian yang
akan di perbaiki/dganti sesuai dengan data-data pada dokumen yang asli

Data disimpan manual




PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN
Nomor : 19/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU Ket
No URAIAN HEGIATAN Kepala Kabid Ketua | Anggota | BKN
Persyaral Kelengkapan Waktu Output
BKPSDM | Pengadaan | Tim Tim | Regional pany tp
. : g Surat pengajuan dan file
salinana dokumen kepegawaian yan,
I Menerima permohonan surat keterangan |_\ \ fiftang; sur(:\.tl:rccteran;ang kehﬂan); ang persyaratan surat keterangan
kehilangan dokumen kepegawaian . ‘ £ dari k; lisian kehilangan dokumen
I Po kepegawaian
|
- .
. . = 1 [ Surat pengajuan surat keterangan . . .
| = : [ ? 1
2 |Mendisposisi surat L —‘ > K ;__ ’!_. ] ‘ kehilangan dokumen kepegawaian hari |Disposisi pimpinan
Memverifikasi berkas persyaratan . ¢ | Disposisi pimpinan; berkas Persyaratan surat keterangan
3 |permohonan surat keterangan ‘ " persyaratan surat keterangan kehilangan dokumen
kehilangan dokumen kepegawaian ) kehilangan dokumen kepegawaian kepegawaian terverifikasi
I
Menyusun draft surat pengantar v : Persyaratan surat keterangan Drat surat pengantar surat
4 |permohonan surat keterangan > ; . keterangan kehilangan
P & kehilangan dokumen kepegawaian :
kehilangan dokumen kepegawaian . = dokumen kepegawaian
1 hari
Memproses penandatanganan surat vy Drat surat pengantar surat Surat pengantar surat
engantar surat keteran kehilangan - 2 keterangan kehilangan
5 PEREAR san g8 keterangan kehilangan dokumen ;
dokumen kepegawaian oleh kepala ; eriasiian dokumen kepegawaianyang
BKPSDM ' Pegs telah di tandatangani
Mengirimkan surat pengantar dan berkas
\ 2 Surat pengantar surat keterangan N i i
6 ];pclrjs:faratandurﬁluk su;at kﬂer:-'t:,iaﬂ ‘ ! kehilangan dokumen kepegawaian 1 hari g:kktuﬁt::;ah terima/pengiriman
ehilangan dokumen kepegaw e : Az >
ang telah di tandatangani
BKN Regional FROE toity O LCRTEnge
[ L 4 Dokumen usulan surat
7 Memverifikasi berkas persyaratan | Dokumen usulan surat keterangan keterangan kehilangan
perbaikan dokumen kepegawaian | T kehilangan dokumen kepegawaian dokumen kepegawaian yang
| 1 hari [telah di verifikasi
8 Menerbitkan perbaikan dokumen 7 |Dokumen usulan perbaikan yang dokiinin pestaikan
kepegawaian - |telah di verifikasi
B Menerima surat keterangan tentang ! £ et | surat surat keterangan tentang surat surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS dari BKN Regional 1 pengangkatan CPNS pengangkatan CPNS
1 hari
Menyerahkan surat surat keterangan /__‘L\

tentang pengangkatan CPNS kepada ybs
melalui pernagkat daerah

surat surat keterangan tentang
pengangkatan CPNS

Bukti serah terima dokumen




WIBAWA WARTA RAMARJA

ol
S e

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR SOP 20/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023 |

Kepala‘Badan Kepegawaian dan Pengembgdngan
’}f:'gu/...—’”st:fhtx@%@‘aya Manusia
b A

DISAHKAN OLEH

 WIBISONO
291995031001

J ,l'? TA
FASILITASI _ PENYELENGGARAAN  PELATIHAN

MANUSIA NAMA SOP DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR
CPNS)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2 Memahami proses fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawal | 3  Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Heget Al 4. Mengolah data dan arsip

3. Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Legalisir Dokumen Kepegawaian
2. SOP Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional
3. SOP Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana

1. Buku Registrasi [ file registrasi
2. Komputer dan Scanner
1. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar
CPNS

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses
pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Nomor : 20/SOP BEKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Perangkat Daerah
pKpspm | Lembaga Pelatihan | 00 poyerta Kelenghapan Waktu Output
Terakreditasi Latsar)
1. Surat Jawaban
Mengajukan Permohonan D— = _ Kerjasama
Kerjasama dengan Lembaga i T - g . 2, Perjanjian Kerjasama
) Pelatihan Terakreditasi terkait Surat Permohanan Kerjasama g dengan Lembaga
Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Pelatihan Terakreditasi
| terkait LATSAR CPNS
; [ 1. Surat Jawaban Kerjasama -
) Memberitahukan secara resmi - 2, Perjanjian Kerjasama dengan S:ural Pemberitahuan
2 |Jadwal Pelaksanaan LATSAR p s 1 hari jadwal pelaksanaan
CPNS Lembaga Pelatihan Terakreditasi LATSAR CPNS
terkait LATSAR CPNS il
o 1. Surat pemanggilan
a3 Memanggil para Calon Peserta Surat Pemberitahuan jadwal 2 hari 2 ‘-}u:t“P:intah
LATSAR CPNS pelaksanaan LATSAR CPNS Glwstaria Daerah Ak
Daftar Peserta LATSAR
Melengkapi semua dokumen - . ;
' 1. Surat pemanggilan peserta =
o [ikmen s perarsen 2 St s St Do | 2 i | PO IO
il g2 peny T dan Daftar Peserta LATSAR CPNS e
s Memverifikasi dokumen - Dokumen-dokumen persyaratan b mip Daél;rﬁé’e:mlxl?r
dokumen persyaratan Latsar CPNS bt meleng) a}i nsmmian
6 Melaksanakan Pembekalan Daftar Peserta Latsar CPNS yang 1 hari Daftar peserta

Calon Peserta LATSAR CPNS

telah melengkapi persyaratan

pembekalan Latsar CPNS

Mengirimkan Calon Peserta

Daftar peserta Latsar CPNS & Surat

Laporan pengusulan

: 3 bula
7 |LATSAR CPNS ke Lembaga Usulan Peserta Latsar CPNS e peserta Latsar CPNS
diklat penyelenggara
Menjemput Peserta LATSAR Laporan akhir
8 |CPNS ke Lembaga diklat Daftar peserta Latsar CPNS 1 har pelaksanaan peserta
penyelenggara Latsar CPNS
Laporan akhir pelaksanaan peserta .
Ti raha
Menyerahkan Surat Tanda Latsar CPNS & Daftar peserta Latsar an;]:r;r;_r:g dF;E;:nal B
9 |Tamat Pendidikan dan Pelatihan CPNS dan Surat Tanda Tamat | minggu i a
a A i : Pendidikan dan Pelatihan
Peserta LATSAR CPNS. Pendidikan dan Pelatihan Peserta Peserta LATSAR CPNS
LATSAR CPNS. -
Mengarsipkan Tanda Tamat e Arsip Surat Tanda Tamat
10 |Pendidikan dan Pelatihan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan | 5 o5 | pendidikan dan Pelatihan

Peserta LATSAR CPNS.

Pelatihan Peserta LATSAR CPNS.

Peserta LATSAR CPNS.

Back



WIBAWA KARTA RAHARIA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR SOP 21/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI - -

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 202§_~ |
Ke.pa]a Bﬂ‘ waian dan Pengemb gan

DISAHKAN OLEH

08291995031001

FASILITASI PENYEIZEHGGARAAN PENDIDIKAN DAN

MANU! NAMA SOP PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)
s TINGKAT II

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses fasilitasi diklat PKN Tingkat II
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen | 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Pegawai Negeri Sipil; 4. Mengolah data dan arsip

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi;
2. SOP Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;
3. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian;

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

2. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi diklat PKN Tingkat II

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses
pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan

5. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
4. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II
Nomor : 21/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua Anggota | Lembaga Kett
Kabid | Kepala T Latil PD Kelengkapan Waktu Output
Menyusun daftar peserta PKN
1 |Tingkat II yang akan (D Data Pegawai 1 hari | Daftar calon peserta PKN Tk.II
diikutsertakan
- " " L Surat Permohonan yang
2 A g r H J»il E Daftar calon peserta PKN Tk.Il | 2 hari |ditetapkan Sekda; Daftar calon
pearia tedl peserta PKN Tk.II
Mengirimkan usulan Calon
1. Surat Permohonan . 2
3 Peserta PKN tk.Il dengan pihak I I ..l I diteta:;aan Sekda 2 }l;ang 2 hari Surat jawaban terkait
LAN RI melalui aplikasi SIPENDAR calon peaesta PKN 'I‘k I keikutsertaan PKN tk.II
LAN ’
A A s Surat Pemanggilan (Informasi
4 Me:::;nma Jla warl::Ka; dTiJ;I?hak e Surat jawaban terkait ik tentang Lembaga
RBEIH X T AR i | l“l il-—-l I‘L keikutsertaan PKN tk.II Penyelenggara, Jadwal &
mendisposisi T Pelak
= X empat Pelaksanaan)
Membuat perjanjian kerjasama F 9
5 |dengan pihak penyelenggara l I_/-pl I—-)[ I_ ﬂ S Dokumen Perjanjian Kerjsama
(Lembaga Pelatihan) &g
Menyiapkan teknis penyiapan Surat Pemanggilan (Informasi Surat pemanggilan dan Surat
6 |pelaksanaan dan pemanggilan _J I tentang Lembaga Penyelenggara,| 2 hari Perintah Sekda untuk
peserta PKN Ti.Il L Jadwal & Tempat Pelaksanaan) keikutsertaan PKN tk.II
Mengnfformamkaz;KN eI kepad ‘L| Surat Pemanggilan (Informasi Surat pemanggilan dan Surat
6 p:lnye enggaraanl fui e e I I tentang Lembaga Penyelenggara,| 2 hari Perintah Sekda untuk
celon prencts melalil pecknghn: Jadwal & Tempat Pelaksanaan) keikutsertaan PKN tk.II
daerah
A
M : - Jah Surat pemanggilan dan Surat 9
g [Meneriua persyaruien yang i L Perintah Sekda untuk . Berkas Persyaratan PKN Tk.II
difentalkan keikutsertaan PKN tk.Il nunss
5
7 ft PKN tk.II
9 |Memverifikasi berkas persyaratan Berkas Persyaratan PKN Tk.Il 2 hari ERENDE ] DL yang

sudah terverifikasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua Anggota | Lembaga Kett
Tim Kabid | Kepala T8 Latit PD Kelengkapan Waktu Qutput
Mengirimkan berkas persyaratan . | Daftar peserta PKN tk.Il yang
9 : ka g Tk. h :
ke lembaga penyelenggara diklat | —— — —m Berkas Persyaratan PKN Tic.Il cay sudah terverifikasi
10 Menginformasi pelaksanaan PKN 5 Daftar peserta PKN tk.Il CPNS 1 bk Daftar peserta PKN k.1l CPNS H-1
tk II yang sudah terverifikasi yang mengikuti PKN
Memfasilitasi peserta PKN untuk é_l‘{:l,..l % N | Daftar peserta PKN tk.Il CPNS
1 1 4 nll
! mengikuti pelatihan yang mengikuti PKN bulan | Laporan pelaksanaan PKN tk
Menerima penyerahan kembali — p Daftar peserta PKN tk.II dan
12 La PKN tk.II 1h
peserta PKN Tk.II P peiinaneen = STTPP
3
| Daftar peserta PKN tk.Il dan . | surat Tanda Tamat Pendidikan
KN Tk.II
13 |Menyerahkan STTPP P I | I‘ 1 | STTPP 1 hari dan Pelatihan Il
i Arsip Surat Tanda Tamat
AT k
14 |Mengarsipkan STTPP PKN Tk.II Surat Tanda Tamat Pendidikan |y, ; | pendidikan dan Pelatihan PKn
dan Pelatihan PKN tk.II I~




WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP :  22/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF . 28 Agustus 2023 [
Kepala Badany Pegawaian dan Penggembangan

DISAHKAN OLEH

| | = 9 ]
4 G wﬂu/ﬁrmmono
“NIP. 196708291995031001

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
NAMA SOP . PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
(PKA)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

—
.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019

tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

P o

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi;
2. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian;

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan
Administrator

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses
pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
Nomor : 22/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggo Ket
Ketua Tim Kabid Kepala PD ,“mta Kelengkapan Waktu Output

1 rifl-?uytl;:t];lfaaimr PERTILFRA e sl @ Data Pegawai 3 hari Daftar calon peserta PKA

1. Surat Permohonan
Daftar cal .
1 |Memproses penetapan calon peserta PKA tar calon peserta 1 hari 2. Daftar calon peserta
PKA
PKA
L
Mengusu!kan permohonan keqam 1 Surat Permahonan )

5 dengan Pihak Penyelenggara Pelatihan 5. Dftur caloe pesert | 3 minggn Surat Jawaban dari
terkait Penyelenggaraan Pelatihan ’ PKA P Lembaga Diklat
Kepemimpinan Administrator
Melaksanakan pengusulan Surat 1. Surat Permohonan

3 Rekomendasi dari Badan Pengembangan rekomendasi 2. 2 min Surat Rekomendasi
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Ej Surat Jawaban dari ggu pelaksanaan PKA
Barat Lembaga Diklat
Melaksanakan kerjasama dengan Pihak

4 Penyelenggara Pelatihan terkait Surat Rekomendasi 9 sl Perjanjian Kerjasama &
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan pelaksanaan PKA Surat Pemanggilan
Administrator

il A
l\:icrlyamp oo ,T:;at xe P Ka | | Surat Perintah Sekretaris

L SORcy prembarialuan xe Derangat Surat Pemanggilan 1 hari Daerah & daftar peserta
Daerah tentang penyelenggaraan PKA
Pelatihan Kepemimpinan Administrator .

Surat Perintah
i ; Berkas Pe

6 P{dﬁ_:lg,k;pl _berkas e J'J j Sekretaris Daerah & | 2 minggu a dmfr:iatfasi rs:;r;;azm

administrast L daftar peserta PKA P
= Berkas Persyaratan
7 |Memverifikasi berkas persyaratan administrasi peserta 2 hari Hasil verifikasi

PKA




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket
Ketua Tim | Kabid Kepala PD Avnggotn Kelengkapan Waktu Output
q Daftar Nominatif peserta
8 |Menetapkan calon peserta PKA Hasil verifikasi 1 hari PKA yang sudah
l I__.I _..I I ditetapkan
’ o Daftar Nominatif Daftar Nominatif peserta
o [Menyampaikan daftar nominatif peacrea peserta PKA yang 1 hari PKA yang sudah
ke lembaga diklat pemerintah ;
sudah ditetapkan didaftarkan
; Daftar Nominatif Daftar Nominatif peserta
i 3
10 zﬂlzllal:ukan rlegtlas:am uleng pada lembaga peserta PKA yang 1 hari PKA yang sudah daftar
VR PEOER sudah didaftarkan ulang
. - . Daftar Nominatif
11 ;&engl]t:uu .Pend:::;]aln _dz:.n tPelanhan peserta PKA yang 3 bulan |Laporan pelaksanaan PKA
epemimpinan inistrator sl dattar s
_—
12 Menerima penyerahan kembali peserta Laporan pelaksanaan | hari Daftar peserta yang telah
PKA PKA lulus PKA
= Difiar DERErtE YN Surat Tanda Tamat
13 |Menyerahkan STTPP PKA L yang 1 hari |Pendidikan dan Pelatihan
telah lulus PKA
PKA
’ Surat Tanda Tamat Arsip Surat Tanda Tamat
14 |Mengarsipkan STTPF PKA Pendidikan dan 1 hari | Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan PKA

PKA




WIBAWA KARTA RAHARIA

]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

NOMOR SOP 23/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023
Kepala pegawaian dan Pengembangan
mﬁ Daya Manusia
/ o‘-"

DISAHKAN OLEH &
BRSO
\* H. W WIBISONO
\_NIP. 19%29 1995031001
") ”y "
as cun FASILITASI rﬁb&m&m PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

9. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses fasilitasi diklat kepemimpinan pengawas (PKP)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Pegawai Negeri Sipil; 4. Mengolah data dan arsip

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

2. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian;

SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi;

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner

4. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1.

2

Ketidaktertiban proses fasilitasi diklat kepemimpinan pengawas

(PKP)

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses

pelaksanaan

Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai

peraturan
Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
4. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
Nomor : 23/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kﬂgilm Anwh umb." Ket
Ketua Tim Ti Kabid Kepala PD Pelatihan Kelengkapan Waktu Output
Menyusun daftar peserta PKP yang akan . .| Daftar calon peserta
h
! ldiikutsertakan Dath: Frgewnl B PKP
1. Surat
Daftar calon peserta . Permohonan
h
2 |Memproses penetapan calon peserta PKP PKP 1 hari 2. Daftar calon
peserta PKP
Mengusu!kan permohonan ke:]asa}ma 1. Suist Pertsohionsn .
3 dengan Pihak Penyelenggara Pelatihan 5. Daftar calon peserta | 2 mingsn Surat Jawaban dari
terkait Penyelenggaraan Pelatihan Sl PKP e &8 Lembaga Diklat
Kepemimpinan Pengawas
Melaksanakan pengusulan Surat 1. Surat Permohonan
4 Rekomendasi dari Badan Pengembangan | I rekomendasi 2. Gonitin Surat Rekomendasi
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Surat Jawaban dari s pelaksanaan PKP
Barat Lembaga Diklat
Melaksanakan kerjasama dengan Pihak —
Penyelenggara Pelatihan terkait [ h7_ == Surat Rekomendasi Fesjoxijian
5 o : 2 minggu | Kerjasama & Surat
Penyelenggaraan Pelatihan pelaksanaan PKP B aatas
Kepemimpinan Pengawas 8!
i 3
MR i | ] Surat Perintah
6 |° Sucan/ peshetitation lee Exrancke Surat Pemanggilan 1 hari | Sekretaris Daerah &
Daerah tentang penyelenggaraan
. e daftar peserta PKP
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas e
Melengkapi berk _— Surat Perintah Berkas Persyaratan
¥ a;n:'nis;ZSi FHER PRy g - ——Ej Sekretaris Daerah & | 2 minggu | administrasi peserta
' daftar peserta PKP PKP
Berkas Persyaratan
8 |Memverifikasi berkas persyaratan administrasi peserta 2 hari Hasil verifikasi
PKP
] X i
N
| | 'l —"I J Daftar Nominatif
9 |Menetapkan calon peserta PKP | Hasil verifikasi 1 hari peserta PKP yang

sudah ditetapkan




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggota Lembaga Wik Ket
tu Output
Ketua Tim Tim Kabid Kepala PD Pelatil Kelengkapan pul
; e Daftar Nominatif Daftar Nominatif
10 Menyampalke‘m daftar no.mlnatlf peserta peserta PKP yang 1 Higsi peserta PKP yang
ks Jembaga didat pemerirtah e D sudah ditetapkan sudah didaftarkan
: ; Daftar Nominatif Daftar Nominatif
11 Mcng_mformas:kgn P‘?iaksanam i A ﬁ peserta PKP yang 1 hari peserta PKP yang
Pelusiban Kepemicopinan Pengawas sudah didaftarkan sudah daftar ulang
E— . — Daftar Nominatif Caoiis
12 Memfasilitasi Pelatihan Kepemimpinan r-{ }_.l I ol I veserts PEP yang 3 bulan s :.naﬂn i
PERgAWER sudah daftar ulang P
Menerima penyerahan kembali peserta Laporan pelaksanaan 1 hari Daftar peserta yang
13 PKP PKP telah lulus PKP
Surat Tanda Tamat
Daftar peserta yang 5 i
14 |Menyerahkan STTPP PKP telah lulus PKP 1 hari Pendidikan dan
Pelatihan PKP
Surat Tanda Tamat Arsip Surat Tanda
15 |Mengarsipkan STTPP PKP =.‘1 ’ Pendidikan dan 1 hari Tamat Pendidikan
Pelatihan PKP dan Pelatihan PKP




WIBAWA KARTA RAHARJA

NOMOR SOP 24/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH f & o\
(2| BRPSL MY h
VYU mw /WIBISONO
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA o NP 106708291995031001
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA bt
MANUSIA NAMA SOP FASILITASI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas 2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan diklat teknis
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen | 3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Pegawai Negeri Sipil; 4. Mengolah data dan arsip

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Peremajaan/Perbaikan data pada sistem kepegawaian; 1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan diklat teknis 1. Di simpan sebagai data dan dokumen

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses 2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
pelaksanaan 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip




FASILITASI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS

Nomor : 24 /SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua | Anggota Lembaga
Kepala Kabid Ti 1 PD Pelntil Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan kerjasama dengan Pihak by pesiiel i o S s i

1 |Penyelenggara Pelatihan terkait

-

i Kerj diklat tekni i u tekni
Penyelenggaraan Diklat teknis erjasama i nis mingg| knis
Menyampaikan surat
9 edaran /pemberitahuan ke Perangkat ‘ | ol | Perjanjian Kerjasama diklat | hari Surat pemberitahuan
Daerah tentang penyelenggaraan diklat i S8 teknis penyelenggaraan diklat teknis
teknis
4 S t i
Membuat usulan permohonan/usulan 3 Surat pemberitahuan Hrak-nekomEntngs Cfa]m?
3 |Calon Peserta untuk mengikuti diklat I penyelenggaraan diklat 2 Pererta untulc senglint
ek i minggu diklat teknis dari Kepala
nis Perangkat Daerah
Surat rekomendasi Calon
4 Melengkapi berkas persyaratan |—+j Peserta untuk mengikuti 2 & de::nir:;z:i)cmi :Jr‘tztjlrilklat
administrasi | diklat teknis dari Kepala | minggu tckl:a
Perangkat Daerah
Berkas Persyaratan
5 |Memverifikasi berkas persyaratan administrasi peserta diklat | 2 hari Hasil verifikasi
teknis
.Jf_i
Daftar Nominatif peserta
6 |Menetapkan calon peserta diklat teknis I |1——I__j¢ Hasil verifikasi 1 hari diklat teknis yang sudah
ditetapkan
o Daftar Nominatif peserta Daftar Nominatif peserta
i tif
5 [Menysopaikin datoet DUDRIELLHSGEIE o | | dikiat teknis yang sudah | 1hari | diklat teknis yang sudah
ke lembaga diklat pemerintah . :
ditetapkan didaftarkan
N Daftar Nominatif peserta Iti Rea . .
8 |Memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis ﬁ_‘ o e el ] diklat teknis yang sudah | 1hari | BUkH "g”’t:i:i;”““g e
didaftarkan
. Surat Tanda Tamat
" F La aan dikl 4 G s
9 |Menyerahkan STTPP diklat teknis par peIakam it 1 hari Pendidikan dan Pelatihan
teknis i Rk
diklat teknis
Surat Tanda Tamat Arsip Surat Tanda Tamat
10 |Mengarsipkan STTPP diklat teknis Pendidikan dan Pelatihan 1 hari Pendidikan dan Pelatihan

diklat teknis

diklat teknis




WIBAWA KARTA RAHARJA

N
g

NOMOR SOP 25/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2.023

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA N
MANUSIA NABA SOB FABILITABI pm’fmncamm DIKLAT
FUNGSIONAL
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional

3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4, Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengangkatan pertama jabatan fungsional
2. SOP Pengangkatan Jabfung melalui penyesuaian/ inpassing
3. SOP Pengangkatan Jabfung melalui perpindahan

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses
pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

Nomor : 25/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
T Kagiatan Ketua | Anggota LEMBAGA Kett
KABAN | KABID | "4 e il PD g Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan kerjasama dengan ; i i o ) )

1 |Pihak Penyelenggara Pelatihan terkait : N| I :{““F Pem:_k(l"‘“tap pEr al 1 niingeu Penanjla? Kerjasama diklat
Penyelenggaraan diklat fungsional s crjasama diklat fungsiona ungsional
e et Surat pemberitahuan
edaran/pemberitahuan ke Perangkat Perjanjian Kerjasama diklat F :

2 Daerah tentang penyelenggaraan I I__.I I_—,I I‘_'i I—_"I ] fungsional 1 hari pcnyclengga'ra.an diklat
diklat fungsional fungsional
Membuat usulan 3 Sirrat aiitiliann Surat rekomendasi C_a‘lm:n

Peserta untuk mengikuti

3 |permohonan/usulan Calon Peserta E penyelenggaraan diklat 1 minggu i ; Bt

untuk mengikuti diklat fungsional fungsional diklat fungsional dari Kepala
Perangkat Daerah
' Surat rekomendasi Calon Peserta PR
4 |Melengkapi berkas persyaratan J—-j Bk vhen gt it . . rkas P rs)’ar.sn.sn?k1
administrasi diklat fungsional i = fungsional dari Kepala Perangkat Tmggu | adminisiras: peserta dileat
piasraki fungsional
J_T“l
5 |Memverifikasi berkas persyaratan \‘ Dk Persyz?.ratan ad:r._umstram 2 hari Hasil verifikasi
peserta diklat fungsional
v
b ¢
i Daftar Nominatif Tta
Menetapkan calon peserta diklat L o pese

6 fungsiogal P = =T Hasil verifikasi 1 hari diklat fungsional yang

sudah ditetapkan

; |Menyampaikan daftar nominatif T Daftar Nominatif peserta diklat | D;;::t r:omm_-'mil peserta
peserta ke lembaga diklat fungsional 1 fungsional yang sudah ditetapkan| suds_}:u:-;?;‘a?f?ar k};:ng

Daftar Nominatif peserta diklat .
8 |Memfasilitasi Diklat fungsional I——hi I——Dl |——r| |r= Punamional yang sidah | hari | L@Poran }Jelakgana;an diklat
didaftarkan HESIORR
. . Surat Tanda Tamat
Menyerahkan dan menerima STTPP P H | Laporan pelaksanaan diklat . v ;
10 ikt Sunggiona) fungsional 1 hari Pem:hc‘hkan dan ?eiatlhan
diklat fungsional
—
1 i o Arsip Surat Tanda Tamat
Mengarsipkan STTPP diklat Surat Tanda Tamat Pendidikan ;
1 . (i) oy s 1hari | Pendidikan dan Pelatihan

fungsional

dan Pelatihan diklat fungsional

diklat fungsional




WIBAWA KARTA RAHARLA

]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 26/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
289/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Nomor
Pegawai

Negara
Orientasi

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses penyelenggaraan orientasi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

4. Mengolah data dan arsip

w

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Diperlukan koordinasi dengan LAN RI untuk pelaksanaan MOOC bagi
PPPK

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI

Nomor : 26/SOP BKPSDM/ 2023

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Mutu Baku
No. Kegiatan
PD Kelengkapan Output
Membuat usulan surat pengajuan peserta S G dasi
1 |permohonan/usulan Calon Peserta Orientasi PPPK dan Lampiran : urat re rgep asi ”
untuk mengikuti Orientasi PPPK Daftar Calon Peserta penyelenggaraan Orientasi PPP
a ikan surat beritahuan .
2 reﬂ!;ir:‘lifat Daerah S}ng ‘ l Surat rekomendasi Surat pemberitahuan
penyelenggaraan orientasi PPPK penyelenggaraan Orientasi PPPK penyelenggaraan Orientasi PPPK
3 Membuat surat usulan Calon Peserta 3 Surat pemberitahuan Surgfksurat lfsu@"{)(f‘alo“ P;s;;t;
untuk mengikuti Orientasi PPPK I penyelenggaraan Orientasi PPPK : miengikait Lieias
dari Kepala Perangkat Daerah
= Surat surat usulan Calon
4 Melengkapi berkas persyaratan [ Peserta untuk mengikuti Berkas Persyaratan administrasi
administrasi Orientasi PPPK g . Orientasi PPPK dari Kepala peserta Orientasi PPPK
Perangkat Daerah
LT
. ) Berkas Persyaratan administrasi Hasil verifikasi Berkas Persyaratan
5 fi be tan J kg AR i p
Nisraverifilei besios pereramy peserta Orientasi PPPK administrasi peserta Orientasi PPPK
y DY Hasil verifikasi Berkas i i
Menetapkan calon peserta Orientasi i : Daftar Nominatif peserta Orientasi
6 PPPK Persyaratan administrasi peserta PPPK vang sudah ditetapkan
Orientasi PPPK THOG SRR CRERP
- f inatif peserta
Memfasilitasi Diklat Mandiri MOOC Dfl e 1\!011'[1!]3 Pemantauan kegiatan MOOC
7 |pada Orientasi PPPK — Orientasi PPPKyang sudah Peserta Orientasi PPPK
L ditetapkan Hentasl
M i
8 u:::;: E&i‘:ﬁ;fg}m;ﬁggemgm Pemantauan kegiatan MOOC Surat Kelulusan peserta untuk
o o P E:I "Ij Peserta Orientasi PPPK Diklat Mandiri MOOC'
Orientasi PPPK
Menyampaikan surat pemberitahuan Surat pemberitahuan ke Perangkat
0 ke Perangkat Daerah tentang “D D Surat Kelulusan peserta untuk Daerah tentang penyelenggaraan
penyelenggaraan orientasi Diklat Mandiri MOOC orientasi Pengenalan nilai detn etika
Pengenalan nilai dan etika PPPK PPPK




Pelaksana Mutu Bakn
No. Kegiatan Ke ok Kett
KABAN | KABID ,"t:' ""'um » Kelengkapan Waktu Output
Surat pemberitahuan ke

10 Menyelenggarakan Orientasi Perangkat Daerah tentang Laporan penyelenggaraan orientasi

Pengenalan Nilai dan Etika PPPK penyelenggaraan orientasi Pengenalan nilai dan etika PPPK

—Hﬂ iI | Pengenalan nilai dan etika PPPK
T

Menerbitkan sertifikat kelulusan Laporan penyelenggaraan Sertifikat kelulusan peserta untuk
11 |peserta untuk Orientasi Pengenalan - D_DD orientasi Pengenalan nilai dan | 1 hari Orientasi Pengenalan Nilai dan

Nilai dan Etika PPPK etika PPPK Etika PPPK

y .
) ) Sertifikat kelulusan peserta . i
12 E;Z;‘::;“Pxfm" Pengeiagearonn l I‘*—| |"—1 l"—l I untuk MOOC dan Orientasi Lapsm p"“-“";;gﬁ”“” I
Pengenalan Nilai dan Etika PPPK

13 Melaporkan hasil penyelenggaraan Ll Laporan penyelenggaraan 1 hari Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Orientasi PPPK kepada LAN orientasi Pelatihan diklat fungsional

; i Arsip Surat Tanda Tamat
t Pe: i A i

14 Mengarsipkan Laporan é) Surat Tanda Tamat Pendidikan 1 Bl Pendidikan dan Pelatihan diklat

penyelenggaraan Orientasi PPPK

dan Pelatihan diklat fungsional

fungsional




WIBAWA KARTA RANARJA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 27/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH _ /& A

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem

o T e

»-v’;‘,“&:‘Sgtpbcr Daya Manusia

gan

Sy U WIBISONO
“\_ NIP. 196708291995031001

NAMA SOP

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DI
PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

1.
2.

3.
4.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan
Penyelenggaraan Diklat Di Perangkat Daerah

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGEAPAN:

1. SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis

1.
2.

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer dan Scanner

3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan
Penyelenggaraan Diklat di Perangkat Daerah

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses
pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

¥
2
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DI PERANGKAT DAERAH
Nomor : 27/SOP BKPSDM/2023

No Kegiatan Felakatoon Wibe Mokon
) PD Ketua Tim Kabid Kepala Kele Waktu Ou
P pan
1. Kerangka Pelaksanaan
; Penyelenggaraan Diklat Surat permohonan
Membue permohonan' rtl:komcndaen 2.Daftar usulan calon peserta diklat ; rekomendasi
1 |penyelenggaraan Pendidikan dan - : 1 hari . .
Pelatihan di P st Dasnah di Perangkat Daerah penyelenggaraan diklat di
e S - 3.Nota Kesepahaman dan / Perangkat Daerah
Perjanjian Kerjasama
Menerima dan memverifikasi g
d
permohonan rekomendasi e pennohnn?.rl rekgmen e 2 Hasil verifikasi berkas
2 G penyelenggaraan diklat di Perangkat | 1 hari N ’
penyelenggaraan Pendidikan dan Dassak persyaratan administratif
Pelatihan di Perangkat Daerah
sl Drafl k si
Membuat surat rek_omcn(?lam Hasil verifikasi berkas persyaratan . raft surat re omt?ndaqzl
3 |penyelenggaraan diklat di Perangkat el cbeabiE 1 hari penyelenggaraan diklat di
Daerah Perangkat Daerah
Memproses penetapan surat Draft surat rekomendasi Surat rekomendasi
4 |rekomendasi penyelenggaraan diklat I l——‘il__lfi__J penyelenggaraan diklat di Perangkat [ 1 hari penyelenggaraan diklat di
di Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah
Menyampaikan 3u|:al rckgmendam Surat rekomendasi penyelenggaraan . Surat rekumen{‘lam _
5 |penyelenggaraan diklat di Perangkat [jj dildat di Peranglkat Daerah 1 hari penyelenggaraan diklat di
Daerah & Perangkat Daerah
Surat rek ndasi penyelenggaraan Arsip Surat rekomendasi
6 |Mengarsipkan surat rekomendasi DMCHGa, peny e A iR 1 hari penyelenggaraan diklat di

diklat di Perangkat Daerah

Perangkat Daerah




WIBAWA KARTA HARARIA

f————]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 28/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

chﬁ!et 1 Badan Kepegawaian dan Pengempangan
iy ,-"—ei;'\ 'S;:mber Daya Manusia
A ST

DISAHKAN OLEH

s
vH W, ‘4

NAMA SOP PENG OMOSI DAN MUTASI PNS

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

4. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

—
4

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
Memahami proses Promosi dan Mutasi PNS
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

L

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGEKAPAN:

1. SOP Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan
Penyelenggaraan Diklat di Perangkat Daerah

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses
pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




SOP MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI ASN
NOMOR : 28/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon " Ket
(Perangkat Kepala BKPSDM Kabid Pengembangan Tim Baperjakat Bupati BKN Persyaratan / Waktu Output
SDM Kelengkapan
Daerah)
1. |Surat usulan permohonan mutasi, rotasi dan promosi dari perangkat daerah C] Surat permohonan Surat permohonan
Menerima Surat usulan permohonan mutasi, rotasi dan promosi dari perangkat daerah dan disposisi Surat
2. - R Surat permohonan 1Jam
mendisposisikan ke Kepala Bidang Pengembangan SDM permohonan
Menerima disposisi Surat permohonan mutasi, rotasi dan
promosi perangkat daerah dari Kepala Badan, kemudian Rekapitulasi dan
direkapitulasi, diperiksa, ditelaah dan di analisa sesuai peruntukkannya dengan mempertimbangkan i Surat analisa usulan
3. [Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam aspek kepegawaian, serta mempertimbangkan p:frizl):;nua: 2 Jam jabatan (SKP, SK
kualifikasi, kompetensi, kinerja, syarat jabatan serta analisis beban kerja dan ketersediaan ASN eksisting Terakhir, SK
pada jabatan lama dan jabatan baru yang diusulkan yang akan menjadi bahan pertimbangan Tim Panglat/Golongan)
Baperjakat
v
Tim Baperjakat menerima usulan dan menganalisa dari
rekapitulasi usulan kemudian melaksanakan pembahasan berdasarkan norma-norma kepegawaian dan Rekapitulasi dan
) - I ; - o Y analisa usulan
aspek lainnya seperti : syarat jabatan, aspek senioritas, pengalaman kerja, prestasi dan kinerja, dedikasi bat
4. |dan loyalitas, moralitas, hasil uji kecakapan dan kelayakan, file assessment, sistem karier dan pola EKT) ESHK Terakhir 3 Hari BA Baperjakat
pembinaan PNS,Pertimbangan objektif lainnya yang mendukung pada proses promosi, mutasi maupun K ’ !
rotasi jabatan dalam rangka seleksi mutasi, rotasi dan promosi yang hasilnya berupa nominatif kandidat Panglat/Golongan)
yang dilaporkan sebagai pertimbangan untuk diputuskan oleh Bupati
Mengajukan surat nota dinas usulan rekomendasi berikut lampiran nominatif kandidat yang pegawai Tidak
5. |yang akan dimutasi, rotasi dan promosi yang merupakan hasil pertimbangan dan ditanda tangani oleh BA Baperjakat 1 Hari SK Bupati (PPK)
Ketua Tim Penilai Kinerja/Baperjakat atau Pyb
Ya
usulan pengisian
M Daftar Penet: dari Pejabat Pembina K ian (PPK t lakukan input |
.. enerima ja ar Pene a;?an ar\‘ e@ a : embina epegawalan( ), serta melakukan input usulan le SK Bupati (PPK) 1 Hari JabaFan/uSuS\an
rotasi mutasi dan Promosi melalui aplikasi Integrated Mutasi BKN (IMUT) —I pertimbangan
teknis
usulan pengisian ¢
; Mengusulkan usulan pertimbangan Teknis BKN terhadap usulan yang telah ditetapkan oleh PPK jabatan / ususlan 1 Hari Su”:_ b
. ; ] ertimbangan
berdasarkan kewenangan PPK dan Usulan Ketua Tim Penilai Kinerja / Baperjakat pertimbangan Sekms BKNg
teknis
surat pertimbangan disposisi surat
8. [Menerima dokumen pertimbangan Teknis dari BKN terhadap data usulan mutasi, rotasi dan promosi tek pBKN 8 1 Hari pertimbangan
eknis teknis BKN
disposisi surat
s Memberikan rekomendasi pertimbangan teknis pelaksanaan pengangkatan, untuk kemudian ditetapkan pertimbangan 3 Hari surat rekomendasi
" |dalam bentuk surat keputusan bupati atas dasar koordinasi dengan perangkat daerah koordinasi teknis pelantikan
BKN
Menerima hasil penetapan pengangkatan dalam jabatan dalam bentuk surat keputusan Bupati tentang disposisi surat . disposisi surz?t
10. A rekomendasi 1 Hari rekomendasi
mutasi, rotasi dan promosi tersebut.
pelantikan pelantikan
Menerima hasil penetapan pengangkatan keputusan Bupati dalam rangka mutasi, rotasi dan promosi disposisi surat disposisi surat
11. |dan mendisposisikan pada Kepala Bidang Pengembangan SDM untuk dilakukan kegiatan pelantikan dan rekomendasi 2 Hari rekomendasi
pengambilan sumpah dan janji jabatan pelantikan pelantikan
Menerima disposisi penyusunan petikan Surat Keputusan ,— disposisi surat ) SK Bupati tentang
12. |Bupati tent tasi. rotasi d id hi K d iabat dilantik d K dasi 1 Hari berkas pelatikan, |pengangkatan, Pemindahan
. [Bupati tentang mutasi, rotasi dan promosi dan menyerahkannya kepada pejabat yang dilantik dan rekomendasi SK Pelantikan o Pemberhentian dalam dan
diambil sumpah jabatan pelantikan dari jabatan
13 [Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada BKN, DPRD dan Kemendagri berkas pelatikan 1 Hari Laporan




WIBAWA KARTA RAHARIA
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NOMOR SOP : 29/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI . =
TGL. EFEKTIF : 28 Agustus 2023

cha.l&-Badan Kepegawaian dan Pengembangan
-!"';.c\ A Sumbcr Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
WIBISONO
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA \
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA \\ o5 _ "“’/1 6708291995031001
MANUSIA i — FASILITASI SELEKSI TERBUKA JABATAN
BN, PIMPINAN TINGGI
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses fasilitasi seleksi jabatan pimpinan tinggi

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft office.
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Mengolah data dan arsip

AN -

4,
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses 1. Disimpan sebagai data dan dokumen

pelaksanaan
2. Kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan

2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI

Nomor : 29/SOP BKPSDM /2023

terbuka JPT website/medsos

terbuka JPT

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggot Ketua
= = Tm Kabid Kepala | Gubernur | KASN Bupati Kelengkapan Waktu Output
s )l = Daftar JPT yang
p |Menela Data JPT yang kosong | 1 hari | akan di isi dengan
formasi JPT yang kosong seleksi terbuka
) surat pengajuan
Membuat su':at pengajuan I ]_ J’ ’I— I_ ".[ I Daftar JPT yang akan rekomendasi
2 rekomendasi pelaksanaamn di isi dengan seleksi | 60 menit| pelaksanaan seleksi
ealolon terticien JRT ke terbuka terbuka JPT ke
Gubernur Gubernur
surat pengajuan
e - et s |0 || Tondaeima
3 |pelaksanaan seleksi pelakss S penerimaan surat
terbuka JPT ke Gubernur terbuka JPT ke
Gubernur
surat pengajuan :
Menerbitkan rekomendasi ; PEARn surat rekomendasi
rekomendasi r . .
4 |pelaksanaan seleksi terbuka pelaksanaan seleksi 2 hari | pelaksanaan seleksi
JPT terbuka JOT terbuka JPT
[
; I—LI draft surat pengajuan surat pengajuan
s M;mbua:iau_rat l]:(ngajuan 'I ] 'I i 'I ] rekomendasi 0 ettt rekomendasi
rekomendasi pelaksanaan deai .
2 pelaksanaan seleksi pelaksanaan seleksi
selekai trchukn JPT ke KASN terbuka JPT terbuka JPT
i . surat pengajuan
Mengajukan rckomt.rndam I LI| " I rekomendasi S—— Tanda terima
6 [pelaksanaan seleksi pelaksanaan seleksi penerimaan surat
terbuka JPT ke KASN terbuka JPT
H surat pengajuan 5
Menerbitkan rekomendasi Ij FERm T surat rekomendasi
; rekomendasi . .
7 |pelaksanaan seleksi terbuka salikaanann selalil 2 hari | pelaksanaan seleksi
JPT terbuka JPT nnkaart
. ‘Ll surat rekomendasi r
8 Mengumumkan seleksi | I pelakaunsan acleksi |1 minggn Informasi tentang

seleksi terbuka JPT




Pelaksana Mutu Baku
No. HKegiatan Ketua Hemendag Calon
bern Panselda Wi t
Tim Kepala | Gu ur 2t Bupati Ponsrta Kelengkapan aktu Outpul
Inf ; i Dokumen
9 Mendaftarkan dan =R EOang, 1 hari | Persyaratan seleksi
melampirkan persyaratan —~ " ssleksi terbuka JET terbuka JPT
i X
\ " Dokumen
1 Memverifikasi dokumen f Dokumen Persyaratan |, Persyaratan seleksi
g persyaratan seleksi terbuka JPT terbuka JPT yang
telah di verifikasi
[_1 —rl I Dokumen Persyaratan 3
11 Mengumumkan kelulusan ssicksi terbuka JPT 1 hari ln.form‘asl kn?h%lusa.r!
ksi administrasi S " seleksi administrasi
S aan yang telah di verifikasi
; . Informasi jadwal
12 Mengumumkan jadwal I I 4.!4 L} ol | [nfom_am kt:llflusaq 1 hari ssesmenitidan
assesment dan wawancara — seleksi administrasi k-
r_l r Informasi jadwal Pelaksanaan
13 Meayslggaraloan Afonament D 1 | assesment dan 1 hari assesment dan
f wawancam wawancara wawancara
Penetapan keputusan Pelaksanaan . N sl s
14 |Panselda untuk nilai » assesment dan 1 hari T
kelulusan WAWANCATA
i Informasi Hasil
15 Mengumumkan kelulusan I le Hasil Asessment & | hari Aseasment &
seleksi terbuka JPT — —y WHWANCATA R
Mengajukan rekomendasi EH ej Informasi Hasil Surat Ajuan
16 |pasil scleksi terbuka JPT ke - Asessment & 2 hari | rekomendasi hasil
KASN dan Kemendagri untuk WHWHANCATA seleksi terbuka JPT
Kadisdukcapil
. i Surat Ajuan Surat rekomendasi
17 MET!,EI’]J]LKS{I rekomendasi E I rekomendasi hasil 1 hari | hasil seleksi terbuka
baail scleicai tetnike. JPT seleksi terbuka JPT JPT dari KASN
Menerbitkan rekomendasi LI I—‘ Surat Ajuan Surat rekomendasi
18 |hasil seleksi terbuka JPT “ rekomendasi hasil 1 hari | hasil seleksi terbuka
untuk Kadisdukcapil seleksi terbuka JPT JPT dari Kemendagri
Surat rekomendasi
§ -‘J | hasil seleksi terbuka Laporan hasil seleksi
19 [Melaporian kepada Bupet JPT dari KASN dan terbuka JPT
Kemendagri




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kabid Gubernur Bupati Kelengkapan Waktu Output
20 Penentuan Pemenang Seleksi I I Laporan hasil seleksi Pemenang seleksi
JPT dari Bupati terbuka JPT terbuka JPT
21 Penetapan Keputusan Seleksi Cj Pemenang scleksi rium;:anc:alpx:{:i
terbuka JPT MR

Terbuka JPT oleh Bupati

terbuka JPT




WIBAWA KARTA RAAHARJA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 30/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

KW Kepegawaian dan Pengembangan
2 HAg Sgmber Daya Manusia

/S \’;{&

DISAHKAN OLEH (s

FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN

HAMA 80P PENYESUAIAN 1JAZAH (UPI)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | |, Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

icratgl-sapuPcmenntah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai | 5 Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Penyesuaian ljazah

egerl D1pil; M iliki k . .

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 2 Mem e(rinf::llpuan dpekr:lgoperasmn .kgmputeic rl:enggum:akan rmt:{ro:oﬁ office

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 | - enyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata nasia

Tahun 2002 5. Mengolah data dan arsip

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. SE bersama Kepala BKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan
193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGEAPAN:

1. SOP Pengusulan Tugas Belajar
SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketelitian verifikasi dokumen persyaratan UPI

2. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan UPI

3. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses
pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH (UPI)
Nomor : 30/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggo Kett
PD i - Ketua Tim Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Qutput
Tad
Menyampaikan surat edaran Surat Pemberitahuan ; Jlnemiies sadwal
1 1 hari |pelaksanaan dan
penyelenggaraan UPI . penyelenggaraan UPI pecayaratan peseita
Menyer_ahkan berkas usular‘1 UPI LI Surat Pengantar dan lampiran . Sura? Pengantar dan
2 |melalui pengelola kepegawaian | bckin tanbin. UBY 7 hari [lampiran berkas usulan
Perangkat Daerah 4 UPI
g g " - Lembar Di isi
Menerima berkas dari Perangkat L| Surat Pengantar dan lampiran . ISCELENNG T i
3 7 hari |- Surat Pengantar dan
Daerah (PD) berkas usulan UPI berkas usulan UPI
) =i . - Lembar Disposisi
4 Mendisposcel berias desi I }4—'—| | - Surat Pengantar dan lampiran 1 hari |disposisi surat
Pttt Casral berkas usulan UPI
7] A
/\"‘- Hasil
\/ verifikasi :
1. memenuhi
Memverifikasi berkas usulan dan Disposisi Kepala Badan dan persyaratan,
5 |membuat daftar calon peserta Kepala Bidang dan Berkas 1 hari |Hasil Verifikasi 2. tidak
UPL usulan UPI memenuhi
persyaratan
T 3. berkas
tidak lengkap
6 Memeriksa dan memaraf daftar \J Hasil Verifikasi 1 hari Draft nomina on
calon peserta UPI f peserta UPI
]
: v
Drafi i i ; : 9
7 |Menetapkan calon peserta UPI U;’EI‘ tnarainatil calon peserta 1 hari |[Nominatif peserta UPI
A
8 Mengumumkan calon peserta Nominatif peserta UPI i Surat Pemberitahuan

UPL

peserta UPI




Pelaksana Mutu Baku
No. Keglatan Anggota Kett
Tim Ketua Tim| Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Output
Siirat Pemberitahuan peserta Informasi teknis UPI dan
urat Pemberitahu ese : :
9 |Melaksanakan pembekalan UPI 1 hari iembekalan mindset /pola
erja
Informasi teknis UPI dan 2 hari Daftar Hadir
el o pembekalan mindset/pola kerja keikutsertaan UPI
; : .  |Beri Hasi
11 Menerima hasil UPI dari pihak Daftar Hadir keikuteertaai UP! 2 hari elnta Acara ?Ja;; asil
pelaksana pelaksanaan
Berita A dan Hasll Daftar nominatif
: eri cara dan Ha 3
12 [Memproses penetapan hasil UPI pellcsaniin Ut 1 han ;?ES;, sIuan peserta dan
. Surat Pemberitahuan hasil
13 Mengumumkan kelulusan Daftar nominatif kelulusan T T ———
peserta UPI peserta dan STLUPI Kenaikan Panghat
i g Surat Tanda Lulus Ujian
Mencrima Surk Taz:(da Lﬁ:’:’s Surat Pemberitahuan hasil Ujian 1hari [Penyesaisn Kenaik :n
14 |Ujian Penyesuaian Kenai Pen . Kenai Voindlook
yesuaian Kenaikan
Pangkat (STLUPI) Pangkat (STLUP])
: i Arsip Surat Tanda Lulus
Surat Tanda Lulus Ujian Ulian Penyesaaian
15 |Mengarsipkan surat Penyesuaian Kenaikan Pangkat | 10 menit

(STLUPI)

Kenaikan Pangkat
(STLUPI)




WIBAWE KARTA RAHARJA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 31/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023 1

Kepala,Badan Kepegawaian dan Pengebangan
o~ Sumber Daya Manusia

-

A

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat |

. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun
2002

. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

BKN dan Ketua LAN Nomor

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

5. SE bersama Kepala
193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas

& Ujian Penyesuaian Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemprov Jawa Barat

12/SE/1981 dan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGEAPAN:

1. SOP Pengusulan Tugas Belajar
2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar
3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketelitian verifikasi dokumen persyaratan Ujian Dinas Tingkat 1
2. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat |
3. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TINGKAT I

Nomor : 31/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Anggota | Ketua | g 1id | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
Menyampaikan surat edaran Surat Pemberitahuan Informasi jadwal
1 |penyelenggaraan Ujian Dinas penyelenggaraan Ujian Dinas 1 hari |pelaksanaan dan
Tk.1 Tk.1 persyaratan peserta
ﬂf uyc[;ghkaf;kb;s rkals :.m_u — Surat Pengantar dan lampiran Surat Pengantar dan
2 i M N berkas usulan Ujian Dinas 7 hari |lampiran berkas usulan
pengelola kepegawaian i i
Tk.I Ujian Dinas Tk.I
Perangkat Daerah
; - Lembar Disposisi
Surat Pengantar dan lampiran
Menerima berkas dari Perangkat l |» - = ® 7 .l . |- Surat Pengantar &
3 berkas usulan Ujian Dinas 7 hari Uii
Daerah (PD) berkas usulan Upan
L Dinas Tk.I
- Lembar Disposisi
; ot ; !
4 Mendisposisi berkas dari i I‘———I I - Surfat Pengantar dan - R Tm—
P
perangkat daerah lampiran berkas usulan Ujian
Dinas Tk.I
Hasil verifikasi :
1. memenuhi
Memverifikasi berkas usulan dan E]_ | Disposisi Kepala Badan dan persyaratan,
5 |membuat daftar calon peserta Kepala Bidang dan Berkas 1 hari |Hasil Verifikasi 2. tidak memenuhi
Ujian Dinas Tk.I usulan Ujian Dinas Tk.I persyaratan
: . 3. berkas tidak
lengkap
[ Tl
Memeriksa daftar calon peserta : vt : . |Draft nominatif calon
6 Ujian Dinas Tk.I .../\‘ Disposisi Kepala Bidang 1 hari peserta Ujian Dinas Tk.]
_. T e ST
o Menetapkan calon peserta Ujian / Draft nominatif calon peserta 1 Y ominatif peserta Ujian
Dinas Tk.I »> Ujian Dinas Tk.1 Dinas Tk.I
I + . .
8 Mengumumkan calon peserta Nominatif peserta Ujian Dinas 1 iam Surat Pemberitahuan
Ujian Dinas Tk.I Tk.l 4 peserta Ujian Dinas Tk.I
T e
Informasi teknis Ujian
Surat Pemberitahuan peserta . |Dinas Tk.I dan
9 |Melaksanakan pembekalan Ujian Dinas Tk.! 1 hari pembelealan

mindset/pola kerja




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
x,;:‘ Kabid Kelengkapan Waktu Output
Informasi teknis Ujian Dinas Daftar Hadir
10 |Melaksanakan Ujian Dinas Tk.I Tk.I dan pembekalan 2 hari |keikutsertaan Ujian
mindset/pola kerja Dinas Tk.I
Menerima hasil Ujian Dinas Tk.I Daftar Hadir keikutsertaan ; T daf:_] H“_ﬂ
11 2 &3 X 2 han |pelaksanaan Ujian Dinas
dari pihak pelaksana Ujian Dinas Tk.I Th I
—
: . . Daftar nominatif
i otk ) seapcrn ot | e st i
DRSS S pe J et Dinas Tk.I dan STLUD
inatif kel
Mengumumkan kelulusan Pefiar notfnnatl‘f elulisasn o Surat Pemberitahuan
13 e peserta Ujian Dinas Tk.I dan 1 jam hasil Usian Di TK.I
pe i STLUD yang telah ditetapkan ’ S
14 Menerima Surat Tanda Lulus Surat Pemberitahuan hasil 1 hari Surat Tanda Lulus Ujian
Ujian Dinas Tk.] Ujian Dinas Tk.I Dinas Tk.I
- Arsip Tanda Lulus Ujian
Surat T i is 3
15 |Mengarsipkan surat urat Tande Liine Yjan 10 menit |Ujian Dinas (STLUD)

Dinas (STLUD) Tk.1l

Tk.II




WIBAWA KARTA RAHARJA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 32/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN | : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepala-Badan Kepegawaian dan Pengembangan
_,f;'\b-;}_' “Sumber Daya Manusia

DISAHKAN OLEH

FASILIT? YELENGGARAAN UJIAN DINAS

NAMA sop TINGKAT IF =

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun

2002

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. SE bersama Kepala BKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/ 1981
193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas

& Ujian Penyesuaian Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemprov Jawa Barat

dan

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

—_—

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengusulan Tugas Belajar
2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar
3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketelitian verifikasi dokumen persyaratan Ujian Dinas Tingkat II
2. Ketidaktertiban proses fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 11
3. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TINGKAT II
Nomor : 32/SOP BKPSDM/2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD A",l?lf:“ Ketua Tim | Kabid | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan surat Surat Pemberitahuan Informasi jadwal
1 |edaran penyelenggaraan penyelenggaraan Ujian Dinas 1 hari |pelaksanaan dan
Ujian Dinas Tk.Il Tk.II persyaratan peserta
Menyerahkan berkas
usulan Ujian Dinas Tk.Il | Surat Pengantar dan Surat Pengantar dan
2 lmelalui pengelola 1 lampiran berkas usulan Ujian| 7 hari |lampiran berkas usulan
kepegawaian Perangkat Dinas Tk.II Ujian Dinas Tk.II
Daerah
s ) berkas dari E*—| Surat Pengantar dan - Lembar Disposisi
3 SrisEERa D 3 231 ?,n lampiran berkas usulan Ujian 7 hari |- Surat Pengantar & berkas
Perangkat Daerah (PD) Dinas Tk.Il usulan Ujian Dinas Tk.Il
A - Lembar Disposisi
4 |Mendisposisi berkas dari D = Surak Penguutic daw 1 hari |disposisi surat
perangkat daerah lampiran berkas usulan Ujian
Dinas Tk.II
Hasil verifikasi :
1. memenuhi
Me“;""'r:iﬁkas‘ b";k“t Wi Disposisi Kepala Badan dan g“:;’a;m“'
g [Wealsndenmembugh [T Kepala Bidang dan Berkas | hari |Hasil Verifikasi e
daftar calon peserta Ujian usulan Ujian Dinas Tk.II S
Di Ti. r persyaratan
sk 3. berkas tidak
lengkap
Memeriksa daftar calon _/ . s . . |Draft nominatif calon
6 i : Disposisi Kepala Bidang 1 hari = )
> Al
peserta Ujian Dinas Tk.Il \ >L—* ,_T‘ peserta Ujian Dinas Tk
7 Menetapkan calon peserta > Draft n(?minatif calon peserta 1 hari N(_)minatif peserta Ujian
Ujian Dinas Tk.II Ujian Dinas Tk.II Dinas Tk.II
8 Mengumumkan calon Nominatif peserta Ujian Dinas 1 s Surat Pemberitahuan
peserta Ujian Dinas Tk.II Tk.II peserta Ujian Dinas Tk.II




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PD Ketua Tim Kelengkapan Waktu Output
1]
Siivis Pembaciiati - Informasi teknis Ujian Dinas
9 |Melaksanakan pembekalan . ; L PR 1hari |Tk.II dan pembekalan
Ujian Dinas Tk.II . ,
mindset/pola kerja
Melaksanakan Ujian Dinas FIRCOESRGL it Kt Enee . |Daftar Hadir keikutsertaan
10 Tk.Il dan pembekalan 2 hari 2 :
Th.II : 3 Ujian Dinas Tk.I1
mindset/pola kerja
i . Berita A dan Hasil
11 Menerima hasil Ujian Dinas Daftar Hadir keikutsertaan 2 hari 1 aksa:::.raz Ua'lilan ?Dsi]nas
Ti.II dari pihak pelaksana Ujian Dinas Tk.II ﬁ o J
¥ D inati
Memproses penetapan Berita Acara dan Hasil ; R no:_'r_unatllf eatnluges
12 hasil Uiian Di Tl lak Utian Di Tl 1 hari |peserta Ujian Dinas Tk.II
asil Ujian Dinas TK. pelaksanaan Ujian Dinas Tk. dan STLUD
inatif kelul ; 3
Mengumumkan kelulusan Beftar nor'tlunatl‘f Slulisat ; Surat Pemberitahuan hasil
13 rta Uian Dinas Ti.II peserta Ujian Dinas Tk.II dan 1 jam Uiian Dinas Tk II
peserta Uj B STLUD yang telah ditetapkan ’ '
Menerima Surat Tanda Surat Pemberitahuan hasil . |Surat Tanda Lulus Ujian
14 ;s 3 g : 1 hari .
Lulus Ujian Dinas Tk.II Ujian Dinas Tk.II Dinas Tk.II
; Surat Tanda Lulus Ujian .. |Arsip Tanda Lulus Ujian
10 ol R ;
15 {Micngmiplon; s Dinas (STLUD) Tk.II MeMt 1Ujian Dinas (STLUD) Tk.II




WIBAWA KARTA RAMARIA

[

NOMOR SOP 33/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

I{epa,]gﬂaﬁaq chegawalan dan Pcnge bangan

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA .
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \ Q
NAMA SOP FASILITASI UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL -
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fugnsional

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengangkatan pertama jabatan fungsional
2. SOP Pengangkatan Jabfung melalui penyesuaian/inpassing
3. SOP Pengangkatan Jabfung melalui perpindahan

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketelitian verifikasi dokumen persyaratan Ujikompetensi JF
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




FASILITASI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
Nomor : 33/SOP BKPSDM /2023

peserta ujian kompetensi JF

didaftarkan

teknis yang sudah di tetapkan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua |Anggota Instanasi Kett
Kepala | Kabid Tim Tim PD Bupati Pembina JF Kelengkapan Waktu Output
Menerima surat pemberitahuan Disposisi Surat pemberitahuan
1 mengenai penyelenggaraan ujian ( ) "I_—I'"{_-I’ ’{ I ) ) mengenai penyelenggaraan ujian
kompetensi bagi JF dari instansi kompetensi bagi JF dari instansi
pembina pembina
Menyvampaikan surat b
edaran,/pemberitahuan ke Perangkat #l I Surat pemberitahuan Surat pemberitahuan
2 |Daerah tentang penyelenggaraan penyelenggaraan ujian 1 hari penyelenggaraan ujian
ujian kompetensi bagi JF dari kompetensi bagi JF kompetensi bagi JF
instansi pembina
Membuat usulan i
h .
permohonan/usulan Calon Peserta Surat pemberita u"an 1 Surat rekomeqdas.lz Clalcm Pese‘rtﬂ
3 unhil engiait ulian kompetens J penyelenggaraan ujian a— untuk mengikuti diklat teknis
: g ’ kompetensi bagi JF dari Kepala Perangkat Daerah
bagi JF
Penetapan Angka Kredit
A JF, SKP 2 tahun bernilai - .
4 |Melengiapi berkas persyaratan —/lrl E' baik, SK jabatan terkahir, [ 2 ?;:“Ffr g ‘fm'“'j"“:;
administrasi SK Pangkat Terkahir, minggu it et
% ; JF
ljazah (untukpindah
T kategori)
Berkas Persyaratan Hasil verifikasi Administrasi
5 |Memverifikasi berkas persyaratan administrasi Calon Peserta| 2 hari | Calon Peserta ujian kompetensi
ﬁ:l ujian kompetensi JF JF
T
& Hasil verifikasi
peserta R gy miatras - i
6 Mcnctapkaf'] calon ujian {:.; Adininistrist Calon Peserta] 1 biard Daftar Ncm?_manf Usulan C_:a]on
kompetensi JF M . Peserta ujian kompetensi JF
ujian kompetensi JF
- 3 aftar Nominatif Usula
7 Menyampaikan daftar nominatif SE Da(f:tz;;m C;: ;:;2 uj::;ln &l | hari Daftar Nominatif peserta diklat
i i pembina JF >knis y i
peserta ke instansi pembina kompetensi JF teknis yang sudah didaftarkan
: |- _.._._D‘. Daftar Nominatif peserta 5 5
3 Menerbitkan surat penctapan I% —ﬁ diklat teknis yang sudah i ¥ Daftar Nominatif peserta diklat




Pelaksana Mutu Baku
¥o- Keglatan Ketua |Anggota Instanasi Kett
Kepala | Kabid Tim Tim Bupati Pembina JF Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan surat — Surat edaran /pemberitahuan ke
edaran/pemberitahuan ke Perangkat F)aftar No.mmat]f pases : 30 Perangkat Daerah tentang

9 diklat teknis yang sudah di ; it
Daerah tentang penyelenggaraan ks s menit penyelenggaraan ujian
ujian kompetensi bagi JF TR kompetensi bagi JF
Menyampaikan surat rekomendasi |J I . Surat rekomendasi usulan

10 |usulan pengangkatan dalam JF dan ‘il |~-b| I— ﬁaml penyelen g.gara&.m 30. pengangkatan dalam JF dan

. ujian kompetensi bagi JF | menit
kenaikan dalam JF kenaikan dalam JF
Membuat nota di usulan dasi
embuat no inas Ll Surat rekomendasi uaul.a‘n 60 Wil peephnakabin duin Jr

11 |pengangkatan dalam JF dan pengangkatan dalam JF ; :

T menit dan kenaikan dalam JF
kenaikan dalam JF dan kenaikan dalam JF
Menetapkan keputusan Usulan pengangkatan

12 |pengangkatan dalam JF dan dalam JF dan kenaikan | 1 hari Ke‘j‘;‘:““k"e“ m‘:;“ e Ja}:a’"
kenaikan dalam JF dalam JF ke o
Menyerahkan penetapan keputusan keputusan pengangkatan .

13 |pengangkatan dalam JF dan H"[—I_ﬂ*"‘l | dalam JF dan kenaikan 1 hari Tends l;nm‘: peayeruban
kenaikan dalam JF dalam JF FRESHARE
Mengarsipkan penetapan keputusan keputusan pengangkatan

14 |pengangkatan dalam JF dan ‘ }= dalam JF dan kenaikan 1 hari Arsip

kenaikan dalam JF

dalam JF




WIBAWL KARTA RARARJA

N
S

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR SOP 34/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI .

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
. " Sumber Daya Manusia
R AN

R

DISAHKAN OLEH

291995031001

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA N\
ALk RS PENGANGI AMA JABATAN
FUNGSIONAL ™
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGEKAPAN:

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional,
2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2, Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL
Nomor :34/SOP BKPSDM /2023

pertama JF

pengangkatan pertama JF

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
. ta | etua Tim| Kabid | Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas 5 menit Surat Rekomendasi dan
BKPSDM persyaratan berkas persyaratan
Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dan berkas g I Limline Do ’
2 Daerah (PD) i 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
= Py berkas persyaratan
; - . 3 - Lembar Disposisi
M d ; : ;
3 endisposisi bericns carl ﬁ - Surat Rekomendasi dan berkas 1 hari |Disposisi surat
perangkat daerah Y
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta Disposisi surat 1 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
—
Di 1 S K
Memproses penetapan Surat Nota Dinas pengusulan . !.I.Tat eputusan ygng telah
5 Ctasan penetapan dan Draft Surat 4 hari |di tanda tangan Pejabat
P Keputusan Pembina Kepegawaian
Miseiinisw sarmer s Surat Keputusan yang telah di
6 B P tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
dokumen legalisir "
Kepegawaian
; K £ t :
7 |Menerima Surat Keputusan Surat Keputusan penganghkatan 10 menit |[Tanda Terima penyerahan SK
pertama JF
| SS—
8 |Mengarsipkan surat keputusan Surat Keputusan pengangkatan 16 puetiik Arsip Surat Keputusan




WIBAWA KAATA RAHARJA

A
e e e

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 35/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH

Kepa{a Bﬁcpm Kepegawaian dan Pengempbangan
é//"-*Sutnber Daya Manusia

NAMA SOP

PENGANG?K’AQEIMTM FUNGSIONAL
MELALUI UAIAN/INPASSING

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Memahami proses pengangkatan jabatan fungsional melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen penyesuaian/inpassing
Pegawai Negeri Sipil; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi office
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan |4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Fungsional 5. Mengolah data dan arsip
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

28

SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

1.

Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1.

Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional
melalui penyesuaian/inpassing

Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1

Di simpan sebagai data dan dokumen

2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING
Nomeor : 35/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggo Kett
PD mta Ketua Tim| Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas ke ( \ Surat Rekomendasi dan berkas S srieait Surat Rekomendasi dan
BKPSDM ‘r} persyaratan berkas persyaratan
: ; : - Lembar Disposisi
2 Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dan berkas Sanenic b B Beloimmstot i
Daerah (PD) persyaratan
berkas persyaratan
: — . - Lembar Disposisi
3 Mendlspotmdsl b:l:(as dark B - Surat Rekomendasi dan 2 hari |Disposisi surat
pRregies daen berkas persyaratan
i i 3 Z
Memverifikasi dan menelaah Er] Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta — 1 Disposisi surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Y Keputusan
Nota Dinas pengusulan Surat Keputusan yang telah
5 Meshprises pepitapen Sueat | I penetapan dan Draft Surat 2 hari |di tanda tangan Pejabat
Keputusan \ .
Keputusan Pembina Kepegawaian
M : . . Keputusan yang telah di tanda
6 sreglatrasi e tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Keputusan
dokumen legalisir i
Kepegawaian
7 |ifenerima Suret Keputusan chutuls‘an per}gangkatan J F‘ S Tanda Terima penyerahan
melalui inpassing/penyesuaian Keputusan
 E—
Arsip Keputusan
8 |Mengarsipkan surat keputusan Keputusan penganghetan. S 10 menit |pengangkatan JF melalui

melalui inpassing/penyesuaian

inpassing/penyesuaian




WIBAWA KARTA RAHARJA

s
f———

NOMOR SOP 36/SOP BKPSDM /2023
L. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Penggmbangan
1 Sumber Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA — ,m;"lmg;gggf’m
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAMA S8OP PENM ABATAN FUNGSIONAL
MELALUT AHAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional,
2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;
3. SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengusulan pengangkatan jabatan fungsional
melalui perpindahan

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN
Nomor : 36/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggota Kett
Tim Ketua Tim| Kabid Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas & raeail Surat Rekomendasi dan
BKPSDM persyaratan berkas persyaratan
¥ : i
; - Le:
Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dan berkas . glase Blupotent .
2 Daerah (PD) evaratan 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
PEE berkas persyaratan
A w : - Lembar Disposisi
3 Mendisposisi berkas dari ﬂ - Surat Rekomendasi dan berkas| 2 hari |Disposisi surat
perangkat daerah
persyaratan
Memverifikasi dan menelaah E] Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta Disposisi surat 1 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
Y
Nota Dinas pengusulan i
5 Memproses penetapan Surat — n:an E]{)L;a ft Surat Aati telah di tanda tangan
Keputusan S * Pejabat Pembina
Keputusan ;
Kepegawaian
t K t di
Meregistrasi Surat Kepuitusan Sura eputusarll yang elal'! ) _
6 : tanda tangan Pejabat Pembina 10 menit |Register Surat Keputusan
yang telah ditetapkan >
Kepegawaian
v Ienisina Siirat Keputusn Surat ch:.ltusa_n pengangkatan 10 faatiiE Tanda Terima penyerahan
JF melalui perpindahan SK
. Arsip Surat Keputusan
8 |Mengarsipkan surat keputusan & Surat Keputusan penganghatan 10 menit |pengangkatan JF melalui

JF melalui perpindahan

|perpindahan




WIBAWA KARTA RAHARIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 37/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023 \

DISAHKAN OLEH

chala Badan Kepegawaian dan Pengem
N~ 'Sumber Daya Manusia

NAMA SOP

AR
PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

i

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses pemberhentian jabatan fungsional melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen penyesuaian/inpassing
Pegawai Negeri Sipil; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi office
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan | 4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Fungsional 5. Mengolah data dan arsip
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional; 1. Buku Registrasi / file r.'egist_rasi ) _ )
9. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional; g E’t;‘ll'n(qputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses pemberhentian jabatan fungsional 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

peraturan perundang-undangan




PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

Nomor : 37/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
pp | Ammgets K,:i:‘ Kabid | Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas — Surat Rekomendasi dan
BKPSDM rj persyaratan berkas persyaratan
: ; ; - Lembar Disposisi
9 g{cnear;lmsgerkas dari Perangkat Su::.tal:::::lcndam dan berkas 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
aerah (PD) PELSy berkas persyaratan
. oy . L - Lembar Disposisi
3 Mendinposiel heckes cil | - Surat Rekomendasi dan berkas 2 hari |Disposisi Surat
perangkat daerah persyaratan
) 4
Memverifikasi dan menelaah l:T] / Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta — Disposisi Surat 2 hari |penetapan dan Draft Surat
lampiran Keputusan
L[]
Nota Dinas pengusulan penetapan Eepatasan Peniberhcn ian
Memproses penetapan peng P e . |JF yang telah di tanda
5 : dan Draft Keputusan 2 hari E :
Keputusan Pemberhentian JF Bemberhentian JF tangan Pejabat Pembina
Kepegawaian
=ntian JF .
Meregistrasi Surat Keputusan Kep utu_san Pembcrhentlgn Yore .. |Register Keputusan
6 ; telah di tanda tangan Pejabat 10 menit :
yang telah ditetapkan Pesnbing Kepsgawsiar Pemberhentian JF
Tanda Terima penyerahan
7 |Menerima Surat Keputusan Keputusan Pemberhentian JF 10 menit |Keputusan Pemberhentian
JF
| I
Arsip Surat Keputusan
8 |Mengarsipkan surat keputusan Keputusan Pemberhentian JF 10 menit |pemberhentian jabatan

fungsional




WIBAWA KARTA RAHARJA

ST
]

NOMOR SOP 38/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
-\ ~—~—Sumber Daya Manusia

AN,
e

DISAHKAN OLEH et
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ~’°;&;“' 196708291995031001
NAMA SOP PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN
FUNGSIONAL

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses pengangkatan kembali jabatan fungsional;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen | 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
Pegawai Negeri Sipil; office

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi | 4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan | 5. Mengolah data dan arsip
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

| PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengangkatan kembali jabatan fungsional

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dpilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL
Nomor : 38/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggo
™ PD ,ﬂmt. Ketua Tim| Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dan berkas 5 . |Surat Rekomendasi dan
1 menit
BKPSDM r) persyaratan berkas persyaratan
3 2 3 . - Lembar Disposisi
9 Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dan berkas Sunaiit |- Suset Rekomesdas dia
Daerah (PD) persyaratan -
!
; i ; ‘ - Lembar Disposisi
3 Mprudigponst herlak daxt —l 4 - Surat Rekomendasi dan berkas 2 hari |Disposisi surat
perangkat daerah | persyaratan
s . Nota Dinas pengusulan
Memverifikasi dan‘mcnclaah Er:] ) N phari |Penctapan dan Draft
4 surat rekomendasi beserta Disposisi surat ari Ksputusan Pengangkation
e S K2 Kembali JF
: Keputusan Pengangkatan
Memproses penetapan Nota Dinas pengusulan i Kentioli JF yang teleh i
5 |Keputusan Pengangkatan penetapan dan Draft chhpl:Futusan 2 han taride tangan Pejabat
Kembali JF Pengangkatan Kembali Pembina Kepegawaian
- ; Keputusan Pengangkatan
s Keputusaq Kembali JF yang telah di tanda 10 menit Register Keputusan
b Peng@gka an Kevbel JF yend tangan Pejabat Pembina Pengangkatan Kembali JF
telah ditetapkan TR .
==
; Tanda Terima penyerahan
7 Menerima Keputusan _ Keputuga.n Pengangkatan 10 menit |Keputusan Pengangkatan
Pengangkatan Kembali JF Kembali JF Kembali JF
I
g Arsip Keputusan
eputusan Pengangkatan Kembali . 5
8 |Mengarsipkan surat keputusan p gangk 10 menit |pengangkatan kembali

JF

ljabatan fungsional




WIBAWA KARTA RAHARJA

.
[

NOMOR SOP 39/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepala-Badan Kepegawaian dan PengemBangan
7\~ Sumber Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
. WIBISONO
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 0 TP ENGTORAS 1S 1001
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGANGRATAN JABATAN FUNGSIONAL DARI
NAMA SOP KATEGORFRETERAMPILAN KE KATEGORI
KEAHLIAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKAST PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
Memahami proses pengangkatan jabatan fungsional kategori keterampilan
ke kategori keahlian;

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
5. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
2. SOP Fasilitasi Diklat Fungsional;
3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat.

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengangkatan jabatan fungsional kategori
keterampilan ke kategori keahlian

2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DARI KETERAMPILAN KE KEAHLIAN
Nomor : 39/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
pp |Angecta| Ketua | 04 | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
( . Surat Rekomendasi dan berkas .. |Surat Rekomendasi dan
5 t
L [Meaperahion borkes ke BEPRDM  ya persyaratan e berkas persyaratan
A ; - Lembar Di isi
Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dan berkas : mbar. Lrspamst
2 Daerah (PD cwaratar 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
aerah (PD) persy berkas persyaratan
; i : - Lembar Disposisi
3 Mendlspo:;m b;}k&s dari - Surat Rekomendasi dan berkas 2 hari |Disposisi Surat
perangkat daer: persyaratan
| » ;
Memverifikasi dan menelaah surat E i P . DA8. CnEa DE T L
4 ; 2 Disposisi Surat 2 hari |penetapan dan Draft
rekomendasi beserta lampiran .
eputusan
[Y]
| S )
Nota Dinas pengusulan penetapan Seputasan Jan telah o
5 |Memproses penetapan Keputusan PERE P B 2 hari |tanda tangan Pejabat
dan Draft Surat Keputusan ; p
Pembina Kepegawaian
r::;iagtlrc?t;nm;z;;:s?ungsion 4l Ej Keputusan yang telah di tanda
i t jabat Pembi 10 menit i
6 i keterampilan ke keahlian Ka;lgear;‘l:;zn at Pembina Register Keputusan
yang telah ditetapkan P
Menerima chultusan . Keput_uaan per?ga.ngkatzm_ jabatan .. Frunida Terima penyershun
7 |pengangkatan jabatan fungsional fungsional dari keterampilan ke 10 menit Keorntisas
dari keterampilan ke keahlian keahlian P
| S
: ArsipK
Mengarsipkan Keputusan Keputusan pengangkatan jabatan cnlpanegT;;;ar?abatan
8 |pengangkatan jabatan fungsional fungsional dari keterampilan ke 10 menit |P"E 1

dari keterampilan ke keahlian

leahlian

fungsional dari keterampilan
ke keahlian




WIBAWA KARTA RAHARJIA

e——

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 40/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023

umber Daya Manusia

Kepala-Badan Kepegawaian dan Pen ban

V«W P = s
ﬂ/“\f.""

/& AN

DISAHKAN OLEH

T S
NAMA SOP KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan
Fungsional

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan
Fungsional

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses kenaikan jabatan fungsional;

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

B

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat.

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses kenaikan jenjang jabatan fungsional

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan perundang-undangan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Nomor : 40/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Anggota | Ketua | o...4 | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
1 |Menyerahkan berkas ke BKPSDM - Surat Rekomendasi dan berkas 5 menit Surat Rekomendasi dan
persyaratan berkas persyaratan
. i Di o
Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dan berkas . Lembar Disposisi
2 Daerah (PD e 5 menit |- Surat Rekomendasi dan
aerah (PD) persy: berkas persyaratan
: s . ¢ - Lembar Disposisi
t :
3 ren‘:‘:pomm betiaa darl perarighs «I - Surat Rekomendasi dan berkas 2 hari |Disposisi Surat
il | persyaratan
Nota Di
Memverifikasi dan menelaah surat Ij—j N ., | [okatnhes pongusnian
E ; : — Disposisi Surat 2 hari |penetapan dan Draft
rekomendasi beserta lampiran
Keputusan
I, Y I.
memecs .
Nota Dinas pengusulan penetapan Mogutuens Kol
5 Memprnses peqetapan Keputusan dan Draft Keputusen Kenaikan 2 hari Jenajng JF yangl telah di
Kenaikan Jenajng JF ? tanda tangan Pejabat
Jenajng JF . ;
Pembina Kepegawaian
Meregistrasi Keputusan kenaikan Keputusan Kenaikan Jenajng JF )
o ' . ; . .. |Register Keputusan
6 |jenjang jabatan fungsional yang yang telah di tanda tangan Pejabat| 10 menit : :
: ; . Kenaikan Jenajng JF
telah ditetapkan Pembina Kepegawaian
——1
: T Teri £
Menerima Keputusan kenaikan Keputusan kenaikan jenjang . ABER T PERW Srhan
F il B rkakas Raseaonal ‘abatan fungsional 10 menit |Keputusan Kenaikan
jenjang jabatan fung I £s10 Jenajng JF
8 Mengarsipkan Keputusan kenaikan Keputusan kenaikan jenjang 10 menit Arsip Keputusan kenaikan

jenjang jabatan fungsional

ljabatan fungsional

ljenjang jabatan fungsional




WIBAWA KARTA RAHARJA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| TGL. PEMBUATAN

NOMOR SOP 41/SOP BKPSDM/2023

01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepal;,B'ziﬁéfﬁ;K_cpcgawaian dan Pengembgngan
< ~~Sumber Daya Manusia

\": i\
3

-

DISAHKAN OLEH

L

PENERBITAN SURAT IZIN SELEKSI TUGAS

NAMA 80P BELAJAR

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2000

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi No,
04 TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas BElajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian Tugas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan
telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan surat izin seleksi tugas belajar;

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SITIBEL

5. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

6. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGEKAPAN:

1. SOP Pengusulan Tugas Belajar;
2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan surat izin seleksi tugas belajar
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN SURAT IZIN SELEKSI TUGAS BELAJAR
Nomor : 41 /SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
e “““"m“ Ketua Tim| Kabid | Kepala Eelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dari 5 menit Surat Rekemendasi dari
BKPSDM Perangkat Daerah Perangkat Daerah
) Di -
Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dari ; Latabar Dafia . .
2 5 menit |- Surat Rekomendasi dari
Daerah (PD) Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Mendi o S " - Lembar Disposisi
3 ERCISPOR hediay den —| Il——l I - Surat Rekomendasi dari 2 hari |Disposisi Surat
ettt gloak Ghod Perangkat Daerah
S dan'mf.nelaa_h E] A E ; - . |Draft Surat Rekomendasi lzin
4 |surat rekomendasi beserta Disposisi Surat 2 hari Gelekei Tugns Beldjar
lampiran Y ;
3
; L / \ ‘i Draft Surat Rekomendasi lzin
Memberikan paraf penetapan -- Draft Surat Rekomendasi Izin . : :
5 ) . - [: U\ s . 1 hari |Seleksi Tugas Belajar yang
Surat Izin Seleksi Tugas Belajar y Seleksi Tugas Belajar telah dipared
b
Memberikan tanda tangan LU / Draft Surat Rekomendasi Izin Surat Rekomendasi Izin
6 |penetapan Surat Izin Seleksi \ Seleksi Tugas Belajar yang telah 1 hari [Seleksi Tugas Belajar yang
Tugas Belajar diparaf telah ditandatangan
ki dasi Izin Seleksi . .
Meregistrasi Surat lzin Seleksi s ISR ; .. |Register Surat Rekomendasi
7 : Tugas Belajar yang telah 10 menit | ; 3
Tugas Belajar ditandatangan Izin Seleksi Tugas Belajar
A— |
z g ; - . Tanda Terima penyerahan
g |Menerima Surat lzin Seleksi Surat Rekomendasi lzin Seleksi | 4 o 0i¢ |Surat Rekomendasi Izin
Ragne Dalelpe Tugas Belujsr Seleksi Tugas Belajar
] Surat Rekomendasi Surat lzin .. |Arsip Surat Rekomendasi
9 |Mengarsipkan surat 10 menit

Seleksi Tugas Belajar

Izin Seleksi Tugas Belajar
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 42/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN | : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI L=

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepregawaian dan Pengempangan
2R Ki ot .
y ,@1# @ﬁg}ﬁfr ..Daya Manusia
DISAHKAN OLEH | /= A
il
H. W.
. NIP. 19,

WIBISONO
291995031001

—

b —
NAMA SOP PENGUSULAN TUGAS BELAJAR

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2000
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi No,
04 TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas BElajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian Tugas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

Peraturan Bupati No, 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan
telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

3.

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Memahami proses pengusulan tugas belajar;
1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SITIBEL
3. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerbitan surat izin seleksi tugas belajar
2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Belajar

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses pengusulan tugas belajar
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGUSULAN TUGAS BELAJAR
Nomor : 42/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
o pp | Angeota | Ketua | .,.4 | Kepala Eelengkapan Waktu Output
Tim Tim
1 Menyerahkan berkas ke | Surat Rekomendasi dan berkas 5 menit Surat Rekomendasi dan
BKPSDM persyaratan berkas persyaratan
3 ; - Lembar Disposisi
2 Menerima berkas dari Perangkat Surat Rekomendasi dan berkas Sinenit |-Sasat Rckor?qcn Ak el
Daerah (PD) persyaratan berkas persyaratan
. . — - Lembar Disposisi
3 Mrnlispomes Dethiw San —-I |44I | - Surat Rekomendasi dan berkas 2 hari |Disposisi surat
perangkat daerah i SerayRrtin
Memverifikasi dan menelaah E] Nota Dinas pengusulan
4 |surat rekomendasi beserta Disposisi surat 2 hari |penetapan dan Draft
lampiran Keputusan Tugas Belajar
=11 ¥l ) Keputusan Tugas Belajar
Nota Dinas pengusulan ettt it tan o Vs
5 Mempeowcs pmempan. penetapan dan Draft Keputusan 2hari ¥ A 8 . anga
Keputusan Tugas Belajar Tugas Belaiar Pejabat Pembina
g Y Kepegawaian
; . Keputusan Tugas Belajar yang ;
6 Mcrejg;stram Kepulu.san Tugas télah di tanda tangan Pejabat 16 menit Reglgter Keputusan Tugas
Belajar yang telah ditetapkan Pembina Kepegawaian Belajar
|
- Menerima Keputusan Tugas Surat Tugas Belajar 10 menit Tanda Terima penyemhm
Belajar Keputusan Tugas Belajar
| =
8 Mengarsipkan Keputusan Tugas Surat Fagas Bélajar 10 siesist Arsq_} Keputusan Tugas
Belajar Belajar




WIBAWA KARTA RAHARLA

)

NOMOR SOP 43/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepa;@-Baﬁa-nKe' : - Kepegawaian dan Pengepnbangan
s "smnpﬁr Daya Manusia

ﬁ A

74 )

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA — = —
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NAMA SOP PENERB]‘%K& 'RAT KETERANGAN BELAJAR

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 4, Memahami proses Penerbitan surat keterangan belajar;

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Mangjemen Pegawal Negen dipil 5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri offi

ipi gaim i intah No. T 0 — : )

il sehn ok telah Sinbuly Aenprn Peraturan Fpoechs & 1 ahun 200, 6. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SITIBEL
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi No, ;

04 TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas BElajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri 7. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

Sipil 8. Mengolah data dan arsip

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian Tugas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan
telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengusulan Tugas Belajar;

1. Buku Registrasi / file registrasi

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan surat keterangan belajar
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELAJAR
Nomor : 43/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggo Kett
- PD "l‘lmtl Ketua Tim| Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Output

1 Menyerahkan berkas ke Surat Rekomendasi dari 5 menit Surat Rekomendasi dari

BKPSDM r} Perangkat Daerah Perangkat Daerah
. - 3 . . - Lembar Disposisi

2 Menerima berkas dari Perangkat ]S:’ural Rtkoglend:m dari s it | Bt Rekicmandeil di

Daerah (PD) erangkat Dacra Perangkat Daerah
i 2o dari - Lembar Disposisi

3 Mendisposisi besloss dati e l‘ <| J - Surat Rekomendasi dari 2 hari |Disposisi surat
perangkat daerah | Perangkat Daerah
Mesaverifikaal dan mencladh EF E ; _— . |Draft Surat Keterangan

4 |surat rekomendasi beserta Disposisi surat 2 hari Belajeir
lampiran

- T [ v]

5 Memberikan paref penfztapan [:! i Draft Surat Keterangan Belajar 1 hari Draf'F It Kctcrangan
Surat Keterangan Belajar 1 Belajar yang telah diparaf
Mesnbiesilcan tanda'l tangen | [ﬂ Draft Surat Keterangan Belajar T Surat Keterangan Belajar

= pene‘tapan GATRLENeR e yang telah diparaf yang telah ditandatangan
Belajar

LY/

7 Meregistrasi Surat Keterangan - Surat Keterangan Belajar yang G ienis Register Surat Keterangan
Belajar telah ditandatangan Belajar
Menerima Surat Keterangan 3 . 10 . |Tanda Terima penyerahan

8 Belajar Surat Keterangan Belajar menit Sares Ketorsngan Belajas

]
. .. |Arsip Surat Keterangan

9 |Mengarsipkan surat Surat Keterangan Belajar 10 menit p &

Belajar
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 44 /SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI g i

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH

J WAUT
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN/PERINTAH

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2000

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi No,
04 TAhun 2013 tentang Pemberian Tugas BElajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Pensiun Maksimal Pemberian Tugas
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Izin Belajar

6. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar, Surat
Keterangan telah Lulus Mengikuti Pendidikan Formal dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan surat keputusan/perintah;

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan
microsoft office

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Mengolah data dan arsip

Purwakarta
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
y 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan surat keputusan/perintah
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik

3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN /PERINTAH

Nomor : 44 /SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggota
o PD Ti Ketua Tim Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas ke Surat Pengantar Perbaikan dari 5 menit Surat Pengantar Perbaikan
BKPSDM r Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah
g + Surat P viir Perbaiiian dust - Lembar Disposisi
9 Menerima berkas dari Perangkat Pura l;:-:nggn arh aikan da Somsnit |-BuratPengantar Pertution
Dpesab (£9) crangkat Dacra dari Perangkat Daerah
. . dari - Lembar Disposisi
3 Meadisposiai barkas dars F—’_I‘_—I | - Surat Pengantar Perbaikan dari 2 hari |Disposisi surat
peonngst deseah r Perangkat Daerah
Memverifikasi, mercvisi_dan | T ] _ N _ Skt Regutassn 1Suret
4 |mencetak berkas perbaikan Disposisi surat 1 jam Pecinitih
Surat Keputusan/Surat Perintah 1
¥
5 Meregistrasi Surat _ | | Surat Keputusan,/Surat Perintah | 10 menit R.E:gjslt:r Surat Surat .
Keputusan/Surat Perintah Keputusan /Surat Perintah
) Tanda Terima penyerahan
6 Menerima Surat . Surat Keputusan/Surat Perintah | 10 menit |Surat Keputusan /Surat
Keputusan/Surat Perintah Perintah
} —
. .. |Arsip Surat
7 |Mengarsipkan surat Surat Keputusan/Surat Perintah | 10 menit o, e

Keputusan/Surat Perintah
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 45/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN | : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH

N

PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN/PERINTAH
JABATAN FUNGSIONAL

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas | 2. Memahami proses penggantian surat keputusan/perintah jabatan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai fungsional;
Negeri Sipil; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi office
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan |4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Fungsional 5. Mengolah data dan arsip
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 3 Tahun 2023 tentang
Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional; 1. Buku Registrasi / file registrasi
2. SOP Pengangkatan Jabatan fungsional melalui perpindahan 2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
3. SOP Kenaikan jenjang dan pepindahan kategori jabatan fungsional 3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses penggantian surat keputusan/perintah jabatan 4. Di simpan sebagai data dan dokumen
fungsional; 5. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
2. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan 6. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan

perundang-undangan




PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN/PERINTAH JABATAN FUNGSIONAL
Nomor : 33/SOP BKPSDM/2020

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Anggota | Ketua | gy | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
1 Menyerahkan Surat Pengantar Surat Pengantar Penggantian dari . Surat Pengantar Penggantian
Penggantian SK ke BKPSDM Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah
- Lembar Disposisi
2 Menerima berkas dari Perangkat Surat Pengantar Penggantian dari 5 menit |~ Surat Pengantar
Daerah (PD) Perangkat Daerah Penggantian dari Perangkat
Daerah
A | . "
Mendisposisi berkas dari Lassthac Dispaatsl : ; : : s
3 or e da - Surat Pengantar Penggantian dari | 2 hari [Disposisi surat
pernag) et doen Perangkat Daerah
Memverifikasi, dan menelaah E:]
dan mencetak berkas T / : w :
4 ; Disposisi surat 1jam |Surat Keterangan
penggantian Surat
Keputusan/Surat Perintah I_IY
5 |Meregistrasi Surat Keterangan Surat Keterangan 10 menit |Register Surat Keterangan
i |E i
6 |Menerima Surat Keterangan Surat Keterangan 10 menit e Tevima penyerdhan
Surat Keterangan
7 |Mengarsipkan surat Surat Keterangan 10 menit |Arsip Surat Keterangan




NOMOR SOP :  46/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI .

TGL. EFEKTIF

WIBAWA KARTA RAMARIA

]

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA NAMA SOP
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan TPP
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS | 2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas affice,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negert Sipil. 3: Men?al;a;m.pf:rhltu‘ndgan ;‘PP )
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2022 tentang 4, TCI‘tl]I’). ) IOHLSLINGE GBS0 RERtpan ; o
Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi TPP
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 6. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Pengusulan Kenaikan pangkat; 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
- SOP Pemberhentian Pegawai 2. ATK
- SOP Mutasi jabatan pelaksana antara perangkat daerah
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Data kepegawaian di aplikasi TPP

SOP berkaitan erat dengan nama dan kelas jabatan yang sesuai dengan peta | = 5. kepegawaian di SIMPEG BKPSDM

jabatan




VERIFIKASI PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Nomor : 46 /SOP BKPSDM /2023

ekspektasi kinerja.

Menyusun perencanaan
pengajuan TPP, menyusun
rincian kegiatan dan membagi

manual; rekap 100% manual; rekap
TPP sistem; Laporan kehadiran
pegawai (sistem); Rekap kinerja
(sistem); Suket Sakit; Suket cuti;
Suket/SP utk vg di hadirkan; Rekap

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kobid  |Eetua Tim| Ketua
Kelengkapan
Pembinsan 1 Tim 2 Anggota Tim | Kepala Badan Persyaratan / Waktu Output
Mendi isi honan
N et SP tim internal; BA verifikasi Tanda terima
pengajuan TPP, memberikan .
! ( internal; Rekap besaran kinerja 15 mnt penyerahan dokumen
arahan dan menetapkan J 7
manual; rekap besaran kehadiran pengajuan TPP

Rincian tugas dan
berkas rekapitulasi PD,

kinerja dari aplikasi TPP

pegawai yang divalidasi

2 ; LJ | lr 30mnt  |Data kehadiran/
tugas kepada anggotaa tim untuk e-Lapkin (akhir tahun); ftcp SK disiplin den kinerja
etiysisseiian 1000SS Hukdis (bila ada) yang telah terverifikasi
administrasi pegawai,
Menghitung dan merekapitulasi Rincian tugas dan berkas
kelengkapan data 1 rekapitulasi PD, Data kehadiran/ Draft Rekapitulasd Data
3 = R & p 60 mnt kehadiran/ disiplin dan
kehadiran/disiplin manual i | " disiplin dan kinerja yang telah Sivetia dan solkan
dengan data di aplikasi TPP terverifikasi g P
‘ X | e
4 i d Tidak i
+ |oecasintiont date dlegkin dan > <\ Rekapitulasi Data kehadiran/ | 30 [ o eri
ininlin d iy ilasi
kinerja pegawai /m Siisiplin’ dan idueria darl ap pegawai yang divalidasi
¢ \
Mennetak Pleritn Sontn _.J_L—I Data rekapitulasi displin dan kinerja Berita Acara Verifikasi
5 |rekapitulasi data disiplin dan e 15 mnt PP




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kabid Ketua Tim | Ketua
Beabtsiant 1 2 Angpgota Tim | Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Berita A Verifikasi

Penandatanganan Berita Acara Tp: ym;am erifika:

6 |rekapitulasi data disiplin dan D _______________ Berita Acara Verifikasi TPP 1 hari ditandatangsant Tit
Kinerja oleh Tim Verifikasi T Sk o 5 BEEE St &2
Menyerahkan Berita Acara Hasil .

. f:’;ﬁkt:‘“ 7Y Jigﬁii]i:‘fékasi C ) Berita Acara Verifikasi TPP yang \Smnt |BA Serah Terima
ndatangani ol i g : : c :
ditandatangani Tim Verifikasi Verifikasi TPP

kepada perangkat daerah 2 gan
kemudian diarsipkan.




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

WIBAWA KAATA AAHARIA
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NOMOR SOP . 47/SOP BEPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN | : 01 Agustus 2023

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

2 ne
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.(_ iP.-196708291995031001

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA - SOP PEHBERIAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG/BERAT
MANUSIA AN BAGI PNS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pemberian hukuman disiplin PNS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS | 2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 TAHUN 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

omhw

office.

Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN

Mampu berkomunikasi dengan efektif dan sopan

Mampu berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian di perangkat daerah
Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

- SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
- SOP Kenaikan Gaji Berkala

1.
2,

Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Untuk di perhatikan masa pemberian dan waktu selesai hukuman disiplin

untuk di kembalikan lagi hak pegawainya

Data kepegawaian di SI ASN




PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG/BERAT BAGI PNS
Nomor : 47/SOP BKPSDM/2023

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN KEGIATAN
i Kepala Kabid Ketua dan Tim Dewan PNS YBS Persyaratan/ Wal P R
BKPSDM Pembinaan | Anggota Tim | Pemeriksa | Kehormatan Kelengkapan L
Menerima pengaduan pelanggaran
disiplin PNS yang telah berulang dan Surat Pengaduan;
1 |mendapatkan SK Penjatuhan C)___D_ absensi; SK Hukuman | 1 hari |Surat Disposisi
Hukuman Disiplin Ringan dari Kepala Displin Ringan.
PD dan mendisposisi surat e
2 |Membentuk Tim Pemeriksa | } Surat Disposisi 1 hari |SK Tim Pemeriksa
3 Memanggil PNS ybs untuk di lakukan ) Surat Pengaduan; SK S Surat Pemanggilan
pemeriksaaan Tim Pemeriksa A 1pNs ybs
T =],
4 [Membuat Berita Acara Pemeriksaan H.kuman gt 1 hari Bcnm,hcm
Ringan, Surat Pemeriksaan
o a
Memfasilitasi Rapat Dewan
Kehormatan Pegawai, Membahas Berita: Arara Hukuman Disiplin
5 |Hukuman Disiplin yang akan di T Baririleasn 1 hari |vang akan diberikan
berikan kepada PNS ybs sesuai kepada PNS ybs
dengan pelanggaran yang dilakukan
L 4
6 Membuat Nota Dinas dan Draft SK Berita Acara 1 hari Draft SK Penjatuhan
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemeriksaan Hukuman Disiplin
[
3 g Draft SK Penjatuh
Memproses SK Penjatuhan displin | I i . |SK Penjatuhan
7 vt Hukuman Disiplinyg | 1 hari Huk Bigion
PrEaws sudah di paraf Sekda Weman,  isIpin
8 Menyerahkan SK dan . SK Penjatuhan 1 hari SK Penjatuhan
mendokumentasikan SK Hukuman Disiplin Hukuman Disiplin
k i tas h .
9 2:?3’;::3 ;:' I:;;(::]r-lni s; sbilzkt?:ain & SK Penjatuhan 15 hari Ajuan Banding atas
pu:’s e = Hukuman Disiplin Hukuman Disiplin
. C e K Penjatuh K Penj
10 |Melaksanakan Hukuman Disiplin = TR K Penjtidan

Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin




WIBAWA KARTA RAHARJA
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 48/SOP BKPSDM/2023
L. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agu{gms 2023

DISAHKAN OLEH

Z / 'Rﬁm‘l& Badan Kepegawaian dan

7 ~~._ Pengembangan
G

Surnbar Daya Manusia

k"‘ BKPSL . |-
N\ /

/WAHYU WIBISONO
“ "”m 196708291995031001

NAMA SOP

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
(USULAN/PERMOHONAN)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Anggota Partai Politik

1.
2.

3.
=

Memahami aturan yang berkaitan dengan pemberhentian pns

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pemberhentian ASN

¥
2.

Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan seluruh data kepegawaian yang harus sangat di
perhatikan kebenarannya

Data Disimpan manual




PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (USULAN/PERMOHONAN)

Nomor : 48/SOP BKPSDM/2020

PELAKSANA MUTU BAKU Kett
No URAIAN KEGIATAN Kepala Ketua Tim
PNS ybs| Bupati BKPSDM | Pembi 2 Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Surat Pengajuan vang di tembuskan
D kepada a. atasan langsung PNS ybs
Mengajukan pengunduran diri serendah-rendahnya pejabat struktural
sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada eselon 1V;
1 Bupati melal.lul Kepa}a Peralng_ka‘t b: pejabat vang belrtﬂ.rllggung ‘Pawab di 1 hari sitat disponis
Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil bidang kepegawaian instansi yang
yang akan menjadi anggota bersangkutan;
dan/atau pengurus partai politik c. pejabat yang bertanggung jawab di
bidang keuangan instansi yang
bersangkutan
Atasan langsung memberikan
pertimbangan kepada Bupati
Pejabat Pembina Kepegawaian
2 Mendisposisi Surat Pengajuan > —DI:'———Dl I Surat Pengajuan Pengunduran Diri PNS | 920 hari PHeERGRIL ottty T8
Pengunduran Diri sebagai PNS menangguhkan harus beserta alasan
tertulis
Bila pejabat pembina kepegawaian tidak
memberikan respon, berarti pengajuan di
kabulkan
SK Pemberhentian secara Terhormat bila
di setujui oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian
3 Mengeluarkan Surat Keputusan v Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina 7 hari Mengeluarkan Surat Keputusan
Pemberhentian sebagai PNS | |l I: I Kepegawaian Pemberhentian sebagai PNS secara
TidakTerhormat bila PNS ybs tidak
mengajukan pengajuan pengunduran diri
secara tertulis sebelum menjadi
anggota /pengurus Parpol
C
Menyerahkan SK Pemberhentian L:l ; . |Tanda Terima Penyerahan SK
= h 1 hari :
* sebagai PNS kepada PNS ybs et Pemberhentian
Menyerahkan SK Pemberhentian
SK Pemberhentian 1 hari |SK Pemberhentian

5 |sebagai PNS kepada pihak yang
berkepentingan




WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP :  49/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI £ =
TGL. EFEKTIF : 28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH

o\ E m WIBISONO

~ NIP; 196708291995031001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
NAMA SOP . SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI
POLITIK (TEMUAN)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Anggota Partai Politik

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pemberhentian PNS
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Pemberhentian ASN

1. Form penyusunan laporan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pemberhentian sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai akhir
bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik.

Pencatatan secara manual dan elektronik




PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (TEMUAN)
Nomor : 49/SOP BKPSDM/2023

berkepentingan

PELAKSANA MUTU BAKU Kett
No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid Ketua Tim Dewan
s Pe tan le: Wakt Out
BKPSDM | Pembinaan | Pembinaan | Kehormatan PRB you rsyaratan/ Ksleaghapan T i
: Surat pengaduan dan bukti
; sqgm_:{-lmj -berk_as. ];engs:.duan (:)——.I }*_'l i pengaduan berupa kartu 1 hari |surat disposisi
an Mendisposisi Sura anggota Dﬂ]’tﬂi p()lilik
Pejabat Pembina Kepegawaian
2 Y
Me:lfaallua& pr:pal DC:HIII Surat Pengajuan Pengunduran memberikan keputusan, bila
2 |Kehormatan Pegawai, zam Diri PNS menangguhkan harus beserta
membahas surat pengaduan alasan tertulis
3 SK Pemberhentian secara Hormat
— tanpa hak pensiun bila PNS
berumur kurang dari 50 tahun
dan masa kerja kurang dari 20
. Tahun
3 Memproses Surat Keputusan | [ Surat Persetujuan dari Pejabat 7 hari
Pemberhentian sebagai PNS Pembina Kepegawaian
Mengeluarkan Surat Keputusan
‘ | A _i:]‘_ Pemberhentian sebagai PNS
secara APS bila PNS berumur
minimal 50 tahun dan masa kerja
minimal 20 tahun
berh : Tanda Terima Pe han SK
Menverahkﬂn SK Pember] entian i . anda lerma nyeranan
y —)[ I SK Pemberhenti 1 hari . :
* sebagai PNS kepada PNS ybs BRI Pemberhentian
Menyerahkan SK Pemberhentian
5 |sebagai PNS kepada pihak yang SK Pemberhentian 1 hari |SK Pemberhentian




NOMOR SOP - 50/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN % 01 Agustus 2023
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 28 Agustus 2023 i
A KARTA SAHARIA Kepala Badem Kepegawaian dan Pengembpingan
Za p'Blimber Daya Manusia
g
& N
DISAHKAN OLEH ]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA . ,ENE;B 7 'ST KEPUTUSAN 1ZIN
MANUSIA NAMA SOF . PERCERAIAN BAGI PNS

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Memahami aturan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas office.

[

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen | 3. Tertib Administrasi dan Kearsipan
Pegawai Negeri Sipil. 4. Mampu berkoordinasi dengan kementerian dan perangkat daerah
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 5. Tertib Administrasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Peremajaan /perbaikan data pada sistem kepegawaian 1. Form Surat Keputusan
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM 2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Permohonan ijin perkawinan dan perceraian harus berasal dari perangkat | - Pengarsipan secara manual dan elektronik

daerah asal pegawai yang bersangkutan




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS
Nomor : 50/SOP BKPSDM/2023

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Tim Tim B
Ketua Tim | Sekretaris Kepala Kepala D Persy /
FNS yb% | Kepeg PD PD P"“;;’"" A R et B o iksa | CLPSDM | Kehormatan | Kelengkapan | Vort" Outpat
Menyerahkan berkas
permohonan Surat ' l‘r‘ Berkas Berkas

1 |Izin/rekomendasi Perceraian Permohonan 5 menit | Permohonan
PNS kepada Ketua Tim Perceraian Perceraian
Kepegawaian
Memeriksa permohonan Surat "\ Berkas

2 |lzin/rekomendasi Perceraian < Permohonan 1 hari Disposisi
PNS beserta kelengkapannya. / Perceraian
Meminta keterangan dari
pemohon dan suami/istri _

3 pemohon untuk dimintai . Surat 1 hari Berita Acara
keterangan sebagai bentuk |_ Undangan Mediasi
pembinaan agar tidak terjadi
perceraian /mediasi.

Apabila proses mediasi tidak
diindahkan oleh kedua belah &
p:ha‘lk. maka dlkctllﬁ dalam I::l Heria Ackid . Berita Adara

+ B‘enta Acara Pemeriksaan yang Mediasi Pernerikspsn
ditandatangani pemohon,
suami/istri pemohon dan Tim
Pemeriksa/Binap.

Membuat draft rekomendasi h

5 pemben‘an lzm. Fe;c;rixan ) Ej Berita Acara 1 hari Surat
untuh? ap S S Pemeriksaan Rekomendasi
dan ditandatangan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

v
Memeriksa draft rekomendasi

6 Izin Perceraian PNS beserta BAP & Surat‘ { Hiast Surgt

BAP, jika setuju rekomendasi Rekomendasi Persetujuan

ditandatangani.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Tim Tim Kepala - Persyuratan/ Ket
PNS ybs m""l;: Pem::h- K;‘:h Inspektur Pemrihnt pxveDM | Xe . Relenghapan Waktu Output
Memroses Administrasi
Kepegawaian memberi nomor Surat
Surat Rekomendasi Izin Surat e Persertujuan
7 |Perceraian PNS, Mencatat Persetujuan yang sudah di
dalam buku agenda dan catat
menyampaikan kepada
pemohon dan kepada Inspektur
Memanggil pemohon dan
termohon untuk dimintai
keterangan mengenai penyebab .
adanya pengajuan izin Sum‘t
perceraian. Hasil pemeriksaan l: Perscrtujuﬂn_ . | Berita Acara
8 |terhadap yang bersangkutan yang sudah di | 1 hari Viampitianan
dituangkan dalam Berita Acara catat dan surat
Pemeriksaan dan undangan
ditandatangani pemohon,
suami/istri serta Tim
Pemeriksa.
Membuat Laporan Hasil |::| . |Laporan Hasil
9 |Pemeriksaan yang disampaikan BAP 1 hari Pemeriksaan
kepada Kepala BKPSDM
BKPSDM membahas Laporan - e Hagil
10 [Hasil Pemeriksaan Inspektorat » Peptgcr:i:csaan 3 hari Notulensi
bersama Dewan Kehormatan
Pegawai
Memberi rekomendasi yang
dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Pemberian lzin d
Perceraian Bagl PNS dan Ej Notulensi dan
11 |membuat Nota Dinas serta SK Laporan Hasil | 1 hari | Rekomendasi
pemberian Izin Perceraian Bagi Pareeilssar

PNS yang akan ditandatangan
oleh Bupati untuk golongan III
ke atas atau Kepala BKPSDM

untuk golongan Il d ke bawah




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Tim Tim Ket
Ketua Tim Kepala Kepala Dewan Persyaratan/
PNS ybs Pemeriksa Inspektur | Pemeriksa Waktu Qutput
Kepeg PD D PD I ktorat | BEPSDM Kehormatan | Kelenghapan
| ;
Menandatangi SK Pemberian 3 Draft SK SK Pemberian
12 |Izin Perceraian bagi PNS Gol Pemberian lzin | 1 hari Izin
11/d ke bawah Cerai Perceraian
L
Memproses penandatangani SK SK Pemberian
13 |Pemberian [zin Perceraian PNS 3 hari Izin
untuk golongan 11l ke atas Perceraian
; SK Pemberian
14 Menyerahkan SK Pemberian 1 hari Izin

Izin Perceraian bagi PNS

Perceraian




WIBAWA NARTA AAMARJA

S====

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 51/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023

a@ Kepegawaian dan Pengerpbangan
Swither Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
N\, N N P. 196708201995031001
PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN
NAMA SOP AEGARA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Kepala BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberina Cuti PNS

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021
perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

1.
2.

3.

Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan Cuti PNS

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Tertib Administrasi

Mampu berkomunikasi dengan baik;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1.
2.

Form Surat Keputusan
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Persyaratan harus lengkap untuk pengurusan berkas ke Badan
Kepegawaian Negara

Di simpan sebagai data manual dan elektronik




PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CTLN)
Nomor : 51/SOP BKPSDM /2023

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Ket
Kepala Kepala Kabid Ketua Tim
PNS ybs PD BKPSDM | Pembi Pomb Bupati Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Qutput
Copy SK CPNS ( 80%)
< ] - Copy SK PNS (100%)
. . - Copy SK Terakhir
gTeinga]?kan permohonan cuti - Copy Kartu Keluarga(KK) e
L faee ka“g‘fi”":ga“ d“eg"m - Copy Surat Nikah 2hari |00
L 3 gk:tp?) = a;PE];[? - Copy Daftar Gaji Terakhir
— s - Copy SKP 2 Tahun Terakhir
- Keterangan tidak dalam
hukuman Disiplin
Surat
Mengajukan permohonan cuti : Permohonan
; 2 hari-1 A
2 |di luar tanggunagan negara Surat Permohonan dan Berkas mingey  |T208 sudah di
(CLTN) ke BKPSDM BB i andatang
Kepala PD
3 Menerima surat _pemohonan =J|_|__.|_J S].lrat Pcrrno}'wnan yang sudah 18ad  [Disposisi
CLTN dan mendisposisi di tandatangi Kepala PD
) > Nota Dinas &
4 Membuat nota dinas dan surat 4 [ Surat Permohonan CLTN dan 1had  |Beras
rekomendasi pengajuan CLTN Berkas dan Disposisi Rekomendasi
Menandatangi S o ] Nota Dinas & Surat SLE
5 enan atangl urat_ - ota Dinas . ura 1hert  |Rekomsndas
Rekomendasi pengajuan CLTN Rekomendasi
CLTN
Surat
Mengajukan surat rekomendasi i Rekomendasi
6 |CLTN ke Kanreg BKD untuk di i Surat Rekomendasi CLTN 1 minggu |yang sudah di
tandatangani Kepala Kabreg tandatangani
i Ka Kanreg
Menerima surat rekomendasi I I Surat Rekomendasi yang
7 |pengajuan CLTN dari Kanreg L sudah di tandatangani Ka 1 hari |Disposisi
BKN Kanreg




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Ket
Kepala Kepala Kabid Ketua Tim
PNS ybs PD DM Pembi Pembi Bupati Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
o Surat Rekomendasi yang
8 ?emb“‘” SKI\? u ‘: — sudah di tandatangani Ka 1 hari |Draft SK CLTN
anggungan Negar Kanreg & Disposisi
v
Menandatangi Surat Keputusan . "
R foetey [ ] Draft SK CLTN 1hari [SKCLTN
LTN d "
o |Mespeslion SCC e | [ SK CLTN 1 hari |SK CLTN
Tembusannya
. v
1 Mendokumentasikan dan D SK CLTN | hari  |SK CLTN

Menyimpan SK CLTN




WIBAWA KARTA RAHARJA

RN,
]

NOMOR SOP 52/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2 3;

Kep: egawaian dan Pengembangan

A /’Snm Daya Manusia
J-' ‘J

DISAHKAN OLEH
NIP. 196708291995031001
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA 7Y
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA i PENGAJUAN PENGHARGAAN SATYALANCANA
MANUSIA NAMA KARYASATYA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

—

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

1994 tentang Tanda

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengajuan penghargaan PNS

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIOLA Kemendagri

4. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat kepada PNS

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan
kepada PNS yang telah mengabdi selama 10, 20, 30 tahun. Jika SOP
Pengurusan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya tidak
dilaksanakan akan menghambat pengurusan Penghargaan yang diterima
oleh Pegawai Negeri Sipil

- Buku Registrasi pengurusan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
- Disimpan sebagai data elektronik dan Manual




PENGAJUAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYASATYA
Nomor :52/SOP BKPSDM /2023

MUTU BAKU
No RAIAN
s v Kabid K&:a An:::tn Kepala | Bupati Rf meln Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output o
Berkas permohonan Prosedur ini
Penghargaan Tanda didahulai
Kehormatan Satya Lencana .
Menerima berkas dan Karya Satya : Spsilag:n]:; f‘nn
mendisposisi pengajuan C) 1) Biodata; :
beritahuan
St Tl o8 R Gy Berkas permohonan dan | ke SKPD
1 |Kehormatan Satya Lencana 3) SK Terakhir; 15 mnt )
Karya Satya, memberikan 4) SK Jabatan; PoRyRratany di Bt?rkaa
arahan dan menetapkan 5) Surat keterangan tidak ltz?r:ma dan
ekspektasi kinerja. pernah dijatuhi hukuman gl
sedang atau berat; Secarg
6) P2K PNS terakhir letiletit
Menyusun perencanaan
pengajuan pengajuan 3 Rincian tugas anggota tim
Penghargaan Tanda |:L:| dan kelengkapan berkas
Kehormatan Satya Lencana pengajuan, Berkas
Kar_?ra Satya, menyusun rincian Berkas permobanan dan permohonan dan
2 |kegiatan dan membagi tugas 15 mnt | persyaratannya, Konsep
kepada anggotaa tim untuk S e surat dan berkas usulan,
menyelesaikan proses Draft usulan dan daftar
administrasi pemberkas nominatif permohonan
pengajuan Tanda Kehormatan penghargaan
Satya Lencana Karya Satya. 1
e




No URAIAN KEGIATAN Ketua | Anggota Kemen Kett
Kabid i o Bupati dagri Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
] incian t tim d ;
Memeriksa kelengkapan dan - Rmmit];:liak:;:gg;;?k;: . Data daftar penerima
mengupload data penerima pengajuan, Berkas penghargaan pengajuan
penghargaan pengajuan Tanda permohon'an den ¥ Rkt Tanda Kehormatan Satya
3 |Kehormatan Satya Lencana Lencana Karya Satya
persyaratannya, Konsep surat .
Karya Satya pada SIOLA darn: etkak winiinr: ik sudah diupload ke SIOLA
Keeaendagri {Periade: Agnstis usulan dan daftar nominatif A;‘j:;::‘;ii“h!"f;‘;ﬁ"
dan November) permohonan pengh 0 €er)
Data daftar penerima Pengantar penghargaan
Pemrqseaan pengantar penghargaan pengajuan Tanda pengajuan Tanda
penerima Tanda Kehormatan >
S Y K Sa— L Kehormatan Satya Lencana Kehormatan Satya
4 Katya dncalnsll:e a.za’ e O Karya Satya sudah diupload Lencana Karya Satya
dem;n aﬁﬁ&i ritde-Agnitue ke SIOLA Kemendagri (Periode (Periode Agustus dan
a0 Novemnet) Agustus dan November) November)
Pengantar penghar Print out Surat Pengantar
Mencetak hasil pengantar : ansigennilp B penghargaan pengajuan
’ pengajuan Tanda Kehormatan
penerima Tanda Kehormatan Y Tanda Kehormatan Satya
5 i Satya Lencana Karya Satya 10 mnt
Satya Lencana Karya Satya. (Periode Agustus dan Lencana Karya Satya
(Periode Agustus dan November) November) (Periode Agustus dan
November)
Meverifikasi dokumen |
pengantar pengajuan dan Print out Surat Pengantar Nota Dinas daftar
menyusun nota dinas daftar penghargaan pengajuan Tanda 30 mnt penerima penghargaan
6 |penerima penghargaan Kehormatan Satya Lencana pengajuan Tanda

pengajuan Tanda Kehormatan
Satya Lencana Karya Satya
(Periode Agustus dan November)

Karya Satya (Periode Agustus
dan November)

Kehormatan Satya
Lencana Karya Satya




MUTU BAKU

Karya Satya melalui perangkat
daerah

Satya Lencana Karya Satya

Lencana Karya Satya

URAIAN 1
pe R e ““g“ Kepala | Bupati ";‘;“ Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output s
) Nota Dinas daftar
Penandatangaran Netu D | Nota Dinas daftar penerima penerima penghargaan
da_ftarlpenenma penghargaan penghargaan pengajuan Tanda| 60 mnt |pengajuan Tanda
7 |pengajuan Tanda Kehiormates Kehormatan Satya Lencana Kehormatan Satya
Satya Lencana llim”ya Satya Karya Satya Lencana Karya Satya
secara Elaktronik ditandatangani Kaban
Nota Dinas daftar penerima p
Penandatanganan Surat Usulan 1 penghargaan pengajuan Tanda Svias uaiac DeRgguAn
8 pengajuan Tanda Kehormatan Ej Kehormatan Satya Lencana 1 Tanda Kehormatan Satya
Satya Lencana Karya Satya : : Hari Lencana Karya Satya yang
i Karya Satya ditandatangani : 7 .
secara Elaktronik Kabars ditandatangani Bupati
Menerima Surat pengantar Surat usulan pengajuan
pengajuan Tanda Kehormatan Surat usulan pengajuan Tanda Tanda Kehormatan Satya
9 Satya Lencana Karya Satya Kehormatan Satya Lencana 3 hari |Lencana Karya Satya yang
yang ditandatangani Bupati dan Karya Satya yang ditandatangani Bupati
mengupload pengajuan ke ditandatangani Bupati yang telah diupload ke
SIOLA Kemendagri. SIOLA Kemendagri
Surat usulan pengajuan Tanda
Pengajuan Tanda Kehormatan ‘5 Kehormatan Satya Lencana Satya Lencana Karya
10 Satya Lencana Karya Satya [ Karya Satya yang Satya yang telah
diproses oleh Kemendagri ditandatangani Bupati yang ditandatangani oleh
hingga di tandatangani Presiden telah diupload ke SIOLA Presiden
[ Kemendagri
Mengambil Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 Sastzé:}r:cn:na;lll;a}:ya
11 |Satya Lencana Karya Satya ke yang telah ditandatangani oleh Menit Albars dafangani aah
Kemendagri Presiden Presiden
Mendistribusikan Tanda Buku Register Usulan Daftar penerimaan Tanda
12 Kehormatan Satya Lencana penerimaan Penghargaan 1 hari Kehormatan Satya




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

WIBAWA KARTA AAHARJA

MANUSIA

NOMOR SOP : 53/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023

TGL. REVISI N

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

~“NIP. 196708291995031001

NAMA SOP : PENERBITAN SURAT KETERANGAN KELUARGA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil.

L,
2.

3.

Memahami aturan yang berkaitan SKUMPTK

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

* SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

e  SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

e SOP Kenaikan Gaji Berkala

L
2.

Form Surat Keterangan
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumen pendukung untuk pengajuan surat keterangan keluarga harus

lengkap dan di legalisir

Disimpan sebagai data elektronik dan Manual




NOMOR SOP 54 /SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023
TGL. REVISI 5w
TGL. EFEKTIF :

WIBAWA KARTA RAHARIA gan

e
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TWAK T
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA _— PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN YANG

MANUSIA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

DASAR HUKUM:

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan

dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis
pemberhentian PNS

1.

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia

Ll o

Pensiun (BUP)

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian

1,
2
3.

Buku Registrasi / file registrasi
Komputer dan Scanner
ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

L,
2.
3.

Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai BUP
Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan

1.
2,
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)
Nomor : 54/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
N Kegiatan Kett
- Ketua | Anggota BKN Kabid | Kepala | Bupati | Kelengkapan | Waktu Output
Tim Tim
Dokumen
Menyusun perencanaan pemberhentian pegawai Perncenai das Surat . d_B?l‘kas
yang mencapai BUP kemudian menyusun ' ' Rincian .- gera{o o;;r; l:mpﬂn
1 |rincian kegiatan dan membagi tugas kepada KegiatanPemberhe ulan dens:junkﬂ bcalatmk
anggotaa tim untuk menyelesaikan proses ntian PNS van an berkas ntu
ini i i i yang persyaratan PDF
administrasi pensiun pegawai. BUP
Berkas pensiun :
surat pengantar
pd, DFCP, Kelengkapan
Mengidentifikasi dan menginput data dokumen e | 30 mne [Perkas pensiun
2 |kelengkapan pegawai BUP untuk diusulkan kcteranian ht} ] matt |oang sisp
dalam sitem SIASN e tanda terima diupload
upload dokumen
yang telah
diperiksa
Tldak
1\ Screenshot
Melakukan verifikasi dan pengesahan Kelengkaparll 10 "Usulan telah
3 |kesesuaian data dan persyaratan dokumen bcrkas. pensiun mnt berhasil dikirim
dalam sitem SIASN yang siap diupload ke BKN"
3 " Usulan telah Pertek dari BKN
4 Memproses ajuan BUP untuk penerbitan SK berhasi] dildrim ke pusat/BKN
dan Pertek oleh BKN pusat/BKN Kanreg Il BKN Kanreg IIl
ESm—— |
Data SK
; Pensiun dengan
Mengunduh dan menyunting SK Pensiun BUP Pertek dari BKN . rscsnon, tarisge]
5 |dalam sistem SIASN serta melaporkan kepada rl'ilsatf BKN Kanreg mnt |, o data
Kabid pegawai yang
sesuai pertek
ﬂ_ SK Draf Nota Dinas
g |Menyusun nota dinas untuk di TTD Kaban | Dﬂklfmtﬂ 30 mnt |Penetapan SK
selanjutnya diajukan ke Bupati ] Pensiun Pensiun




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua wta Kett
BEN Kabid Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
s Draf Nota Dinas ot I?mas
; . 60 mnt Penetapan SK
7 Penandatanganan Nota Dinas Pemensiunan Penetapan SK m Pensinn ying di
Pensiun
TTE
Nota Dinas
Penandatanganan SK Pensiun secara elektronik Penetapan SK pdf SK Pensiun
8 oleh Bupati Pensiun yang akan yang di TTE
di TTE
—
: : pdf SK Pensiun 10 Dokumen SK
9 |Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun yang di TTE mnt TS
BA Serah
Menyerah SK Pensiun melalui pengelola Dokumen SK 30 mnt |Terima SK
10 Pensiun

kepegawaian PD.

Pengsiun




WIBAWA KARTA RAHARIA

f————

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR SOP

55/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN

01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

H. wg;@”wmlsouo

N _4,_ ~NIP. }‘967 08291995031001

PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA

MANUSIA NAMA SOP
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sti)F:}il Negara & 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Peru an Atas Peraturan | 9 pamahami nerbitan SK Pensiun Y iB .
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; i rlgup;]os“ D siun Yang Mencapai Batas Usia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang RIS . . B
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang | 5, Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya; office.
5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan B. "Tertib Adisiiniitrusi

teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS
6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penctapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan

janda/dudanya
7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian

PNS
8.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Peremajaan /perbaikan data pada sistem kepegawaian 1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai
peraturan

1.
2,
3.

Di simpan sebagai data dan dokumen
Di lakukan registrasi manual dan elektronik
Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA
Nomor : 55/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Kabla | Ketus | Anggota | gy Bupati Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
Surat Pensi
Mendisposisi permohonan pensiun C:) u“:l dﬁjﬁzz?::berﬁ:n Disposisi surat
1 |Janda/Duda PD, memberikan arahan dan J‘“pemamm i 10mnt | permohonan
menetapkan ekspektasi kinerja. Janda/Duda pengsiun
Surat
permohonan Bikin
Memverifikasi surat permohonan pensiun L_J Surat permohonan Pensiun Pensiun di ir =
2 |dan berkas persyaratan dari perangkat janda/duda dan berkas 10 mnt | janda/duda dan :aTapn?n
daerah persyaratan berkas bentuk PDF
persyaratan
kelengkapannya
Berkas pensiun : surat
pengantar pd, DPCP, Surat
Mengidentifikasi dan menginput data E‘:I"_ Keterangan Kematian dari PD, b::::ng p’f"n
3 |kelengkapan Pensiun janda/duda untuk Surat Keterangan Janda/Duda | 30 mntt - p:i:;a:u
diusulkan dalam sitem SIASN dari Desa, dokumen keterangan ’;mglm:
hukdis dan tanda terima upload
dokumen vang telah diperiksa
g e |
: 5 Screenshot
Me]nkuklan werifikasl dun. pengaaatian Kelengkapan berkas pensiun "Usulan telah
4 [kescsuaian data dan perayaratan yang siap diupload 10 mnt |, rhasil dikirim ke
dokumen dalam sitem SIASN BKN"
y
Memproses ajuan BUP untuk penerbitan _E S Pertek dari BKN
5 |SK dan Pertek oleh BKN pusat/BKN Vinilin tolsh berheell dikiim e pusat/BKN
5 BKN
Kanreg Il 1 Kanreg Il1




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Kabia | Feotua | Anggota | gpy | gohan | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
L] Data SK Pensiun
Mengunduh dan menyunting SK ; dengan nomor,
Perte! N
6 |PPensiun janda/duda dalam sistem il BI:E IIT;SEUBKN 30 mnt | tanggal dan data
SIASN serta melaporkan kepada Kabid € pegawai yang
sesuai pertek
i Draf Nota Dinas
Menyusun nota dinas untuk di TTD ;
) ‘ K P
7 Kahan sclanjutnya disjiikan ke Bupeti Dokumen SK Pensiun 30 mnt Pcnetapg.n SK
Pensiun
Nota Dinas
8 Penandatanganan Nota Dinas Draf Nota Dinas Penetapan SK E5 aii Penetapan SK
Pemensiunan Pensiun Pensiun yang di
TTE
|
9 Penandatanganan SK Pensiun Nota Dinas Penetapan SK pdf SK Pensiun
ljanda/duda secara elektronik oleh Bupati Pensiun yang akan di TTE vang di TTE
Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun . : Dokumen SK
1 d t
0 janda /duda pdf SK Pensiun yang di TTE 10 mn Beriaitii
+ 3 d 3
1 Menyerah SK Pensiun janda/duda é Dokumen SK Penaiun S BA Serah Terima

melalui pengelola kepegawaian PD.

SK Pengsiun




WIBAWA KARTA RAHARJA

e

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 56 /SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Ag‘usms 2023

pajgﬂ'gﬁap Kepegawaian dan Pengembahgan

/ ‘_’q\g‘) /*‘Sumbe.}' Daya Manusia
DISAHKAN OLEH 3 \
PENERBHAH{MBIUN ATAS PERMINTAAN
NAMA SOP SENDIRI (APS/DIBERHENTIKAN DENGAN

HORMAT)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS/Diberhentikan Dengan Hormat)

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

6. Tertib Administrasi

KETEREKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS/Diberhentikan Dengan Hormat)
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT)

Nomor : 56/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua | Anggota Keterangan
Kabid Tim Tim BEKN Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi permohonan pensiun APS- D Surat permohonan Berkas
1 |DDH, memberikan arahan dan menetapkan Pensiun APS DDH dan | 10 mnt Disposisi Surat |disimpan dalam
ekspektasi kinerja kepada ketua Tim. berkas persyaratan bentuk PDF
. Surat permohonan St pectiahonsh
Memverifikasi surat permohonan pensiun Ej Pensiun APS-DDH Pensiun APS-DDH Berkas
2 |dan berkas persyaratan dari perangkat 10 mnt dan berkas disimpan dalam
dan berkas
daerah revarsian persyaratan bentuk PDF
Peryy kelengkapannya
E Berkas pensiun : surat
T pengantar pd, DPCP,
Mengidentifikasi dan menginput data dokumen keterangan Kelengkapan
3 |kelengkapan Pensiun APS-DDH untuk hukdis dan tanda 30 mntt | berkas pensiun
diusulkan dalam sitem SIASN terima upload yvang siap diupload
dokumen yang telah
diperiksa
Melakukan verifikasi dan pengesahan ‘K Tidak Kelengkapan berkas Screenshot "Usulan
4 |kesesuaian data dan persyaratan dokumen pensiun yang siap 10 mnt telah berhasil
dalam sitem SIASN diupload dikirim ke BKN"
5 Memproses ajuan BUP untuk penerbitan SK Usulan telah berhasil :::j;;;nxim
dan Pertek oleh BKN pusat/BKN Kanreg II dikirim ke BKN P - Te8
Data SK Pensiun
Mengunduh dan menyunting SK PPensiun ; dengan nomor,
6 |APS-DDH dalam sistem SIASN serta v Pertek dari BKN | 55 14 | tanggal dan data

melaporkan kepada Kabid

pusat/BKN Kanreg 111

pegawai yang
sesuai pertek




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua Keterangan
Kabid T BEN Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
: g kil Draf Nota Dinas
t t TTD X
T Mcny}xsun i a_dmas i dl, Kibdn Dokumen SK Pensiun | 30 mnt Penetapan SK
selanjutnya diajukan ke Bupati .
Pensiun
Nota Dinas
. . L Draf Nota Dinas Penetapan SK
. 60
8 |Penandatanganan Nota Dinas Pemensiunan [ L| Penetapan SK Pensiun mnt S —
TTE
; i t
Penandatanganan SK Pensiun APS-DDH NpAe Dxr}as e - pdf SK Pensiun
9 : i SK Pensiun yang akan .
secara elektronik oleh Bupati R yang di TTE
di TTE
10 Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun pdf SK Pensiun yang di 10 mnt Dokumen SK
APS-DDH TTE Pensiun
11 Menyerah SK Pensiun APS-DDH melalui Bokumen SK Pensiun | 30 mnt BA Serah Terima

pengelola kepegawaian PD.

SK Pengsiun




WIBAWA KARTA RAHARLA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 57/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

}mhﬂadan Kepegawaian d
/@’QN“ "Pengembangan
& Sumber L'Q;ayta Manusia
iy
DISAHKAN OLEH , o \'me

NAMA SOP

DUNIA AKTIF (MDA-TEWAS)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Meninggal Dunia Aktif (Mda-
Tewas)

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

6. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS/Diberhentikan Dengan Hormat
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN MENINGGAL DUNIA AKTIF (MDA-TEWAS)

Nomor : 57/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggota Kett
Kabid |Ketua Tim Tim BKN Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi permohonan pensiun Surat permohonan Pensiun
1 |MDA-Tewas, memberikan arahan dan t ' MDA-Tewas dan berkas 10 mnt Disposisi Surat
menetapkan ekspektasi kinerja. persyaratan
Surat permohonan | Berkas
Memverifikasi surat permohonan E I Surat permohonan Pensiun Pensiun MDA- disimpan
2 |pensiun dan berkas persyaratan dari MDA-Tewas dan berkas 10 mnt | Tewas dan berkas dalam
perangkat daerah persyaratan persyaratan bentuk
kelengkapannya PDF
Berkas pensiun : surat
pengantar pd, DPCP, Surat
, X . , Keteran MDA-Tewas Kelen an
Mengidentifikasi dan menginput data dad Di‘:?; Aoksciiael berkaag]f:-lpsiun
3 |kelengkapan Pensiun MDA-Tewas ; : 30 mntt P
i 3 keterangan hukdis dan MDA-Tewas yang
untuk diusulkan dalam sitem SIASN tanda terima upload sap diupload
dokumen yang telah
diperiksa
Melakukan verifikasi dan pengesahan Screenshot "Usulan
4 |kesesuaian data dan persyaratan cn:iﬂ:n%:nap:f; bcdritmioa d 10 mnt telah berhasil
dokumen dalam sitem SIASN P yang siap P dikirim ke BKN"
Memproses ajuan BUP untuk . Pertek dari BKN
5 |penerbitan SK dan Pertek oleh BKN Usgﬂﬁi‘:ﬁ“‘ pusat/BKN Kanreg
Pusat/BKN Kanreg Il 11
Mengunduh dan menyunting SK H Ddi:::gii :r::::n
6 PPensiun MDA-Tewas dalam sistem Pertek dari BKN pusat/BKN 30mnt | tan i datla
SIASN serta melaporkan kepada _£ Kanreg I11 peaggawaj eRTg
Kabid [ﬁ - sesuai pertek




SK Pensiun

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggo Kett
Kabid |Ketua Tim mtl BKN Kepala Bupati Kelengkapan Waktu Output
; ; Draf Nota Dinas
TTD
7 Mespusun nlota dma.s }mluk .- X Dokumen SK Pensiun 30 mnt Penetapan SK
Kaban selanjutnya diajukan ke Bupati :
Pensiun
3 Nota Dinas
Penandatanganan Nota Dinas Draf Nota Dinas Penetapan Penetapan SK
8 . : 60 mnt . 2
Pemensiunan SK Pensiun Pensiun yang di
— TT
E
9 Penandatanganan SK Pensiun MDA- Nota Dinas Penetapan SK pdf SK Pensiun
Tewas secara elektronik oleh Bupati Pensiun yang akan di TTE yang di TTE
Mencetak dan mengarsipkan SK ; 5 Dokumen SK
10 Pe di TTE| 10 !
Pensiun MDA-Tewas pdf SK Pensiun yang di munt Pensiun
£ si DA-T! 2 i
11 Menyerah SK Pensiun M ewas @ Dokumen SK Pensiun 30 mnt BA Serah Terima

melalui pengelola kepegawaian PD.




WIBAWA KAATA AAHARIA

S==

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR SOP 58/SOP BEPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI P -

TGL. EFEKTIF 28 Agustus -

rKepegawaian dan Pengempangan

DISAHKAN OLEH

MANUSIA NAMA SOP
SENDIRI (APS/CUKUP MASA PENSIUN)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan
dan/atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan
janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

(APS/Cukup Masa Pensiun)

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN

Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

6. Tertib Administrasi

nho

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS/Diberhentikan Dengan Hormat
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS/CUKUP MASA PENSIUN)

Nomor : 58/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Kabid | Hetua | ASEEOM | gy | Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi permohonan pensiun APS- Surat permohonan
1 |CMP PD, memberikan arahan dan Pensiun APS-CMP dan 10 mnt Disposisi Surat
menetapkan ekspektasi kinerja. berkas persyaratan
Surat permohonan | Berkas
Memverifikasi surat permohonan pensiun Surat permohonan Pensiun APS-CMP | disimpan
2 |dan berkas persyaratan dari perangkat Pensiun APS-CMP dan | 10 mnt dan berkas dalam
daerah berkas persyaratan persyaratan bentuk
kelengkapannya PDF
Berkas pensiun : surat
pengantar pd, DPCP,
S
Mengidentifikasi dan menginput data i Il(cterar?gan Kelengkapan
: Kematian dari PD, :
3 |kelengkapan Pensiun APS-CMP untuk ™ 30 mntt berkas pensiun
diusulkan dalam sitem SIASN SN S ang siap diupload
- e = hukdis dan tanda terima TERE WA CIOPON
upload dokumen yang
telah diperiksa
v
Melakukan verifikasi dan pengesahan ﬂ Kelengkapan berkas Screenshot "Usulan
4 |kesesuaian data dan persyaratan dokumen pensiun yang siap 10 mnt telah berhasil
dalam sitem SIASN 1 diupload dikirim ke BKN"
Memproses ajuan BUP untuk penerbitan L ) Pertek dari BKN
Usulan telah berhasil
5 ﬁi{ dan Pertek oleh BKN pusat/BKN Kanreg dikirim ke BKN pusath:(]{\l Kanreg
Data SK Pensiun
Mengunduh dan menyunting SK PPensiun I'Jﬁ g s dengan nomor,
KN
6 |APS-CMP dalam sistern SIASN serta Rekpil dnt B 30 mnt | tanggal dan data

melaporkan kepada Kabid

pusat/BKN Kanreg I11

pegawai yang
sesuai pertek




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggo' Kett
Kabid T = BKN Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
: ) Draf Nota Dinas
7 [Menynsun nota-dinas untuk di TID Kaban Dokumen SK Pensiun | 30mnt | Penetapan SK
selanjutnya diajukan ke Bupati :
Pensiun
i Nota Dinas
. . Draf Nota Dinas Penetapan SK
an Nota D :
8 |Penandatanganan Nota Dinas Pemensiunan Penetapan SK Pensiun St Pensiun yang di
t TTE
v
: . i SK
Penandatanganan SK Pensiun APS-CMP Hota Datia Penstapon pdf SK Pensiun
9 : : Pensiun yang akan di .
secara elektronik oleh Bupati | TTE yang di TTE
Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun pdf SK Pensiun yang di Dokumen SK
10 10 mnt ;
APS-CMP TTE Pensiun
]
|
» ) alui .
11 Menyerl i Pemugn A CHE ekl Dokumen SK Pensiun 30 mnt = ot T:_’.nma
pengelola kepegawaian PD. SK Pengsiun




WIBAWA KARTA HAMARIA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 59/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI : =
TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENERBITAN SK PENSIUN (APS UZUR/ SAKIT)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5 Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan /atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan SK Pensiun (APS Uzur/ Sakit)

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

6. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

~ SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri ((APS 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
Uzur /Sakit)

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN ( APS UZUR / SAKIT )
Nomor : 59/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Anggota | gy Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi permohonan pensiun APS- Surat permohonan
1 |US PD, memberikan arahan dan Pensiun APS-US dan| 10 mnt Disposisi Surat
menetapkan ekspektasi kinerja. berkas persyaratan
Surat permohonan Berkas
Memverifikasi surat permohonan pensiun Surat permohonan Pensiun APS-US disi
2 |dan berkas persyaratan dari perangkat Pensiun APS-US dan | 10 mnt dan berkas d:.pan
daerah berkas persyaratan persyaratan bentu:n};DF
kelengkapannya
Berkas pensiun :
surat pengantar pd,
Mengidentifikasi dan menginput data EL_L doku[:npfnpics:;itn Kelengkapan
3 |kelengkapan Pensiun APS-US untuk — . BaN) 30 mntt | berkas pensiun
: ; hukdis dan tanda : i
diusulkan dalam sitem SIASN ; yang siap diupload
terima upload
dokumen yang telah
diperiksa
Melakukan verifikasi dan pengesahan Kelengkapan berkas Screenshot "Usulan
4 |kesesuaian data dan persyaratan pensiun yang siap 10 mnt telah berhasil
dokumen dalam sitem SIASN diupload dikirim ke BKN"
1
Memproses ajuan BUP untuk penerbitan : Pertek dari BKN
5 |SK dan Pertek oleh BKN pusat/BKN Dpniion teiak Dechiagil pusat/BKN Kanreg
dikirim ke BKN
Kanreg [lI I
Data SK Pensiun
Mengunduh dan menyunting SK P dengan nomor,
6 |PPensiun APS-US dalam sistemn SIASN | | Pestak doct BN 30 mnt | tanggal dan data
< pusat/BKN Kanreg Il 3
serta melaporkan kepada Kabid pegawai yang

sesuai pertek




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kabid “‘m“" BKN Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
. D i
7 Menyusun nota dinas untuk di TTD Dokumen SK 0 i ;:;gztaa:l;;s
Kaban selanjutnya diajukan ke Bupati Pensiun 3
Pensiun
Pe fat Hote Dinas Draf Nota Dinas P:Dt:l Dma;}(
8 RN o Penetapan SK 60 mnt e apan ;
Pemensiunan Pensi Pensiun yang di
ensiun
TTE
p———
Nota Dinas
9 Penandatanganan SK Pensiun APS-US Penetapan SK pdf SK Pensiun
~  |secara elektronik oleh Bupati Pensiun yang akan di yang di TTE
TTE
10 Mencetak dan mengarsipkan SK Pensiun pdf SK Pensiun yang S T Dokumen SK
APS-US di TTE Pensiun
11 Menyerah SK Pensiun APS-US melalui Dokumen SK 30 mnt BA Serah Terima
pengelola kepegawaian PD. Pensiun SK Pengsiun




WIBAWA WARTA RAHARIA

f————

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 60/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

Kepala Badan Kepes

DISAHKAN OLEH

PENERBITAN SK PEMBERHENTIAN DENGAN

NAMA SOP HORMAT TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PNS

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan /atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

1. Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

2. Memahami proses Penerbitan SK Pemberhentian dengan hormat tanpa
hak pensiun

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN

4. Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah

5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

o ;
6. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Penerbitan SK Pemberhentian dengan hormat tanpa hak
pensiun

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PNS
Nomor : 60/SOP BKPSDM /2023

sistern SIASN serta melaporkan
kepada Kabid

11

pegawai yang
sesuai pertek

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Anggota Kett
Kabid Tim BKN Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi permohonan pensiun Surat permohonan
APS-PDHTHP PD, memberikan Pensiun APS- i ik
1 larahan dan menetapkan ekspektasi o VDTITD dan Sadias | NRE ] Tiepen Sures
kinerja. persyaratan
Surat permohonan Bikes: permehotan Berkas
Memverifikasi surat permohonan : Pensiun APS- sy
. g Pensiun APS- disimpan
2 |pensiun dan berkas persyaratan dari 10 mnt PDHTHP dan
Seacih PDHTHP dan berkas T dalam
peranghat dacr persyaratan i bentuk PDF
kelengkapannya
Berkas pensiun :
surat pengantar pd,
Mengidentifikasi dan menginput data DPCP, dokumen Kelengkapan
3 |kelengkapan Pensiun APS-PDHTHP I B keterangan hukdis | 30 mntt bcrkg& pensiun
untuk diusulkan dalam sitem SIASN dan tanda terima yang siap diupload
upload dokumen
yang telah diperiksa
Satnicr it vedﬁk“l.dm Tidak Kelengkapan berkas Screenshot "Usulan
pengesahan kesesuaian data dan ; . :
4 : pensiun yang siap 10 mnt telah berhasil
persyaratan dokumen dalam sitem i S "
SIASN n diupload dikirim ke BKN
Memproses ajuan BUP untuk celaki . Pertek dari BKN
5 |penerbitan SK dan Pertek oleh BKN U"‘:lli‘;:i’ n; k:;z;“‘l pusat/BKN Kanreg
pusat/BKN Kanreg Il 11
1 Data SK Pensiun
;&;:gqndi.;\r;)g?;nr;frt;{y;n;a?g K Hj Pertek dari BKN dengan nomor,
6 o i pusat/BKN Kanreg | 30 mnt | tanggal dan data




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Kabia | Ketua | Anggota | gy | Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Tim Tim
Menyusun nota dinas untuk di TTD Dokumen SK Draf Nota Dinas
7 |Kaban selanjutnya diajukan ke Eo i 30 mnt Penetapan SK
Bupati Pensiun
: Nota Dinas
Penandatanganan Nota Dinas : 5 Penetapan SK
8 : Penetapan SK 60 mnt ) .
Pemensiunan : Pensiun yang di
Pensiun
TTE
=
; Nota Dinas
Penandatangamii S Pt-.r?smn Akt Penetapan SK pdf SK Pensiun
9 |PDHTHP secara elektronik oleh . : :
S Pensiun yang akan di yang di TTE
upa 1 TTE
10 Mencetak dan mengarsipkan SK pdf SK Pensiun yang 16 sant Dokumen SK
Pensiun APS-PDHTHP di TTE Pensiun
e
1 Menyerah SK Pensiun APS-PDHTHP Dokumen SK 05 st BA Serah Terima
melalui pengelola kepegawaian PD. Pensiun SK Pengsiun




WIEAWA KARTA RAHARIA

—

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 61/SOP BEKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

28 Agustus 2023 |
chﬁ%ﬁ,ﬁ Kepegawaian dan Penge

5. ,f"'" Sumber Daya Manusia

DISAHKAN OLEH

6708291995031001

PERMOHONAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
(MPP)

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan
Memahami proses Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SI ASN BKN
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

kel

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

~ SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peratura
4. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PERMOHONAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)
Nomor : 61/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kett
Kabid | Ketua Tim “““"m“ Kepala | Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi permohonan masa Sirat DO AR
persiapan pensiun, memberikan arahan pe y i
1 I pensiun dan berkas 10 mnt Disposisi Surat
dan menetapkan ekspektasi kinerja.
persyaratan
permohonan
Surat permohonan Herias
Memverifikasi surat permohonan masa Surat permohonan masa pers disimpan
. - 4 Pensiun
2 |persiapan pensiun dan berkas pensiun dan berkas 10 mnt dalam
£ permohonan masa
persyaratan dari perangkat daerah persyaratan ; bentuk
pensiun
1 PDF
Y s h ;
Memproses dan membuat draf SK ur?u N s o
3 ; Pensiun permohonan 30 mntt Masa
permohonan masa persiapan : ;
| masa pensiun Pemensiunan
—
Melakukan verifikasi dan pengesahan Kelengkapan berkas Validasi SK
4 |kesesuaian data dan persyaratan pensiun yang siap 10 mnt Persiapan Masa
dokumen diupload Pemensiunan
Y Draf Nota Dinas
Menyusun nota dinas untuk di TTD y Penetapan SK
: i 3
I Kaban selanjutnya diajukan ke Bupati SRR S Dt Persiapan Masa
: Pemensiunan
: Nota Dinas
; ; Draf Nota Dinas
8 Penandatanga_mn Nota Dinas Persiapan Penetapan SK Persiapan | 60 mnt PenFtapan SK.
Masa Pemensiunan ; Pensiun yang di
Masa Pemensiunan
TTE
Penandatanganan SK Persapan Masa s D!naa Penetapan ?’K pdf SK Pensiun
9 A ; Pensiun yang akan di :
Pemensiunan oleh Bupati TTD yang di TTD
10 Mencetak dan mengarsipkan SK Y pdf SK Pensiun yang di 10 mnt Dokumen SK
Persiapan Masa Pemensiunan TTD Pensiun
1
) |
Menyerah SK Persiapan Masa ) )
11 |Pemensiunan melalui pengelola Oviammen SA Fermapan 30 mnt HASereh Tertms

kepegawaian PD.

Masa Pemensiunan

SK Pengsiun




WIBAWA KARTA RAMARLA

e

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 62/SOP BEPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

gan

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP
(KEPUTUSAN PENSIUN HILANG)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;

5. Peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan
teknis pension PNS dan pension janda/duda PNS

6. Peraturan BKN nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau
penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

7. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS

Memahami rincian tugas dalam setiap alur pelaksanaan

Memahami proses Pengajuan SK Petikan Ke 2/3 (SK Pensiun Hilang)
Menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah
Mengolah data dan arsip

bl

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Buku Registrasi / file registrasi
2. Komputer dan Scanner
1. ATK dan odner penyimpanan arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Ketidaktertiban proses Pengajuan SK Petikan Ke 2/3 (SK Pensiun Hilang)
2. Penegasan wewenang dan alur kerja dalam setiap proses pelaksanaan
3. Kesesuaian persyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai peraturan

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Di lakukan registrasi manual dan elektronik
- Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




PENGAJUAN KEPUTUSAN PETIKAN KE 2/3 (KEPUTUSAN PENSIUN HILANG)

Nomor : 62/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kabid Ketua Tim | Anggota Tim Kepala Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi berkas
; Berkas persyaratan dan
permohonan pengajuan SK Berkas Persyaratan :
1 5 : : oy , 15 mnt surat pengantar dari
pensiun (SK pensiun hilang) Ke administratif L AP
Ketua Tim = i e
. . g Disposisi Surat 2 . .
. |Memverifikasi surat permohonan 2 Hasil verifikasi surat
2 - 1an SK Pensiun hilan Permohonan pengajuan | 30 mnt - h
pengaj £ SK pensiun permohonan
3 Memproses Surat Keterangan SK Hasil verifikasi surat T hid Surat Keterangan SK
*  |Pensiun yang hilang. permohonan pensiun yang hilang
di Surat J
Beagpusin Sy u‘lzfs A Berkas Surat Keterangan 3
4 |keterangan SK pensiun yang . p 30 mnt nota dinas
; SK Pensiun yang hilang
hilang
1
Menandatangani Surat fj nota dinas Berkas Surat Surat Keterangan SK
5 |Keterangan SK pensiun yang Keterangan SK Pensiun 1 jam pensiun yang hilang
hilang yang hilang ditandatangani Kaban
Surat k n SK
ura' eteranga_ BA Penerimaan Surat
Penyerahan Surat keterangan pensiun yang hilang ;
6 ; ; : o 10 mnt | Keterangan SK pensiun
SK pensiun yang hilang ditandatangani Kepala sk il
Badan yang hrlang
i ket
- Mengarsipkan Surat keterangan é) Surat Keterangan SK T pard Araip B et
SK pensiun yang hilang. pensiun yang hilang




WIBAWA KARTA AAHAALA

_orEe.
e s

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 63/SOP BKPSDM/2023
TGL. PEMBUATAN | : 01 Oktober 2023
TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PEN GHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Perhargaan Pegawai Berprestasi

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pengelolaan Promosi dan Mutasi ASN

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Harus diselenggarakan dengan transparansi dan tidak memihak kepada
pihak tertentu

- Data disimpan manual dan elektronik




PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI BERPRESTASI
Nomor : 63/SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kabid Tim Penilai ‘““"Tm"“ Kepala | YBS Kelengkapan Waktu Output
i asikan tent ;
Mc:jnlnform " an? e Surat pemberitahuan
1 [P€ AEERER D e Surat pemberitahuan - yang terinformasikan ke
berprestasi kepada perangkat erangkat daersh
daerah P
Melampirkan
Mengajukan usulan calon dokumen Dokumen kelengkapan
2 : R 30 mnt
pegawai berprestasi kelengkapan usulan
administrasi
; — ; Ej Dokumen kelengkapan s .
3 |Melakukan seleksi administrasi > = gkapa Hasil seleksi administrasi
usulan
1 hari
ilitasi ti ilai seleksi D kel a . .
4 Memlfalsﬂ_ttas.u tim penilal scieknl okumen kelengkapan Hasil seleksi administrasi
administrasi usulan
; k. Dokumen kelengkapa: Doku S i
5 |Melakukan seleksi wawancara I okumern ngkapan okumen Seleksi
usulan Wawancara
1 hari
N
6 Memfasilitasi tim penilai seleksi E ] Dokumen kelengkapan Dokumen Seleksi
wawncara usulan Wawancara
7 Menyampaikan hasil seleksi Dokumen Seleksi 1 hari Hasil seleksi pegawai
pegawai berprestasi Wawancara berprestasi
8 Menerima Hasil seleksi pegawai Hasil seleksi pegawai . Menerima penghargaan

berprestasi

berprestasi

pegawai berprestasi




WIBAWE WARTA RAHARIA

S

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP 64/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN | : 01 Oktober 2023
TGL. REVISI 1 .
TGL. EFEKTIF . 28A s 2023
Mp«:g&\wa:an dan Penge gan
e ber Daya Manusia
DISAHKAN OLEH N
NAMA SOP pr:un“nnm BANTUAN KEPADA PEGAWAI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada
pegawai

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

¢ Usulan pemberian bantuan di ajukan oleh perangkat daerah;
e Proses pemberian bantuan kepada pegawai harus transparan dan tidak
memihak.

Data disimpan manual dan elektronik dalam aplikasi SI ASN




PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEGAWAI

Nomor : 64/SOP BKPSDM /2023

pegawai

di terima

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketua dan Kett
Kepala | KORPRI Kabid Anggota YBS Kelengkapan Waktu Output
Tim
i h

Mengajukan permo nnap _ Berkas Persyaratan Berkas persyaratan d:?n
1 |bantuan kepada pegawai di administratif = surat pengantar dari

perangkat daerahnya perangkat daerah

Mendisposisi surat untuk di Disposisi Surat Surat_PC”“t?hﬂﬂan
2 |tindaklanjuti ke sekretariat Permohonan pengajuan | 5 menit penga_!uan an:iuiil]ndr

KORPRI bantuan pegawai pegawal y B T =

——— disposisi
Surat Permohonan
; ngaj bantu

Memverifikasi dokuemn pe gajluan o . Hasil verifikasi surat
3 e pegawai yang sudah di | 30 menit h

pEER disposisi dan dokumen PEEMORORE

pendukung
. ‘ .

4 Menentukan pemberian bantuan ] Hasil verifikasi surat 30 menit Jenis pemberian

kepada pegawai permohonan bantuan kepada pegawai
5 Memfasilitasi pemberian " 1»44 | Jenis Bantuan kepada 1 hari Penyerahan bantuan

bantuan kepada pegawai pegawai kepada pegawai

Y
( ) i t kepad i

7 v ianins Jenis Bantuan kepada ) Bantuan kepada pegawai




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 65/SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan

01 September 2023
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

01 Oktober 2023

Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan

Sug‘lbé"'HaF Ma\uma Kabupateh Purwakarta

o ———

o LS
v RD f‘
¢ .' .‘A"",\J

: 199503 1 001
L)

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur G >
PENYUSUNAN LAPORAN AI(UHTABILIT&S I(INERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( LAKIP )

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Mampu Mengoperasikan komputer
Nasional; 2. Telah menandatangani Pakta Integritas.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja | 3. Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah; 4. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
3. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi | 5. Memahami DPA, Renstra dan Renja
Pemerintah; 6. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer/internet/printer
2. SOP Penyusunan Renja ; gotume" EE:JSJ?I'RA
3. SOP Perjanjian Kinerja . LONHICS 2 —
4. SOP Per?vu;unan Lar?oran Keuangan 4= batuoi Per'janj_lap ‘l(lner]a
. 5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
5. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 6. DPA
7. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD

Peringatan :
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP tidak akan selesai
tepat waktu.

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NOMOR : 65 /SOP BKPSDM/2023
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Perangkat
Kepala Badan L‘lkruhrit Badan Bidang Kasubag PKP Anggota D::F.h Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output
Menerima dan di kan surat k dari s
| E - Disposisi Sura
1. |Bagian Organisasi serta membentuk tim penyusunan Surat Masuk llam | =K Tim Pe A
LAKIP LAKIP
¢
|Menginstruksikan kasubag PKP untuk menyusun - Disposisi Surat Masuk 10 Menit Format Pengumpulan
LS A - SK Tim Penyusunan LAKIP Data
¥
3. [Feloksanakan koordines! dengan Bidang delam N Format Pengumpulan Data 1 Jam Data dan Informasi
rangka menghimpun data
4, |Menerima dan mengolah data dari bidang » Data dan Informasi 2 Hari  |Bahan Penyusunan LAKIP
|
¥
5. |Menyusun draft LAKIP Bahan Penyusunan LAKIP 14 Hari Draft LAKIP
y
6. |Melaksanakan asistensi LAKIP Draft LAKIP 1 Hari Hasil Verifikasi LAKIP
7. |Perbaikan hasil asistensi LAKIP Data yang sudah diverifikasi 1 Hari Pembaharuan data
¥
. Meneliti dan memaraf. Jika tidak setuju maka 3 / \ Draft LAKIP 3'%am Draft LAKIP yang telah
ldikembalikan dan diperbaiki g diparaf
Laporan Akuntabilitas
9. |Mengesahkan LAKIP Draft LAKIP yang telah diparaf | 30 Menit Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
¥
Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Hari Dol n LAKIP

10.

Pencetakan Dokumen LAKIP

Instansi Pemerintah (LAKIP)




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

66 /SOP BKPSDM/2023
01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

= 7

SEKRETARIAT

._ 7%

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang telah ditentukan;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis | 2. Mampu mengoperasikan komputer;
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 | 4. Memahami alur bisnis keuangan;
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 5. Menguasai sistem keuangan daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Data dan berkas SPJ
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan penyimpanan Arsip

Peringatan :

1.

(V]

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pembuatan laporan
keuangan

Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen

Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

Pencatatan dan Pendataan:

1. Di simpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

NOMOR : 66 /SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i Ket
Kepal Persyaratan /
Budan Sekretaris Kasubag PKP Anggota BKAD Kelengkapan Waktu Output
Menerima Disposisi Kepala Badan atas A ¥ 44
- Surat masuk dari BKAD - Disposisi surat
1. Surat Kepala BRAD Elntuk Rl bl tentang penyusunan 5 Menit  |masuk dari Kepala
Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan laporan keuangan Badan
[Tahunan SKPD
Menindaklanjuti Disposisi Kepala Badan
atas Surat Kepala BKAD untuk menyusun i i
2. |Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan d;;sg:s;slla.s;;tar:asuk 5 Menit - Nota Dinas
Tahunan SKPD dengan membuat Nota P
Dinas
Penata Keuangan membuat Nota Dinas
untuk dikirim kepada Bendahara untuk
3. |menyampaikan data yang berhubungan » - Nota Dinas - Nota Dinas
dengan penyusunan Laporan Bulanan,
Triwulan, Semester dan Tahunan SKPD
Bendahara Mempersiapkan dan r
Menyampaikan salinan dokumen yang - Nota Dinas - BKU
4, |berhubungan penyusunan Laporan - BKU 1 Hari - Pengesahan SP)
Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan - Pengesahan SP]
SKPD yang telah diverifikasi
Menerima Data yang disampaikan Y S—
Bendahara guna penyusunan Laporan - BKU 10 Meni I
5- lgulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan - Pengesahan SPJ 0 Ment: ﬁ‘;ﬁ:ﬂ;;';an aporan
SKPD
r
6. |Mengkompilasi data dari Bidang dan - Bahan data penyusunan 43Jam | Kumpulan data dan
" |Sekretariat. laporan Keuangan laporan
2 - Kumpulan data dan
P Melaksanakan entry data ke dalam Sistem laporan 1 Hari - Print out draft
*  |Keuangan Daerah (Jurnal Penyesuaian) - Sistem Keuangan laporan keuangan
| Daerah
Melaksanakan cetak laporan Bulanan, - Sistem Keuangan e
[Triwulan, Semester dan Tahunan SKPD Daerah Draft Laporan
8. < Ke O h - PRt Bt AFaR 1 Jam Keuangan yang belum
dari Sistem Keuangan Daera rint out draft laporan diverifikasi
keuangan




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan = 7 Ket
SORJ— i A BKAD Fusohi oS Waktu  |Ou
B i Sekretaris Kasubag PKP nggota gka tput
Melaksanakan dan memvalidasi laporan . Draft Laporan - Draft Laporan
9. |Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Keusngan 4 Jam Keuanga_\n yang
SKPD sudah diverifikasi
" - Draft Laporan
10 Memeriksa kembali sebelum > Koisarigan Yo 10 Meni. |- Laporen Kevsngsn
* |melaksanakan rekonsiliasi dengan BKAD sudah diverifikasi
P - Laporan Keuangan
11. |melaksanakan rekonsiliasi dengan BKAD - Laporan Keuangan 2 Hari setalih:rakonsiliash
12 Melaksanakan pengarsipan laporan = Laporan Keuanlg_an 15 Menit | Laporan Keuan_g_an i
" |setelah rekonsiliasi setelah rekonsilias! setelah rekonsiliasi
- LRA
- LO
Membuat Catatan atas Laporan keuangan - Laporan Keuangan 3 Hari - Laporan Ekuitas - Penyusunan
= (CalK) setelah rekonsiliasi - MarAta Laporan Tahunan
¢ - Draft CalLK
S
. /\ oo T Sudah divalidasi:
14 Melaksanakan verifikasi dan memvalidasi . < k Negaca 1 Hari -LRA -LO - hfleraca - Penyusunan
* |Catatan atas Laporan keuangan (CalLK) - Laporan Arus Kas - Iaaprotr?:r;&wtas Laporan Tahunan
- Draft CalK I
X LRA - LO
3 B 5 - LRA - LO
/ [ Iﬁaporan Bt - Laporan Ekuitas
: - Neraca
Melaksanakan verifikasi dan memvalidasi Tidak . taporan, Arus e 1Hari [ WNeraca - Penyusunan
15 lcatatan atas Laporan keuangan (Calk) = = Drgﬂ: Calk ;;r;f‘stu%:lf Laporan Tahunan
yang sudah divalidasi

divalidasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket
Kasubag Persyaratan /
Kepala Badan Sekretaris PKD Anggota BKAD Kelangiapan Wakitu Output
- LRA - LO
j - Laporan Ekuitas
" - Neraca I T "
16. Menandatangani Laporan Keuangan dan - Laporan Arus Kas 55 ad LRA -LO l\‘leraca Penyusunan
Catatan atas Laporan keuangan (Calk) - Draft CalK - Laporan Ekuitas Laporan Tahunan
yang sudah =CaLk
divalidasi
= LRA - LO - Neraca
17 Menggandakan Laporan Keuangan dan - Laporan Ekuitas 1 Hari - LRA - LO - Neraca |- PenyuSunan
* |Catatan atas Laporan keuangan (CalK) - Laporan Arus Kas - Laporan Ekuitas Laporan Tahunan
- CalK - CalK
3 - LRA - LO - Neraca
18 IMengarsipkan Laporan Keuangan dan - Laporan Ekuitas 15 Menit | LRA - LO - Neraca |- Penyusunan
" |Catatan atas Laporan keuangan (Calk) L - Laporan Arus Kas - Laporan Ekuitas Laporan Tahunan
- CalLK - CalK
Mengirimkan Laporan Keuangan dan - Laporan Keuangan T . &
19. |catatan atas Laporan keuangan (Calk) :J] | +Calk ¥nein e Perusune

kepada BKAD

- Surat Pengantar

berkas

Laporan Tahunan




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 82 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan 01 September 2023
Tanggal Revisi - L
| Tanggal Efektif 01 Oktober 2023 \
Disahkan oleh Kepala Badan-Kepegawaian dan Pehgembangan
Su b anus urwakarta

~( BKPSDM )

1. Wally

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur : o ——

SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kabupaten Purwakarta.

Mampu Mengoperasikan komputer

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program

Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

BwN e

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. -

1. Komputer/internet/printer
2. Dokumen RKA tahun sebelumnya
3. Lembaran kerja

Peringatan :
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaporan akuntabilitas kinerja tidak

akan berjalan lancar.

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

NOMOR : 82 /SOP BKPSDM/2023

hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan 7 Ket
Persyaratan
Kepala Badan Sekretaris Tim Evaluasi Kasubag PKP Anggota Kel ka Waktu Output
Menginstruksikan untuk melaksanakan evaluasi | J ¥ + . :
L. Jakuntabilitas kinerja Internal l | Lembas Dispdsie) 30 Menit Disposisi
struksikan untuk persiapkan :
Mengl D it Mésmparsiap Disposisi
2 lpelaksanaaan evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal = bl Dispogist
IMenyusun konsep SK TIM evaluasi Akuntabilitas i
3 i ia Int 1 H Disposisi 2 Jam Draft SK Tim evaluasi
T %
Menverifikasi dan memvalidasi konsep = T
4 sk TIM evaluasi Akuntabilitas kineria Tritiivial \/.. \/ Draft SK Tim evaluasi 1Jam | Draft SK Tim evaluasi
r
5. Menandatangani konsep SK TIM evaluasi Akuntabilitas Draft SK Tim evaluasi 15 Menit SK Tim evaluasi
kinerja Internal
M Ki P SK TIM I i Akuntabilitas
6. |kinerja Intermal yang telah ditandatangan, memberi :1 l SK Tim evaluasi 10 Menit SK Tim evaluasi
inomor, mengarsipkan dan mendistribusikannya
Menerima 5K TIM evaluasi Akuntabilitas kinerja "
7. |internal, melaksanakan dan menyusun laporan hasil [ e SK Tim evaluasi 30 Menit Ef:d";“ hasil evaluast
aluasi
Menerima laporan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja =) " luasi ki Laporan hasil evaluasi
8. Easral > [taporan hasil evaluasi kinerja| 1 hari hinerja
" 4 Draft rencana tindak
Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil |J . g .
10, evaluasi Akuntabilitas kinerfa In: | L_j Laporan hasil evaluasi kinerja| 2 Jam ::{aﬁa laporan evaluasi
Menverifikasi dan memvalidasi konsep rencana tindak / b ; : Draft rencana tindak
11. flanjut dari hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja e b mrl':a'::' fn';:: Jut 1Jam jJanjut laporan evaluasi
Internal v \/ kinerja
4
12 Menandatangani konsep rencana tindak lanjut dari Draft rencana tindak lanjut 15 Menit ncana tindak lanjut
* |hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal Japoran evaluasi kinerja poran evaluasi kinerja
Melaksanakan pengarsipan rencana tindak lanjut Rencana tindak lanjut laporan .
13. evaluasi kinerja 15 Menit Arsip




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

83 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan

01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

01 Oktober 2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pen- embangan
Sumber Mhhu‘i‘a Kabupaten Aurwakarta

BKPSDM

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur : ——
PENGUKURAN KINERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kabupaten Purwakarta.

PO, b

Mampu Mengoperasikan komputer

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program

Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Peralatan/Perlengkapan:

Keterkaitan:
. = 1. Komputer/internet/printer
' 2. Dokumen RKA tahun sebelumnya
3. Lembaran kerja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaporan akuntabilitas kinerja tidak
akan berjalan lancar,

2. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




SOP PENGUKURAN KINERJA

NOMOR : 83 /SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . 7
Badan Sekretariat Bida Kasubag PKP SEYaratan
Kepala ng Anggota Kelongkapan Waktu Output
Kepala Badan memerintahkan Sekretaris untuk I' ,‘ | i
L. Inelakukan pengukuran kinerja ] | Nota Dinas 5 Menit | Disposisi Nota Dinas
ISekretaris melakukan rapat dengan Kasubag PKP dan ¥
2. |Anggota Tim Penyusunan LAKIP untuk memberikan | | Disposisi Nota Dinas 60 Menit Notulen rapat
arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja
Tim Penyusunan LAKIP menyusun rencana kegiatan Ej _ .
3. [pengukuran kinerja Notulen rapat 23Jam |Program kerja kegiatan
Tim Penyusunan LAKIP menylapkan metodologi
% engukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap [ Program kerja kegiatan, 3 Jam Kertas kerja
y saran/program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan | Renstra, Tapkin. pengukuran kinerja
indikator kinerja yang SMART
Tim Penyusunan LAKIP melakukan pengukuran Dokumen pengumpulan data kerta
5. |capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah kinerja, kertas kerja 1 hari skkeda it
\ditetapkan pengukuran kinerja pengukuran kinerja
ITim Penyusunan LAKIP merekap seluruh hasil Ya H 3 .
6. |pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap ffn";i"ﬂla pengukuran 2 jom F-ekap::l:lasl ‘r:ias:l
sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan l—; pengukuran kinerja
Y Tim Penyusunan LAKIP melaporkan hasil rekapi i | Rekapitulasi hasil pengukuran 30 Menit Draft laporan hasil
* |pengukuran kinerja kepada Kasubag PKP l kinerja pengukuran kinerja
Kasubag PKP menganalisa hasil rekapitulasi /)\ g
Draft laporan hasil £ poran hasil
8. |pengukuran kinerja apabila setuju akan digunakan b 2 jam ——
sebagai bahan penyusunan LAKIP dan evaluasi o Tk pengukuran kinerja ukuran kinerja
r
g Kasubag PKP melaporkan data pengukuran kinerja l | | I laporan hasil pengukuran 30 Menit J2POTaN hasil
* |kepada Sekretaris dan Kepala Badan kinerja ngukuran kinerja
10. [Pengarsipan data capaian kinerja ﬁj | ol Yo yanoulamn 15 Menit Arsip




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 84 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan 01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2023

Disahkan oleh Kepala Bwepagawalan dan Pengembangan
Su Wa Kabupaten Purwakarta

(f~<_
@

[m{: u;!t.ri"dﬁ" :

\ sm—

\ : 1
\‘NIP 1967:)%'2-'9; 199503 1 001
. o

SEKRETARIAT

\ ’D}M‘L’ 5" £
Nama Standar Operasional Prosedur : e
PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kabupaten Purwakarta.

Mampu Mengoperasikan komputer

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program

Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Awn e

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. =

1. Komputer/internet/printer
2. Dokumen RKA tahun sebelumnya
3. Lembaran kerja

Peringatan :
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaporan akuntabilitas kinerja tidak

akan berjalan lancar.

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy J




SOP PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA

NOMOR : 84 /SOP BKPSDM/2023

melakukan pengumpulan data kinerja

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Persyaratan /
n
Kepala Badan | Sekretariat Bidang Kasubag PKP Anggota Kelengkapan Output
Kepala Badan memerintahkan Sekretaris untuk Nota Dinas Disposisi Nota Dinas

|Sekretaris melakukan rapat dengan Kasubag PKP dan
iAnggota Tim Penyusunan LAKIP untuk memberikan

Disposisi Nota Dinas

Notulen rapat

= arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data
kinerja
¥
lAnggota Tim Penyusunan LAKIP menyusun rencana & B
3. pelaksanaan pengumpulan data I Notulen rapat Program kerja kegiatan
Anggota Tim Penyusunan LAKIP mengumpulkan 2
4, |dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan I R gral m _llt_erjahkegiatan, Dokumen
Ipengumpulan data s Tapkin.
A
5 lAnggota Tim Penyusunan LAKIP menyiapkan form | Draft form pengumpulan data form pengumpulan data
" |pengumpulan data capaian kinerja [capaian kinerja capaian kinerja
Form pengumpulan data capaian kinerja fform pengumpulan data ) "
6 Lidistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang-bidang icapaian kinerja Bukti tanda terima form
ekretariat dan Bidang-bidang mengisi form
7 ngumpulan data capaian kinerja selanjutnya 2 fform pengumpulan data Emimgiumpi "‘aa" data
© |menyerahkan form yang telah di isi kepada tim paian kinerja suxh terisi ik
[penyusunan LAKIP
14 form pengumpulan data ekapitulasi hasil
8. [Anggota Tim LAKIP merekap data capaian kinerja capaian kinerja yang sudah pengumpulan data
I—; terisi paian kinerja
y .
[Rekapitulasi hasil Draft laporan hasil
lAnggota Tim LAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data
9. lan data iai lai
fuinerja kepada Kasubag PK? | pengumpuii dats copeiu g oo
Yay
Kasubag PKP menganalisa Laporan hasil pengumpulan ﬂ\ Draft laporan hasil lLaporan hasil
10. jdata kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai Tidak gumpulan data capaian umpulan data
n penyusunan Laporan Kinerja \/ nerja paian kinerja
11, [Kasubag PKP melaporkan hasil pengumpulan data [ ] [_ I Laporan hasil pengumpulan “m':r: h'::il ks
* |capaian kinerja kepada Sekretaris dan Kepala Badan data capaian kinerja jpena 2:‘ “l
" . i " I Laporan hasil pengumpulan "
12. |Pengarsipan data capaian kinerja " data capaian kinerja Arsip




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SQOP

85 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan

01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

01 Oktober 2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembanga
Sl;%gf_;géyé-ﬂaeﬁ?ia Kabupaten Pt.frwakarta

\ 1
£

2 NIP. 19670829 199503 1 001

\ U

SEKRETARIAT

PENGAJUAN TPP

Nama Standar Operasional Prosedur : —
SOP PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN DAN KINERJA UNTUK

T itz D s
F At

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Namor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negalj:

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republi
i 494);

2 :Jn:doanr::sii:gg;r:omo)r 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
i ia Nomor 5601); . ‘

3. :s:l:izlri:nm:eczzntah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); o '

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. dan Reformgsu BII"OkI‘::!S! Non?.or 63
Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja !Jegawar Negerl,

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ref(?rmas: BIr:UkI'E!SI Non?o.r 41.
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana' Bagi Pegawal Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1273).

1. Mampu Mengoperasikan komputer
2. Memahami SOTK yang berlaku
3. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

——— Peralatan/Perlengkapan;
Keterkaitan: 1. Komputer/internet/printer
1. - 2. Dokumen RKA tahun sebelumnya
3. Lembaran kerja
- — Pencatatan dan Pendataan:
eringatan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaporan akuntabilitas kinerja tidak

3. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

akan berjalan lancar.



SOP PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN DAN KINERJA UNTUK PENGAJUAN TPP

NOMOR : 85 /SOP BKPSDM /2023

absensi dan kinerja

itanda tangan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kepala Badan | Ketua Tim Sekretaris [ 5909 Pemenast | pnggota ""V"I‘“"“I“':" Walktu Output
Kepala Badan memerintahkan Ketua Tim untyk 1
1. |melakukan pengumpulan data Absensi dan kinerja [ ]—"'f I Nota Dinas 5 Menit Disposisi Nota Dinas
untuk pengajuan TPP
Menginstruksikan Sekretaris Tim dan Anggota Tim _ _ -
2. |untuk melakukan pengumpulan data absensi dan Disposisi Nota Dinas 5 Menit Disposisi Nota Dinas
kinerja untuk pengajuan TPP
Mencetak bahan pemeriksaan TPP dari sistem, yang Disposisi Nota Dinas, Perbup | 1 ;. [Draft rekapitulasi
3. [terdiri dari laporan perhitungan TPP, laporan daftar PP |pbsensi dan kinerja
kehadiran, LKP dan Berita Acara Pemeriksaan
e o xoptue
IMelakukan pencocokan dengan presensi manual cuti, Bhet e naga'; i 1 50 & don kinarsa
. ijin tugas belajar, tugas keluar dan keterangan sakit :Ha,j:r = {u gas ok dar:r g yang sudah dicocoklan
| i
[—" Draft rekapitulasi absensi dan Draft BA dan Draft
5. |Membuat Berita Acara Pengajuan TPP L.,g ﬁner}a yang sudah 15 Menit n:kapludkalsl absensi dan
¥ Draft BA dan Draft
Draft BA dan Draft ¢
6. [Melakukan verifikasi Berita Acara Pengajuan TPP dan va O e i oD 1 sam [ckapituzsi absensi Gan
' |rekapitulasi absensi kehadiran dan kinerja hineria ke ::-1 h:gg“
u\ ; Draft BA dan Draft
AV dan rekapitulasi
Melakukan Validasi Berita Acara Pengajuan TPP dan pekapitites) absens! dan 1 Jam
7 rekapitulasi absensi dan kinerja / Tidak imer]: yang sudah ditanda bsensi dan kinerja
dan rekapitulasi absensi dan rekapitulasi
Melakukan pengarsipan Berita Acara Pengajuan TPP —
8. idan rekapitulasi absensi dan kinerja 5 I an kinerja bsensi dan kinerja
. ! dan rekapitulasi absensi
g, |Mengirim Berita Acara Pengajuan TPP dan rekapitulasi I: n kinerja yang sudah 5 menit Selesai




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

86 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan

01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

01 Okto :

Disahkan oleh

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur :
PENYUSUNAN LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang yang telah ditentukan;
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mampu mengoperasikan komputer;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei | 3. Mempunyai kemampuan analisis data;
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Data Kuesioner
2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan penyimpanan Arsip

Peringatan :

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan perencanaan SKM tidak akan berjalan sesuai
keinginan

Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen

Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

Dikonsultasikan dengan Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat untuk mendapatkan
rekomendasi

newN

Pencatatan dan Pendataan:

1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik

3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




SOP PENYUSUNAN LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

NOMOR : 86 /SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ferm——r, = e 7 Ket
re rsyaratan
Kepala Badan Badan Kasubag PKP Anggota Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan pelaksana menginventarisir unit pelayanan yang . I Surat Keputusan
1. [|akan diukur, menyusun instrumen survei (kuesioner), menentukan | i‘gzg;ﬁp"msan R 10 menit Kepala BKPSDM
besaran dan teknik pengumpulan sampel beserta respondennya
Menginventarisir unit pelayanan yang akan diukur, menyusun | |
2 instrumen survei (kuesioner), menentukan besaran dan teknik Tidak SEL;r:;g:putl.lsan Kepala 4 Rard Blz:‘an Pengukuran
* |pengumpulan sampel beserta respondennya, menyiapkan barcode - Aplikasi
untuk disediakan pada bidang pelayanan dan resepsionis
3 IMelaksanakan veriifkasi dan validasi bahan pelal an Tidak -/\, - Bahan Pengukuran IKM 30 menit | Bahan Pengukuran
* |pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat '\ / = Ya IKM yang telah diparaf
a Melaksanakan veriifkasi dan validasi bahan pelaksanaan Tidak i / ;KB; :zz:engukuran 30 menit |- Bahan Pengukuran
* |pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat '\ / - Ya tefah diparaf IKM yang telah diparaf
- - Bahan Pengukuran - Bahan Pengukuran
5 ::n?e:ll;il;lt bahan pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan \‘ KM yang 30 menit [IKM yang telah ditanda
sya / Ya telah diparaf tangan
- Bahan Instrumen survei [ clmrsu};::r;)sumi
Melaksanakan entry instrumen survey (kuesioner) pada aplikasi X (kuesioner)
6. » 30 menit |- Aplikasi
yang telah disediakan . . Barcode / Link
T - Aplikasi bplikasi
¥ - Instrumen survei
Memberikan kuesioner kepada responden / pengguna layanan di (kuesioner) s
7. BKPSDM melalui link aplikasi atau barcode yang telah disediakan = Aplikasi 15 Menk. |- Hasl kuesioner
T - Barcode / Link aplikasi
o Y
. ~ Hasil kuesioner
8. [Mengunduh rekap hasil kuesioner yang telah di isi oleh responden 5 Menit |- Rekap hasil kuesioner
dari aplikasi L Aplikasi
-
Tidak -
. Draft laporan
g, ::nv:s::a :apueran dan menganalisa hasil Survei Kepuasan I Rekap hasil kuesioner 1 hari |pelaksanaan Survei
Syar: Kepuasan Masyarakat
Draft laporan
Melaksanakan verifikasi dan validasi draft laporan Survei \ 5 Draft laporan pelaksanaan 1 Jam pelaksanaan Survei
10. |Kepuasan Masyarakat / - Ya Survei Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat
lvang telah diparaf
< Draft laporan
11, [Metaksanakan verifikasi dan validasi draft laporan Survei Sl sl aossuer A0 [N "0~ S T
* [kepuasan Masyarakat it <okl g Kepuasan Masyarakat
rang P lvang telah diparaf




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan = = o/ Ket
Sekreta ersyaratan
Kepala Badan Badan Kasubag PKP |Staff Pelaporan Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan tandatangan draft laporan Survei Kepuasan ; Draft laporan Survei laparan Survei
12, M Kkat Kepuasan Masyarakat yang 30 Menit Kepuasan Masyarakat
el telah diparaf P sy
Menginstruksikan Kasubag Per n K gan Pelaporan
13. juntuk mengadakan rapat evaluasi hasil pengukuran Survei > ::ap:;::ai:? ei Kepuasan 2 Jam |- Notulen rapat
Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan hasil rapat evaluasi, menyusun tindak lanjut - Notulen rapat - Rencana tindak lanjut
14, % 1 Jam
perbaikan perbaikan
5 - Rencana tindak lanjut - Rencana tindak lanjut
15, Melaksanakan pengarsipan dokumen laporan Survei Kepuasan perbaikan 30 Menit perbaikan
* |Masyarakat - Laporan Survei Kepuasan - Laporan Survei
Masyarakat Kepuasan Masyarakat




Nomor SOP 87 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan 01 September 2023

Tanggal Revisi - .
Tanggal Efektif 01 Oktober 2023 \
Disahkan oleh 3 KEpe P

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT Nama Standar Operasional Prosedur :

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Mampu Mengoperasikan komputer
Nasional; 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, | 3. Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan | 4. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi
Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan;

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Renja 1. Komputer/internet/printer
2. Dokumen RKA tahun sebelumnya
3. Lembaran kerja

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

Apabila draft RKA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan maka draft 1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
RKA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal selanjutnya seperti pencermatan
oleh TAPD




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

NOMOR : 87 /SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
7 y Perangkat Persyaratan /
Kepal k
epala Sekretaris Bidang Kasubag PKP Anggota Déstah Kelengkapan Waktu Qutput | Ket.
Mendisposisikan surat masuk )
tentang penyusunan RKA Disposisi
1 ISurat masuk| 30 Menit surat
masuk
Y y
Memerintahkan untuk
menyusun RKA pada Kasubag
2 PKP .Sura? . 15 Menit L.emba,r
disposisi disposis
Menugaskan Kasubag PKP A 4 Surat Surat
untuk mendistribusikan plapon edaran edaran
3 anggaran ke bﬂang < disertai 2 Hari disertai
lembar lembar
disposi disposi
Melaksanakan pengentrian 4
anggaran ke SIPD
§ Bahan 7 Hari Plapon
anggaran anggaran
Melaksanakan asistensi RKA , 2
Dokumen . | Dokumen
5 RKA 3 Hari RKA
Merevisi hasil asistensi RKA
dan menginput ke SIPD & Revisi
6 dokumen 4 Hari Dakumen
RKA RKA
Meneliti dan memaraf RKA
Realisasi Dok
7 dokumen 1 Hari et
RKA RKA
Menyetujui dan mendatangani
Dokumen . | Dokumen
8
RKA 1 Hari RKA




Melaksanakan asistensi
pengesahan RKA ke TAPD

untuk di tandatangani

Dokumen . |Dokumen
9 RKA 5 Hari RKA
Pencetakan dokumen RKA
| Il.:‘ Dokumen .| Dokumen
it RKA 1 Hari RKA




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 88 /SOP BKPSDM/2023
Tanggal Pembuatan 01 September 2023
| Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

01 Oktober 2023

engembangan
Purwakarta

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur :

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi
Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan;

Mampu Mengoperasikan komputer
Memahami Dokumen RPJPD dan RPIJMD

oM

Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja

Keterkaitan:

Peralatan/Periengkapan:

1. SOP Penyusunan Renja
2. SOP Perjanjian Kinerja
3. SOP Penyusunan LAKIP

1. Komputer/internet/printer
2. Dokumen RENJA

3. Dokumen LAKIP

4. Dokumen RPIPD dan RPIJMD

Peringatan :
Renstra harus dijabarkan per tahun.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NOMOR : 88 /SOP BKPSDM/2023

12,

perbaikan hasil asistensi rancangan akhir Renstra

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kepala Badan PEE—— Bidang Kasubag PKP Anggota Perangk@t | persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output
Menerima dan mendisposisikan surat masuk dari
1. |Bappelitbangda serta membentuk tim penyusunan | } Surat Masuk 1 Jam SK Tim Penyusunan
Renstra Renstra
v
Menginstruksikan kasul PKP untuk meny: Format
2. g === SK Tim Penyusunan Renstra | 10 Menit Pengismgubin
Renstra Data
) 4
Melaksanakan koordinasi dengan Bidang dala
3. i el Format Pengumpulan Data 13Jam Data dan Informasi
rangka menghimpun data
4, |Menerima dan mengolah data dari bidang r Format Pengumpulan Data 5 Hari Data
|
¥
5, |Menyusun rancangan awal Renstra Data dan Informasi 5 Hari Rancangan Awal Renstra
v
6. |Melaksanakan asistensi rancangan awal Renstra Rancangan Awal Renstra 3 Hari Lembar Verifikasi Resntra
r
7. |perbaikan hasil asistensi rancangan awal Renstra Data yang sudah diverifikasi 7 Hari Pembaharuan data
I
¥
8. |Menyusun rancangan Renstra Data Entry Sistem Perencanaan 1 Hari Draft Rancangan Renstra
|
¥
Menghadiri Forum Perangkat Daerah / Li
9, . ore Lidas Surat Masuk 1 Hari Notulen Rapat
Perangkat Daerah
|
¥
10, [Menyusun rancangan akhir Renstra MNotulen Rapat 5 Hari Rancangan Akhir Renstra
¥
11. |Melaksanakan asistensi rancangan akhir Renstra Rancangan Akhir Renstra 1 Hari Hasil Verifikasi Renstra
Data yang sudah diverifikasi 1 Hari

Rancangan Akhir Renstra




Meneliti dan memaraf. Jika tidak setuju maka

13 /\ Rancangan Akhir Renstra 2 Jam Dokumen Renstra
" |dikembalikan dan diperbaiki ~

14, [Mengesahkan Renstra Dokumen Renstra 1 Jam Dokumen Renstra

15, |pencetakan Dokumen Renstra Dokumen Renstra 1 Hari Renstra




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

89 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan 01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 0ktober 2023

Disahkan oleh

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur = ==/ =
PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Mampu Mengoperasikan komputer
Nasional; 2. Memahami Dokumen RPIJMD, RKPD dan Renstra
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang | 3. Mampu Melakukan Analisa / Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4, Mampu Bekerja Sama Dengan Tim
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi
Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1, SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer/internet/printer
2. SOP Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Renstra
3. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

4, SOP Penyusunan LAKIP

4. Dokumen LAKIP
5. Dokumen RPIPD, RPJMD dan RKPD

Peringatan :
Renstra harus dijabarkan per tahun.

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

NOMOR : 89 /SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kepala Badan ISaltru!aris Badan Bidang Kasubag PKP Anggota ";’:::':"t Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output
Menerima dan mendisposisikan surat masuk dari
1. |Bappelitbangda serta membentuk tim penyusunan i t[ Surat Masuk 1 Jam SK Tim Penyusunan
Renja Renja
A 4
" Menginstruksikan kasubag PKP untuk menyusun SK Tim Pe an Renfa 10 Menit | Format Pengumpulan
Renja Data
¥
Melaksanakan koordinasi de Bidang dalam
4, ngan ] Format Pengumpulan Data 1 Jam Data dan Informasi
rangka menghimpun data
4, |Menerima dan mengolah data dari bidang » Format Pengumpulan Data 3 Hari Data
|
5. |Menyusun rancangan awal Renja i Data dan Informasi 5 Hari Rancangan Awal Renja
6. [Melaksanakan asistensi rancangan awal Renja I Rancangan Awal Renja 3 Hari Lembar Verifikasi Renja
A
7. |Perbaikan hasil asistensi rancangan awal Renja | Data yang sudah diverifikasi 2 Hari Pembaharuan data
¥
8. [Menyusun rancangan Renja Data Entry Sistem Perencanaan 1 Hari Draft Rancangan Renja
[
¥
iri Forum Perangkat Daerah / Lintas
5. Menghad ng Surat Masuk 1 Hari Notulen Rapat
Perangkat Daerah
|
¥
10. |Menyusun rancangan akhir Renja Notulen Rapat 2 Hari Rancangan Akhir Renja
y
11. |Melaksanakan asistensi rancangan akhir Renja Rancangan Akhir Renja 1 Hari Hasil Verifikasi Renja
i i Data iverifikasi
12. |Perbaikan hasil asistensi rancangan akhir Renja yang sudah diverifikas -4l Rancangan Akhir Renja
liti dan memaraf. Ji k ju maka
1. Mere raf. Jika tidak setuju ma /\4 Rancangan Akhir Renja 1 Hari Dokurmen Renia
ikembalikan dan diperbaiki W
14, |Mengesahkan Renja <> Dokumen Renja 1 Hari Dokumen Renja
¥
15. |Pencetakan Dokumen Renja | Dokumen Renja 1 Hari Renja




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 90 /SOP BKPSDM/2023
Tanggal Pembuatan 01 September 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Kepegawalan dan Rengembangan

SEKRETARIAT

\ o
Nama Standar Operasional Prosedur :
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih [ 1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; yang telah ditentukan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 2. Mampu mengoperasikan komputer;
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Mampu menyusun Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 4. Memiliki pemahaman SOTK Perangkat daerah
(Permenpan & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1, = 1. Renstra
2. Renja
3. Format Perjanjian Kinerja
4, SOTK
5. Komputer dan Scanner
6. ATK dan penyimpanan Arsip

Peringatan :

1.

N

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan Perjanjian
Kinerja

Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen

Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan sebagai data dan dokumen
2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan




SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

NOMOR : 90 /SOP BKPSDM/2023

Kinerja

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan o e 7 s 7
Sekretaris ang rsyaratan
Kepala Badan Badan Kasubag PKP Anggota Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
- Renstra g A Lissi
1. |Menugaskan Staff untuk menyusun Perjanjian Kinerja | I - Indikator Kinerja Individu | 5 menit nugasan Lisa
- Dokumen Anjab ABK
- Renstra
Membuat format Perjanjian Kinerja dari masing - Tolak - DPA/DPPA | F P o
2. |Masing Bidang dan Sekretariat serta S - Indikator Kinerja Individu thari | orm Perjanjian
menyampaikannya - Dokumen Anjab ABK nerja
- Form Perjanjian Kinerja
fani - Form Perjanjian Kinerja
3. :f meriksa dan menandatangani form Perjanjian > - Form Perjanjian Kinerja 10 Menit | yang sudah ditanda
nerja Ya tangan
) ) _ i i - Form Perjanjian Kinerja
Menghimpun dan memeriksa form Perjanjian Kinerja = Form Perjanjian Kinerja
4. |dari masing - Masing Bidang dan Sekretariat yang sudah ditanda tangan 3 Jam :ﬂ“gﬂf_‘“ﬂah ditanda
A
R o - Draft laporan /
5. |Membuat draft laporan / dokumen Perjanjian Kinerja FarmPerjanjian Kinetja 1 hari dokumen
yang sudah ditanda tangan Perjanjian Kinerja
/\\‘ - Draft laporan /
P Memverifikasi dan memwvalidasi draft laporan / Tolak o - Draft laporan/dokumen 1 jam idokumen Perjanjian
- |dokumen Perjanjian Kinerja > /‘ Perjanjian Kinerja J Kinerja yang sudah
diparaf
- Draft laporan /
\ - Draft laporan / dokumen nf
7. IMemvalidasi laporan / dokumen Perjanjian Kinerja Tolak > < Perjanjlan Kinejayang | 15 menit [iokumen Perjanjian
inerja yang sudah
sudah diparaf %
Ya diparaf
- Draft laporan/dokumen - Laporan/dokumen
8. |Menandatangani laporan / dokumen Perjanjian Kinerjal Perjanjian Kinerja yang 15 menit | Perjanjian Kinerja
Y. sudah diparaf
a
- - Laporan/dokumen
Membukukan dan menggandakan laporan / dokumen y
10. Perjanjian Kinerja Laﬂﬂ:;idokumn Perjanjian 2 jam Perjanjian Kinerja
= I Laporan/dokumen
11. [Mengarsipkan laporan / dokumen Perjanjian Kinerja Laporan/dokumen Perjanjian | 15 menit Perjanjian Kinerja




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 91 /SOP BKPSDM/2023
Tanggal Pembuatan 01 September 2023
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

i’

1 i DIS
_NIP._18670829 19950

NRWARNY

31001

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur :
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
( LPPD)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Kepala Dewan Perwakilan Rakyat dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4, Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

Evaluasi

1. Mampu Mengoperasikan komputer

2. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD

3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi
bahan laporan

4. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. Komputer/internet/printer
2. Data dan Informasi IKK Urusan Kepegawaian

Peringatan :
Dokumen LPPD Perangkat Daerah merupakan bagian penting dari penyusunan
pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah

Pencatatan dan Pendataan:
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




SOP PENYUSUNAN LPPD

NOMOR : 91 /SOP BKPSDM/2023

10,
kepegawaian ke Bagian Pemerintahan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan = P Ket
Kepala Badan |Sekretaris Badan Bidang Kasubag PKP Anggota :::,‘:h t | persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output
Menerima dan mendisposisikan surat masuk dari
1. P Surat Masuk 20 Menit | Disposisi Surat Masuk
Bagian Pemerintahan
2. |Menginstruksikan kasubag PKP untuk menyusun LPPD Disposisi Surat Masuk 20 Menit | FOrMat Pengumpulan
Y
Melaksanakan koordinasi dengan Bidang dalam :
3, Format Pengumpulan Data 1 Hari Data dan Informasi
rangka menghimpun data
4. |Menerima dan mengolah data dari bidang Data dan Informasi 2 Hari |IKK Urusan Kepegawaian
Yy
5. | Menyusun draft LPPD Bahan Penyusunan LPPD 5 Hari Draft LPPD
6. [Melaksanakan asistensi LPPD Draft LPFD 1 Hari Hasil Verifikasi LPPD
Ya
7. |Perbaikan haslil asistensi LPPD Data yang sudah diverifikasi 2 Hari Pembaharuan data
.
Meneliti dan me . Jika tidak setuju maka /\ /\
g maraf. ] ak setuj < Draft LPPD 2 Hari
fakembalikan dan diperbaiki \/' \/ Tolak LPPD yang telah diparaf
9, [Mengesahkan LPPD LPPD yang telah diparaf 1 Hari Dokumen LPPD
M ikan dokume! KK n
Enyampa kA mLE R URLI Dokumen LPPD 1Hari |IKK dan data pendukung




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

92 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan

01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

01 Oktober 2023
Badan egawaian dan Rengembangan
Paya Magusia Kabupatel\ Purwakarta

W - 196 AUG
\‘:\\\:‘3 <

y

7

SEKRETARIAT

N s NR
Nama Standar Operasional Prosedur : S NXWRAZ

i

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang telah ditentukan;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis | 2. Mampu mengoperasikan komputer;

Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 [ 4. Memahami alur bisnis keuangan;

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 5. Menguasai sistem keuangan daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan

Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1. Data dan berkas SP]

2. Komputer dan Scanner
3. ATK dan penyimpanan Arsip

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pembuatan laporan 1. Disimpan sebagai data dan dokumen

keuangan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




SOP PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

NOMOR : 92 /SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
Ne- wagem Sekretaris Bidang / Persyaratan / .
ng n
Kepala Badan Badan Kasubag PKP Anggota Sakretariat Kelengkapan Waktu Output
M i Disposisi Kepala Badan atas Surat masuk . . 1.8
1. |dari Sekretariat Daerah untuk menyusun Laporan | I - gli"s‘:;sl:s?slzj:pala e 5 menit B::ETSISI Kepala
Fisik dan Keuangan
Menindaklanjuti Disposisi Kepala Badan atas Surat v
2 masuk dari Sekretariat Daerah untuk menyusun - Surat Masuk 15 Menit |~ Nota Dinas
*  |Laporan capaian realisasi Fisik dan Keuangan dengan - Disposisi Kepala Badan - Dakumen SP]
menyampaikannya kepada Staff Pelaporan
Melaksanakan pengumpulan data dari Bidang dan 3 i
3. [keuangan untuk bahan menyusun Laporan capaian - Data Realisasi Kegiatan / peren Lanat::sekn:;il;::?
* |realisasi Fisik dan Keuangan dari masing- masing sub kegiatan Fis?: dan Keuangan
kegiatan/sub kegiatan
Menerima data dari Bidang dan keuangan untuk - Data pendukung - Bahan Laporan
4. |bahan menyusun Laporan capaian realisasi Fisik dan Laporan Realisasi Fisik 1 hari |Realisasi Fisik dan
Keuangan dari masing- masing kegiatan/sub kegiatan dan Keuangan Keuangan
]
¥
Mengkompilasi data dari Bidang dan keuangan untuk -B . - Bahan Laporan
5. [bahan menyusun Laporan capaian realisasi Fisik dan B LR 1hari |Realisasi Fisik dan
Keuangan dari masing- masing kegiatan/sub kegiatan g Keuangan
v
Melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan - Bahan Laporan Realisasi = Draft:Laporan
6. I Fisik d 1 Hari |Realisasi Fisik dan
|[Keuangan an Keuangan s
Ya ngan
X T - Draft La
poran
7 Melaksanakan verifikasi dan validasi draft laporan / \ - Draft Laporan Realisasi 2%a Realisasi Fisik dan
* |realisasi Fisik dan Keuangan \/ Tokak Fisik dan Keuangan ™ |keuangan yang sudah
divalidasi Kasubag PKP
L : Draft Laporan realisasi
IDraft Laporan realisasi Fisik Fisik dan Keuangan
8. Melaksanakan validasi draft laporan realisasi Fisik dan dan Keuangan yang sudah 1Jam lyang sudah divalidasi
Keuangan Mivalidasi oleh Kasubag PKP oleh Kasubag PKP dan
Sekretaris Badan
Draft Laporan realisasi Fisik
10 Menandatangani draft laporan realisasi Fisik dan ldan Keuangan yang sudah 30 Menit Laporan Realisasi Fisik
© |[Keuangan ldivalidasi oleh Kasubag PKP |dan Keuangan
|dan Sekretaris Badan
(Arsip Laporan Realisasi
11 Melaksanakan pengarsipan dan penggandaan laporan o Laporan Realisasi Fisik dan 30 Minet Fisik dan Keuangan
* |realisasi Fisik dan Keuangan [Keuangan baik softcopy maupun
hardcopy
"
. i Ej - Laporan Realisasi Fisik dan - Tanda terima surat
12, Mengirim Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Keuangan 1 Hari sl

kepada Sekretariat Daerah

- Surat Pengantar




Nomor SOP 93 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan 01 September 2023
Tanggal Revisi = A

Tanggal Efektif 01 Oktober 2023 '\
Disahkan oleh Badan.Kk .

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

N e - &
Nama Standar Operasional Prosedur : /7 WA L RS7

SERRETARIAY PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Mampu Mengoperasikan komputer

Nasional; 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, | 3. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 4. Teliti
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi

Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKA 1. Komputer/internet/printer

2. Lembaran kerja

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan program 1. Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
dan kegiatan




SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

NOMOR : 93 /SOP BKPSDM/2023

DPA

PELAKSANA
NO KEGIATAN Persyaratan/Kelengkapan Waktu Qutput Ket.
KEPALA |[SEKRETARIS| BIDANG KAiliigAG Anggota Perangkat Daerah
Memberikan tugas D—
1 |dan arahan terkait Pencetakan DPA 1 Hari Dokumen
penyusunan DPA PD
Menindaklanjuti tugas
dan arahan kepala
2 |dengan menugaskan Dokumen DPA 1 Hari Dokumen
kasubag PKP
menyusun DPA
|Menugaskan anggota A
3 |untuk melakukan print] Dokumen DPA 1 Hari Dokumen
out DPA l
; Dokumen
4 |Memaraf DPA i Dokumen DPA 1 Hari
5 |Memaraf DPA Dokumen DPA 1 Hari Dokumen
s 5 s ‘ i Dokumen
6 mendatangani DPA Dokumen DPA 1 Hari
7 Mglaksa_n ey Dokumen DPA 3 Hari Bokixust
asistensi DPA
8 |Persetujuan TAPD Dokumen DPA 6 Hari Dokumen
: v
Mendokumentasikan E — —




WIRAWA KARTA HAHARIA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 94/S0P BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan 01 September 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Oktober 2023 x
Disahkan oleh Kepala Badan-K Pengembangan
&} pDe sia Kabupatén Purwakarta
/4
rff‘ K

SEKRETARIAT

‘§ 5t ...','. -

o, o
Nama Standar Operasional Prosedur : \_i:.,,q;:ﬂ:j AKPRZ
PENERBITAN SPP DAN SPM =

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang telah ditentukan;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis | 2. Mampu mengoperasikan komputer;
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 | 4. Menguasai Sistem Informasi Pemerintahan;
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1. Laporan Realisasi Keuangan

2. Data Capaian realisasi kegiatan/sub kegiatan
3. Komputer dan Scanner
4. ATK dan penyimpanan Arsip

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pembuatan laporan 1. Di simpan sebagai data dan dokumen
keuangan 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




SOP PENERBITAN SPP DAN SPM

NOMOR : 94 /SOP BKPSDM/2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bandahe == re— Ket
en ra rsyaratan
PA KPA PPK Pe fiaran PPTK Kelengkapan Waktu Output
- SPD - SPD
1 Menyerahkan Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana [ - DPA / DPPA SKPD 5 menit - DPA / DPPA SKPD
* |beserta kelengkapan dokumen pencairan anggaran. | - Nota Dinas - Nota Dinas
A - Dokumen SP] - Dokumen SP]
¢ lUntuk Pencairan Gaji &
b & =
\ - gg::ﬁ?: SSPJ - Nota Dinas [Tunjangan, bendahara
2. |Melakukan verifikasi dokumen pencairan anggaran 2 Jam Imemverifikasi Ledger
- Daftar Rincian Gaji / - Dokumen SP] Fgaji B Burangan yang
Tungangsn diterima dari BKAD
J' - Nota Dinas
3, Melakukan entry data SPP ( GU/TU/LS ) pada Sistem - Dokumen SPJ 20 Menit Draft SPP
Keuangan Daerah I - Sistem Keuangan Daerah
¥ - SPP
- Nota Dinas o
4 [Melaksanakan cetak SPP ( GU/TU/LS ) dari Sistem - Dokumen SP] caain R‘::'a“gﬁ::ta"a
* |Keuangan Daerah e : gistgﬂn;;(;uangan Daerah i Rlnc:::?-l Belanja
| o dan Potongan PFK
,L . - SPP
Z :ziaur?lt:SSP] - Rincian Rencana
s = M
5. |Melakukan Penandatanganan SPP ( GU/TU/LS ) - Sistem Keuangan Daerah 5 Menit K Rizzir;??;:;n'a
- Draft SPP 0
dan Potongan PFK
L - Nota Dinas
- Dokumen SPJ
6. |Melakukan penandatanganan SPP - Sistern Keuangan Daerah 1Hari |- SPP
- SPP
- Rincian rencana Pengguna
- Nota Dinas
Al b i o - Dokumen SP)
I8 ditandat::grani SPP yang telah —<\/\1 - Sistem Keuangan Daerah 15 Menit |- SPP
- SPP
- Rinclan rencana Pengguna
X & gzizgr:ssm lika belum lengkap,
8 Melakukan verifikasi dan menandatangani lembar Ditolak «Sictein Keaangan D3arai 1 Jam Lembar pengesahan idikembalikan lagi pada
" |pengesahan verifikasi SPP - 5pp 9 |verifikasi SPP PPTK atau BPP -nya
- Rincian rencana Pengguna ntis dilengikapt
- Nota Dinas
P = Dokumen SP] Lembar Rincian
10. :ﬂakuka;eva“dﬁi (paraf ) pada SPP - Rincian - Sistern Keuangan Daerah 10 Menit |[Rencana Pengguna
encana Pengguna - SPP yang sudah diparaf
- Rincian rencana Pengguna
/r - Nota Dinas
” - Dokumen SPJ Lembar Rincian
11. :;I;:l;k;:n:;:::k::i da:n\;alldasl (paraf ) pada SPR - Sistermn Keuangan Daerah 2 Jam [Rencana Pengguna
ngg - SPp yang sudah diparaf
- Rincian rencana Pengguna
4 = ggtaur?g:ssw Lembar Rincian
Melakukan penandatanganan pada SPP - Rincian ek Rencana Pengguna
12 |pancana Pengguna . S:E;em Keuangan Daerah 1 Hari \vang sudah
- Rincian rencana Pengguna i
n - Nota Dinas
- Dokumen SP] - SPP
- Sistem Keuangan Daerah - Rincian Rencana
13. |Mencatat SPP ke dalam register SPP - SPP 10 Menit pengguna
- Rincian rencana Pengguna - Rincian Belanja
- Rincian Belanja dan dan Potongan PFK
Potongan  PFK




Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

PA

Bendahara
Pengeluaran

BKAD

Persyaratan / Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

14,

Melaksanakan entry data untuk pembuatan SPM
(GU/TU/LS) pada Sistem Keuangan Daerah

I Nota Dinas

- Dokumen 5P

- Sistemn Keuangan Daerah

- SPP

+ Rincian rencana Pengguna

- Rincian Belanja dan Potongan
PFK

20 Menit

Draft SPM

15.

Melakukan cetak SPM (GLYTU/LS) dari Sistem Keuangan
Daerah

- Nota Dinas

= Dokumen SP1

= Sistem Keuangan Daerah

- Spp

- Rincian rencana Pengguna

- Rincian Belanja dan Potongan PFK

5 Menit

SPM

16.

Memverifikasi dan memvalidasi (paraf) SPM (GU/TU/LS)

- Nota Dinas - Dokumen 5P1

- 5PP

- Rincian rencana Pengguna

- Rincian Belanja dan Potongan PFK
- 5PM

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

2 Jam

SPM

17,

Memvalidasi (paraf) SPM (GU/TU/LS)

&

-~

- Nota Dinas - Dokumen SP1

- SPP

= Rincian rencana Pengguna

= Rincian Belanja dan Potongan PFK
- SPM

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

2 Jam

SPM

18.

Menyetujui dan menandatangani SPM (GU/TU/LS)

= Mota Dinas = Dokumen SP1

- SPP

- Rincian rencana Pengguna

- Rincian Belanja dan Potangan PFK
- SPM

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

1 Hari

SPM

19.

Mencatat SPM (GU/TU/LS) ke dalam register SPM

- Nota Dinas - Dokumen 5P

- SPP

= Rincian rencana Pengguna

- Rincian Belanja dan Potongan PFK
= SPM

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

10 Menit

Register SPM

20.

Menyampaikan SPM

- SPP
= Rincian rencana Pengguna

- Rincian Belanja dan Potongan PFK
- 5PM

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

1 Hari

sP2D




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

95 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan

01 September 2023 \

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

o

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur :

-~y YRWRE
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

12. Peraturan Bupati Nomor 63.A Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani.

2. Telah menandatangani Pakta Integritas.
3. Memahami peraturan yang terkait.

1. Berstatus sebagai PNS di Kantor BKPSDM Kabupaten Purwakarta.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. -

2. Ruangan rapat dan daftar hadir.
3. Komputer, Printer, Scanner dan ATK.

1. Formulir penentuan anggota Zona Integritas.

Peringatan :
Apabila anggota Zona Integritas tidak diseleksi sesuai prosedur yang berlaku, maka akan
berdampak pada kinerja Kelompok Kerja Zona Integritas.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Disimpan sebagai data elektronik.
2. Disimpan sebagai data manual.




SOP PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NOMOR : 95 /SOP BKPSDM /2023

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan = Ket
Kepala Badan |Sekretaris Badan| Kasubag PKP Persyaratan / | oy, Output
Kelengkapan
Menginstruksikan rapat dan memimpin rapat
ukan Tim Kerja Z i fikuti
i pembentukan Tim Kerja Zona Integritas yang diikuti Surat Undangan| 1 Jam | Surat Undangan
oleh seluruh jajaran pejabat struktural eselon III dan
IV di lingkup BKPSDM Kab. Purwakarta
A
Peserta rapat memberikan saran dan masukan
2. |nama-nama Tim Kerja Zona Integritas dan disetujui Surat Undangan| 2 Jam %raft Personal
oleh Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta T "
r .
Mengakomodir nama-nama Tim Kerja Pembangunan Draft SK Tim
: & Draft Personal 2 Hari Kerja
3. |Zona Integritas dan menyusun draft Surat Tim Pembangunan
Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas L—— Zona Integritas
Draft SK Tim )
Mengesahkan Surat Keputusan Tim Kerja Kerja i Fiariil Fiﬁ}:;?‘ K:r?af:_l
4. |pembangunan Zona Integritas Pembangunan 9

Zona Integritas

Zona Integritas




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 96 /SOP BKPSDM/2023

Tanggal Pembuatan 01 September 2023

Tanggal Revisi =

| Tangqgal Efektif

01 ORtDber 2023 : p

Disahkan oleh

SEKRETARIAT

Nama Standar Operasional Prosedur : :
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DMGGARAN TAHUN BERJALAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Mampu bekerja dengan ketelitian dan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang telah ditentukan;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 2. Mampu mengoperasikan komputer;
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Mempunyai kemampuan analisis data keuangan dan akuntansi;
4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor | 4. Menguasai Sistem Informasi Pemerintahan;
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 1. Komputer
2. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang/Jasa ; g;;gg*mpanDPNDPPA
3. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji, Lembur, Honor) 4. Dokumen SPJ
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses evaluasi pelaksanaan 1. Disimpan sebagai data dan dokumen
kegiatan dan anggaran 2. Dilakukan registrasi manual dan elektronik
2. Kekeliruan tupoksi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi dokumen 3. Dilakukan evaluasi/pemutakhiran apabila terjadi perubahan
3. Resiko kehilangan dan kerusakan arsip yang telah dilegalisasi
4, Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN

NOMOR : 96 /SOP BKPSDM /2023

rapat

kegiatan dan anggaran
- Notulen rapat

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket
Kepala Badan PPK Kasubag PKP |  Anggota :‘*"':"I t"ﬂ": Waktu Output
- LRA Data/bahan
1, |Mengumpuikan data/informasi meliputi Laporan m - Laporan Realisasi Fisik dan | 5 .. [penyusunan laporan
* |Realisasi Anggaran dan capaian realisasi kinerja Ki g levaluasi pelaksanaan
- Laporan Capalan Kinerja kegiatan dan anggaran
R r Data/bahan
Mencermati dan mempelajari pelaksanaan kegiatan, IData/bahan penyusunan b eI::fus unan laporan
2. |serta memeriksa kesesuaian data antara penyerapan laporan evaluasi pelaksanaan | 2 Jam | pelaksanaan
anggaran dan kegiatan I kegiatan dan anggaran kegiatan dan anggaran
v IData/bah, Draft laporan evaluasi
: ata/bahan penyusunan F uasi
3 Menyusun laporan evaluas! pelaksanaan keglatan dan Xa laporan evaluasi pelaksanaan 2Jam |pelaksanaan kegiatan
argaran |kegiatan dan anggaran idan anggaran
3
y I Draft laporan evaluasi
Z - Draft lapora luasi
4 Menverifikasi dan memvalidasi laporan evaluasi Ya \ pelal ,n::n : E::’;:n (;an 15 Menit gelaksanaan kegiatan
" |pelaksanaan kegiatan dan anggaran an anggaran yang
“/ Tolak pragaman telah diparaf
) 4 - Draft laporan evaluasi
. - Draft | luasi 3
5. [Menverifikasi dan memvalidasi laporan evaluasi AN etsieansan kegutn aan . | 15 menx gelaksarlaan kegiatan
" |pelaksanaan kegiatan dan anggaran ; an anggaran yang
\/ Tolak {anggaran yang telah diparaf telah diparaf
- Draft laporan evaluasi I Laporan evaluasi
6. Menandatangant laporan evaliast pelaksanaan ipelaksanaan kegiatan dan 10 Menit |pelaksanaan kegiatan
keglatan dan anggaran langgaran yang telah diparaf ldan anggaran
- Laporan evaluasi
Menginstruksikan Kasubag Perencanaan Keuangan belaksanaan | Nota Dinas
7. |Pelaporan untuk mengadakan rapat evaluasi keglatan dar anggaran 30 Menit
pelaksanaan kegiatan dan anggaran . Nota Dinas
Menerima dan membahas laporan evaluasi Y ki i i
8 pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada semua peIaFI'tZ;ar:;::a bas 23am [ Motulen rapat
* |KPA Bidang dan Sekretariat pada saat rapat ) SE—
dilaksanakan
L4 - Laporan evaluasi
10 Berdasarkan hasil rapat evaluasi, menyusun tindak pelaksanaan 15 Menit | Laporan Tindak lanjut
* llanjut perbaikan kegiatan dan anggaran
- Notulen rapat
, - Laporan evaluasi
Melaksanakan pengarsipan laporan evaluasi r pelali':ganr;an - L Arsip
11. |pelaksanaan kegiatan dan anggaran notulen/hasil 15 Menit
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